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PEDOMAN TRANSLITERASI
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Vokal panjang (mad), fathah (baris di atas), kasrah (baris di bawah), dan
dhammah (baris di depan) ditulis &, 7, G, misalnya kata: &1 ditulis al-
huqgadqu.

Ta’ Marbuthah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah,
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al-islamiyyah

Kata sandang alif dan 1am baik diikuti oleh huruf gamariyah maupun huruf
syamsiyah ditulis: al diawalnya, seperti: <Ll ditulis: al-Nisa dan  ¢sie sl
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Bagarah. Bila terletak di tengah kalimat ditulis: t, seperti: ¥ s¥) 4 ditulis:

nafagat al-awlad.
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ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kedudukan Kaidah Fikih dalam Ijtihad dan
Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, Ditulis oleh Johan Efendi, NIM
088162648, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2018, 171 halaman. Judul ini dimaksudkan
untuk mengkaji kedudukan kaidah fikih dalam ijtihad dan relevansinya dengan
Kompilasi Huk\um Islam (KHI) buku 1 tentang perkawinan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahwasanya al-Qur’an dan Hadits
merupakan sumber dalam menetapkan hukum Islam, yang mana keduanya disebut
dengan mashdar, dalil hukum yang lainnya adalah Ijmad’, Qiyds, Istihsan,
Mashlahah Mursalah, ‘Urf, Syar’'u man Qabland, Qawl al-Shahabi, Istishab dan
Sad al-Dzari’ah. Tetapi kenyataannya bahwa kaidah fikih juga dijadikan sebagai
dalil dalam menetapkan hukum, padahal ulama-ulama terdahulu tidak ada
menyebutkan kaidah fikih sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum
Islam. Maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) apa hakikat dari kaidah
fikih, (2)bagaimana kedudukan kaidah fikih dalam ijtihad menurut para ulama,
serta (3) bagaimana relevansi kaidah fikih dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
pada buku 1 tentang perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),
sedangkan sumber data berupa kitab-kitab, buku-buku, dokumen-dokumen seputar
kaidah fikih, usul fikih dan fikih, serta Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang
hukum perkawinan. Jenis data adalah kualitatif. Objek penelitian adalah hakikat
kaidah fikih dalam ijtihad serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum buku 1
tentang perkawinan. Pengumpulan data dilakukan melalu studi literatur terhadap
kitab-kitab pokok ditambah dengan teks-teks lainnya. Analisis data menggunakan
content analisys, sedangkan penyajian data dilakukan secara deskripstif analisis.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: (1) hakikat dari
kaidah fikih adalah perkataan ulama (gaul al-mujtahid), karena berasal dari hasil
penelitian dan penelusuran para ulama terhadap masalah-masalah fikih. Hadits-
hadits yang menjadi kaidah fikih atau sering disebut sebagai kaidah fikih, bukanlah
termasuk kaidah fikih dan tidak bisa disebut sebagai kaidah fikih. penyebutan itu
hanya saja dikarenakan formulasi dari hadits-hadits tersebut sama dengan kaidah
fikih. Hadits merupakan perkataan Nabi (gawl al-nabi), kedudukannya gath’i
(pasti), karena merupakan dalil nash yang hakikatnya adalah wahyu dari Allah
SWT sementara kaidah fikih terbentuk dari hasil ijtihad para ulama, kedudukannya
zhanni (dugaan). (2)Kedudukan kaidah fikih dalam ijtihad terbagi kepada dua.
Yaitu, kaidah fikih sebagai dalil pelengkap dan sebagai dalil mandiri dalam
penetapan hukum. Mayoritas ulama sepakat menjadikan kaidah fikih sebagai dalil
pelengkap dalam penetapan suatu hukum. Adapun ulama berbeda pendapat dalam
menjadikan kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Dari kedua pendapat tersebut,
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pendapat yang menerima kaidah fikih sebagai dalil mandiri sangat lemah. Kaidah
fikih hanya dapat dijadikan sebagai dalil pelengkap. (3)Ada relevansi yang kuat
antara kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu dengan Kompilasi
Hukum Islam khususnya buku 1 tentang perkawinan, dengan ditemukannya
beberapa pasal yang sesuai dan relevan dengan kaidah fikih dalam 10 masalah.
yaitu, tentang ta’lik talaq, dasar-dasar perkawinan, pencatatan perkawinan,
larangan kawin, calon mempelai, mahar, perjanjian perkawinan, pembuktian
perkawinan, ‘iddah dan kedudukan suami istri.
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‘Alamin.

Padang, 03 Maret 2018
Penulis
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur seluruh
perbuatan manusia.! Hukum Islam tersebut merupakan ketentuan-ketentuan
mengikat yang berasal dari Allah dari segala legislasi manusia untuk
pengaturan hidup individu dan masyarakat. Dengan kata lain, ketentuan
hukum Islam berasal dari wahyu dan legislasi manusia.?

Istilah “hukum Islam” sudah terpakai dan hidup dalam literatur
berbahasa Indonesia, namun tidak ditemukan dalam literatur berbahasa
Arab termasuk al-Qur’an, karena itu tidak ditemukan secara definitif.
Kajian hukum Islam itu mengandung dua bidang pokok, yaitu pertama,
fikih yakni kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat
‘amaliyah, dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama.
Kedua, usul fikih yakni kajian tentang metode sistematis dalam
menghasilkan perangkat peraturan secara terperinci.>

Fikih dapat dikatakan pula sebagai kajian yang menfokuskan
perhatian terhadap ayat demi ayat al-Qur’an dan Hadits. Fikih sebagai
produk pemikiran mujtahid dapat mengalami perubahan dan hal ini
merupakan gambaran elastisitasnya. Beragam fikih melahirkan mazhab-
mazhab fikih, tegasnya fikih memiliki relativitas kepada siapa fikih itu
dihubungkan, diantaranya kepada imam Ab( Hanifah, imam Malik, imam
Syafi’1, atau imam Ahmad bin anbal. Relativitasnya dapat diamati dari sisi
kawasan mana fikih dilahirkan dan dikembangkan, dari kawasan Mekah,

Madinah, Irak, Kufah, Mesir atau kawasan lain.

! Muhammad Hasan Hitou, al-Wajiz fi Ushll al-Tasyri’, (BeirGt: Muassasah al —Risalah,
2006), h. 99.

2 Rifyal Ka’bah, Penegakkan Syari’at Islam di Indonesia,( Jakarta: Rifyal Ka’bah Foundation,
2016), h.164.

3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 1, (Jakarta: Logos, 1996), h. 5.
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Pada dasarnya hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan Hadits.
Sepeninggal Rasulullah SAW, persoalan-persoalan baru bermunculan
seiring dengan perkembangan dan perluasan daerah kekuasaan Islam.
Sebagian besar dari persoalan tersebut tidak ditemukan penjelasan
hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur’an dan Hadits. Tidak ada pilihan
lain bagi para sahabat untuk menghadapi persoalan tersebut, kecuali
melakukan ijtihad.

Seiring perkembangan zaman dan semakin meluasnya daerah
kekuasaan Islam tersebut, muncul beberapa mujtahid yang mengembangkan
metode ijtihad dalam penggalian dan penetapan hukum Islam. Karena dalil-
dalil yang digunakan oleh mazhab-mazhab fikih selain al-Qur’an, Hadits,
Iima’, dan Qiyas, menurut Ahmad al-Rais(ni, pada dasarnya kembali
kepada satu tujuan yakni untuk kebaikan (maslahah).*

Secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya
adalah untuk kemashlahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di
dunia ini, maupun kemaslahatan di hari akhirat kelak, demikian tujuan
syara’ secara global. Akan tetapi apabila dirinci, maka tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum-hukumnya ada lima, yang disebut dengan al-maqgashid
al-khamsah- yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta.®> Yang mana kelima tujuan tersebut semuanya berujung kepada
maslahah.

Dalam bidang fikih banyak terjadi perubahan-perubahan hukum,
para Imam mazhab dalam mengistinbathkan suatu hukum memiliki pola
pikir tertentu yang dapat dijadikan aturan pokok, sehingga hasil
istinbathnya dapat dievaluasi secara objektif oleh para pengikutnya. Dalam
sejumlah kasus, penguasaan terhadap fikih yang dirumuskan para ulama

masa lalu dapat membantu para ulama saat ini untuk menetapkan hukum

4 Ahmad Al-Raistni, al-Tajdid al-Ushdli, (Maroko: Dar al-Kalimah, 2015), h. 148.
5 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65.
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terhadap berbagai kasus baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Karena belum cukup memadai dengan hanya menguasai fikih masa lalu
akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang terjadi pada
masa kini. Dalam upaya penggalian hukum tersebut diperlukan adanya
sarana untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan syari’at, dalam hal
ini dituntut pula menguasai dan memahami dua macam disiplin ilmu yang
tak kalah pentingnya yaitu usul fikih dan kaidah fikih.

Penguasaan terhadap ilmu usul fikih sangat penting karena ia
merupakan metode dalam menggali dan menetapkan fikih. Dengan tidak
mengetahui dan menguasai usul fikih, seorang ahli fikih tidak akan dapat
menetapkan hukum terhadap suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat.® 1lmu usul fikih berguna untuk membimbing para mujtahid
atau ahli fikih dalam mengistinbathkan hukum syara’ secara benar. Usul
fikih sebagai metodologi dalam penarikan hukum (istinbath al-ahkam),
dengan metodologi usul fikih yang menggunakan pola pikir deduktif dapat
menghasilkan fikih.’

Selain ilmu fikih dan usul fikih untuk mampu menetapkan hukum,
seorang ulama dituntut pula memahami kaidah fikih. Dalam beberapa
pengertian dapat dikemukakan bahwa kaidah fikih adalah suatu kaidah
bersifat umum meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat
diketahui hukum masalah fikih yang berada dalam lingkupnya. Kaidah fikih
sebagai derifasi dari fikih atau hukum Islam, merupakan simpul-simpul
umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh
kalangan awam maupun fugahd’ untuk mencari solusi dalam permasalahan
hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam berbagai aspek. Yaitu,
ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer. Adapun

dasar hukum kaidah fikih merupakan produk ijtihad yang bersumber dari

6 Firdaus, Ushul Figih, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke 1, h.8-9.
" A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h. 13.
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al-Qur’an, Hadits, dan ijmd’. kaidah tersebut merupakan generalisasi dari
tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab, yang mana
kaidah-kaidah dasar merupakan acuan dalam beristinbath.

Imam al-Qarafi (w. 648 H) salah seorang ulama bermazhab Maliki,
sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam
mengatakan bahwa syari’at Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW
ini telah ditambah Allah SWT dengan kemuliaan dan ketinggian yang
diliputi oleh ushdl dan furi’, adapun ushil-nya terbagi kedalam dua bagian
yaitu usul fikih dan kaidah kulliyah fighiyyah. Dari setiap kaidah yang
bersifat kulli tersebut melahirkan beberapa cabang.® Sejalan dengan hal itu,
ulama kontemporer Musthafa Ahmad Zarga’ (w. 1999 M) menegaskan
bahwa kaidah fikih mempunyai arti penting dan manfaat besar terhadap
fikih. Dengan mengetahui dan menguasai kaidah fikih dapat menambah
kemampuan ahli fikih dan memperjelas metode-metode melahirkan fatwa.
Orang yang berpegang kepada furu’ fikih tanpa memperhatikan kaidah fikih
akan menemukan banyak pertentangan dalam masalah furi’ fikih. Hal
inilah yang menuntutnya harus menguasai rincian persoalan fikih yang
banyak tersebut.®

Seseorang yang mempelajari kaidah fikih akan melahirkan
kemampuan yang kuat dalam memahami fikih. Kaidah fikih sangatlah
penting karena merupakan salah satu jalan untuk menguasai magéashid
syari’ah, dan juga kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah
dan belum terjadi, oleh karena itu kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah
satu sarana dalam menyelesaikan persoalan yang mana belum ada ketentuan
dan kepastian hukumnya. Hasbi al-Shiddieqy menyatakan sebagaimana

yang dikutip oleh A. H Djazuli bahwa nilai seorang faqih (ahli hukum

8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawd’id al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h.
38.

® Musthafa Ahmad Zarqa’, al-Madkhal al-Figh al-‘4m, (BeirGt: Dar al-Fikr, 1968), Jilid 2, h.
950.
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Islam) diukur dengan dalam dan dangkalnya penguasaannya tentang kaidah
fikih, karena di dalam kaidah-kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-
hikmah fikih. Rahasia-rahasia fikih maksudnya adalah mengetahui rdh al-
hukm yang tersimpul dalam kaidah-kaidah fikih.*

Dalam memposisikan kaidah fikih sebagai dasar istinbath hukum
terdapat beberapa pendapat ulama tentang masalah tersebut. Bahwasanya
para ahli fikih sepakat menjadikan kaidah fikih sebagai dalil atau rujukan
pelengkap dalam mengistinbathkan hukum, yaitu kaidah fikih yang berasal
dan disandarkan langsung pada dalil-dalil al-Qur’an dan Sunnah (nash).
Adapun ahli fikih berbeda pendapat tentang kaidah fikih yang berlandaskan
dari hasil pengkajian masalah-masalah fikih yang bermiripan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ‘Abdul ‘Aziz Muhammad
‘Azzam dalam bukunya al-Qawd 'id al-Fighiyyah:!!

) Wit Lehool O 13) dgadl) delydll OF e Osian slgaall Of ela Y
Li-lgte S bluzu) o8& Les Mo i BB gl S0
s e g aslaall agaall L o) aa] dees slgaal) gl gl aslsd))

8 Yl v§> 3 slgidl) Cpy Nuasly
“Tidak diragukan bahwasanya ahli fikih sepakat bahwa kaidah fikih yang
berasal dan disandarkan langsung kepada dalil-dalil al-Qur’an dan Sunnah
(nash), dapat dianggap sebagai dalil syara’ dalam mengistinbathkan hukum.
- Adapun kaidah fikih yang berlandaskan dari hasil pengkajian masalah-

masalah fikih yang bermiripan, hal inilah yang menjadi perhatian dan ahli
fikih berbeda tentang hukum berhujjah dengannya”.

Meskipun kaidah fikih itu penting dalam khazanah keilmuan Islam

khususnya dalam hal penetapan hukum, akan tetapi ada ulama yang tidak

10 H. A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), cet. Ke-5, h. 26.
1< Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawad’id al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h.
69. Abdul Aziz Muhammad Azzadm guru besar kaidah fikih Universitas Al-Azhar Kairo
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menggunakan kaidah fikih dalm menetapkan hukum. imam Haramain al-

Juwaint (w. 478) dalam kitabnya al-Ghiyatst beliau mengatakan:*2
Bl A a5 sl kgl Belyg aLY) GASlE (53] Rl
g JVaeo Y sl cody— L Olall (3 s (o1 S

“Tujuan saya mengemukakan dua kaidah ini (kaidah ibahah dan bara’ah al-
zimmah) adalah sebagai isyarat dalam rangka mengindentifikasi metode
yang saya pakai terdahulu - bukan untuk beristidlal (berdalil) dengan
keduanya”.

Dari pernyatan di atas, hal ini merupakan isyarat dari Imam
Haramain al-Juwaini (w. 478) untuk tidak menggunakan kaidah fikih dalam
mengistinbathkan hukum.

Begitu juga dengan Ahmad Bin Muhammad al-Hamawi (w. 1098),
atau yang dikenal dengan al-Hamawi salah seorang ulama bermazhab
Hanafi, sebagaimana yang dikutip oleh ‘Ali Ahmad al-Nadawi dengan

ungkapan yang lebih tegas beliau menyatakan bahwa:*?
el LAl e BY Lol delsal) aamss s sl 5ot Y o

“Penetapan fatwa tidak boleh didasarkan kepada kaidah fikih karena ia
tidak bersifat kulli (umum), tetapi bersifat aghlabiyyah (kebanyakan)”.

Sepanjang lintasan sejarah dalam Kitab-kitab fikih dan usul fikih
dalam penetapan hukum Islam sumbernya adalah al-Qur’an dan Sunnah
yang keduanya disebut dengan mashdar, selain al-Qur’an dan Sunnah juga
terdapat dalil hukum yang lainnya yaitu jma’, Qiyas, Istihsdn, Mashlahah
Mursalah, ‘Urf, Syar’'u man Qabland, Qawl al-Shahabi, Istishdb dan Sad
al-Dzari’ah. Ulama-ulama terdahulupun dalam kitab-kitab fikih dan usul

fikih tidak ada menyebutkan kaidah fikih sebagai salah satu dalil atau

12 |mam al-Haramain Abf al-Ma’ali ‘Abdul Malik Ibn Abi Muhammad al-Juwaini, al-Ghiyatsi
Ghiyéts al-Umam f1 al-Tiyatsi al-Zhulam,(BeirQt: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 1400 H), h. 499..

13< Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawd’id al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994) .cet.
Ke-3, h. 329.
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landasan dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi pada masa sekarang
kenyataannya secara tidak langsung kaidah fikih sudah dijadikan sebagai
landasan dan penguat dalam menetapkan hukum, seperti halnya Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa-fatwanya selain berdasarkan dari al-
Qur’an dan Hadits juga dikuatkan dengan kaidah-kaidah fikih.

Beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memakai
kaidah fikih sebagai landasan fatwa tersebut diantaranya ialah, berdasarkan
surat keputusan fatwa komisi fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Nomor
1 tahun 2003 tentang “Hak Cipta”, dalam hukum Islam Hak Cipta
dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang mendapat perlindungan
hukum. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama
pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.'* Juga
berdasarkan keputusan fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama
Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang “Kloning”. Kloning terhadap
manusia dapat menimbulkan mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit,
maka kloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun hukumnya

adalah haram.*®

4Departemen Agama, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Bagian Proyek
Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelanggara Haji, 2003), h. 314-317.
Pengharaman hal ini karena berdasarkan firman Allah surat al-Bagarah ayat 188, al-Bagarah ayat
279 dan surat al-Nisa’ ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan
merugikan harta maupun orang lain. Juga beberapa hadits Nabi yang berkenaan dengan larangan
memakan harta orang lain secara batil dan larangan berbuat zalim, serta dikuatkan dengan kaidah
fikih yang berbunyi > s s41 .« Jsz L 4s(Segala sesuatu yang lahir at au timbul dari sesuatu yang
haram adalah haram)

lbid., h. 345-349. Kloning adalah suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara
nucleus transfer dari sel janin yang sudah beerdiferensiasi dari sel dewasa atau memindahkan inti
sel tubuh kedalam indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel tubuh. Dampak negatif
kloning terhadap manusia diantaranya, hilangnya nasab anak hasil cloning, institusi perkawinan
tidak diperlukan lagi, lembaga keluarga yang dibangun melalui perkawinan menjadi hancur,
hilangnya magashid syari’ah. Dan keharaman kloning selain karena memperhatikan dampak negatif
juga berdasarkan firman Allah surat al-Jatsiyah ayat 13, al-Isrd’ ayat 70, al-Ra’du ayat 16, al-
Mu’miniin ayat 12-14. serta dikuatkan dengan kaidah fikih yang berbunyi <l e 23 auldddl ¢
ladi(Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan)
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Dari contoh di atas, berarti kaidah fikih bisa dijadikan dalil dalam
menetapkan hukum, lalu apa dan bagaimana sebenarnya hakikat dari kaidah
fikih tersebut, apakah bisa kaidah fikih dijadikan dalil dalam penetapan
hukum syara’, sementara kaidah fikih merupakan lafaz-lafaz yang
dirumuskan oleh ulama terdahulu yang berbentuk kaidah-kaidah.

Sejalan dengan hal itu, dalam sistem hukum nasional salah satu
hukum positif Islam adalah sebagaimana yang telah dirumuskan secara
sistematis dalam Kompilasi Hukum Nasional (KHI) yang merupakan
hukum substansial (materil) yang menjadi rujukan dalam proses
pengambilan keputusan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini disahkan pada tanggal 10 Juni
1991, Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam(KHI) Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan
Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara
formal dan dejure Kompilasi Hukum Islam (KHI) “diberlakukan” sebagai
hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.®
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu pedoman hukum
Indonesia yang merupakan adopsi dari hukum Islam. Proses pemilihan
pendapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut berasal dari
pendapat fikih lintas mazhab.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku, buku I tentang
hukum perkawinan, buku Il tentang hukum kewarisan, buku IIl tentang
hukum perwakafan. Setelah penulis lihat dan telusuri beberapa pasal dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), ternyata terdapat beberapa pasal yang mana
pasal tersebut diduga kuat sesuai dengan kaidah fikih seperti yang telah

dirumuskan oleh ulama terdahulu.

16 Ahm Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001),h.
95.
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Dalam buku 1 tentang hukum perkawinan pasal 34 ayat 2 berbunyi,
“kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan
mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan.” Pasal ini

bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:
Sl bty s Y C&J\

“Akad nikah tidak rusak karena rusaknya mahar”.!’

Lalu pasal 17 ayat 3 yang berbunyi, “bagi calon mempelai yang
menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan
tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”. Pasal ini juga bersesuaian

dengan kaidah fikih yang berbunyi:
sl o Bl 13

“Apabila suatu perkara menyempit maka perkara tersebut bisa meluas”.!8

Kemudian dalam buku Il tentang hukum kewarisan pasal 171 poin
(e) yang berbunyi, “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian
dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan
pemberian untuk kerabat”. Pasal ini bersesuaian dan hampir sama

maksudnya dengan kaidah fikih yang berbunyi:
el sl e V) aSs Y

“Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas hutang orang

yang meninggal”.19

Abd al-Rahméan lbn Abf Bakar lon Muhammad Jalaluddin al-SuyatT al-Syafi’i, al-Asybah wa
al-Nazhd'ir f Qawa’idi wa Furu'i fighi al-Syafi’iyvah, (Makkah: maktabah Nazar Musthafa al-Béz,
1997), Cet. 2, h. 232.

18 <Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Syarhi Qawa’id al-Fighiyyah, (Beir(t: Muassasah al-
Risalah, 2001), Cet. 1, h. 65.
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Juga dalam pasal 174 ayat 2 berbunyi, “Apabila semua ahli waris
ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau

duda.” Pasal ini bersesuaian dengan kaidah fikihyang berbunyi:%

o oY) Gt B3 Y1 O

“Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah”.

Setelah memperhatikan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI), diduga kuat pasal-pasal tersebut bersesuaian dengan kaidah-
kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu, kaidah fikih
tersebut ada yang berasal dari al-Qur’an dan Sunnah, serta ada pula yang
berasal dari penelitian induktif terhadap masalah-masalah fikih.

Berangkat dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk
membahas kajian tentang kedudukan kaidah fikih dalam ijtihad, serta
melihat bagaimana relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dalam sebuah penelitian ilmiah, Penelitian ini dirumuskan dalam sebuah
tesis dengan judul “Kedudukan Kaidah Fikih dalam Ijtihad dan
Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam

studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

a. Apa hakikat dari kaidah fikih?

b. Bagaimana kedudukan kaidah fikih dalam ijtihad menurut para ulama?

c. Bagaimana relevansi kaidah fikih dengan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pada Buku 1 khusus Tentang Perkawinan?

C. Batasan Masalah

Pembahasan yang berhubungan dengan kaidah fikih dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) adalah cukup banyak dan luas. Supaya penelitian ini

Y Abu Zahrah, Ahkam al-Tirkah wa al- Mawarits, (tt: Dar al-Fikr al-Arabi, 1963), h. 214.
20 1pid., h. 214
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lebih terarah, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan
kepada melihat kedudukan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap atau dalil
mandiri serta relevansi kaidah fikih dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
khususnya pada buku | tentang Hukum Perkawinan. Karena Kompilasi
Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku, buku I tentang hukum
perkawinan, buku Il tentang hukum kewarisan, buku Ill tentang hukum
perwakafan.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui hakikat dari kaidah fikih

b. Untuk mengetahui pandangan para ulama tentang kedudukan kaidah
fikih dalam ijtihad

c. Untuk menganalisis relevansi kaidah fikih dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) buku 1 tentang Hukum Perkawinan.

2. Kegunaan
Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi masyarakat terutama umat Islam, penelitian ini dapat digunakan
untuk memahami hakikat dari kaidah fikih, diharapkan sikap keragu-
raguan yang sering dialami olenh masyarakat awam terhadap hukum
dapat diminimalisir.

b. Dapat berguna bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan
hukum Islam khusus tentang perkawinan di Indonesia, untuk dapat
menformulasikan hukum yang sejalan dengan kaidah fikih.

c. Ikut berkontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran dan kajian hukum
Islam, khususnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol

Padang
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E. Definisi Operasional
Studi ini berjudul “Kedudukan Kaidah fikih dalam Ijtihad, dan
relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, untuk
mengoperasionalkannya, maka Kkata-kata kunci dalam judul ini
didefinisikan sebagai berikut:
1. Kaidah Fikih
Kata kaidah berasal dari kata gd’idah bentuk jama’'nya adalah
gawd’id yang berarti aturan-aturan atau patokan, dalam tinjauan
terminologi kaidah mempunyai beberapa arti, Ahmad al-Syafi’i dalam
bukunya Ushdl al-Figih Islami menyatakan bahwa kaidah adalah
“Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-
satuan”.?!
Sedangkan arti fikih yang disebut dengan fighiyyah diambil dari
kata al-figh yang diberi tambahan ya’ nisbah berfungsi sebagai
penjenisan yang berarti ilmu. Secara terminologi menurut al-Jurjani al-
Hanafi seperti yang dikutip oleh Hasbi as-Shidqi ialah “ilmu yang
menerangkan hukum-hukum syara’ bersifat amaliyah yang diambil dari
dalil-dalilnya yang terperinci dan diistinbathkan melalui ijtihad yang
99 22

memerlukan analisa dan perenungan”.

Adapun pengertian kaidah fikih adalah,?
w@&fr@msﬂfugf@ewmgsﬂ\ 6&‘,65}“6&

“Ketentuan umum yang dapat diaplikasikan pada seluruh persoalan juz i
(bagiannya), dimana hukum-hukum juz’i (bagian) tersebut dapat
dipahami dari ketentuan umum tersebut ™.

ZLAhmad Muhammad Al-Syafi’i, Ushdl figh Islami (Iskandariyah: Muassasah tsgafah al
jami’iyah, 1983) h. 4.

22Hashbi as-Shidqi, Pengantar Hukum Islam( Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h. 75

23 Tajudin ‘Abdul Wahhéb Ibn ‘Ali Ibn ‘Abd al-Kafi al-Subki al-Syafi’i, al-Asybah wa al-
Nazhair, (Beirdt: Dér al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), h. 11.



13

Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah suatu ketentuan
umum Yyang bersesuaian dengan bagian-bagiannya, karena dengan
ketentuan umum tersebut yang dapat diketahui hukum darinya.

2. Relevansi

Dalam Kamus Bahasa Indoesia (KBI) Kata relevansi berasal dari
kata relevan yang berarti hubungan, kaitan.?* Relevansi berarti sesuatu
yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan, relevansi
merupakan pengembangan dari kata relevan, yang berarti kait-mengait,
bersangkut paut, dalam dunia akademis relevansi bisa diartikan dengan
kesesuaian topik.

3. Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang Hukum Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam
yang ditulis pasal demi pasal. Jumlah pasal yang terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam adalah 229 pasal. Kompilasi Hukum Islam
terdiri atas tiga kategori materi hukum, yaitu: Hukum Perkawinan (170
pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan
Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup
yang berlaku untuk ketiga bidang hukum tersebut. Ketiga materi hukum
tersebut dirinci kedalam tiga buku. Kompilasi Hukum Islam disusun
melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh
perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Penjelasan istilah operasional di atas menggambarkan bahwa maksud
penelitian ini adalah kajian terhadap kedudukan kaidah fikih dalam ijtihad,
kemudian analisis relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
buku 1 dalam masalah perkawinan.

F. Metode Penelitian
Metode dalam artian langkah teknis prosedural dalam penelitian ini
dapat dirinci sebagai berikut :

24Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1190
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1. Jenis Penelitian

Kategori penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh
karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library
research). Dalam hal ini, penelitian berpijak pada data kepustakaan
dalam menarik kesimpulan.

2. Sumber data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan
pendekatan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, jenis data dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder ini dapat penulis
kelompokkan ke dalam tiga sumber, yaitu sumber primer, sumber
sekunder, dan sumber tersier. Adapun sumber primer yang dimaksud
adalah kitab-kitab pokok dan diakui sebagai rujukan utama dalam
berbagai mazhab yaitu kitab-kitab kaidah fikih, usul fikih dan fikih,
diantaranya: (Mazhab Hanafi) seperti kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir
karya Ibnu Nujaim, Ghamzu ‘uyiin al-Bashéir syarah kitab al-Asybah
wa al-Nazha ir karangan al-Hamawi, Ta ’sis al-Nazhar karya Abu Zaid
al-Dabb0si serta kitab Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam
karya ‘Ali Haidar. (Mazhab Syafi’1) Qawad 'id al-Ahkam fi Mashalihi al-
Anam karya Al-‘Izzudin Ibn Abdissalam, kitab al-Asybah wa al-
Nazhd ir karya al-Subki, Kitab al-Asybah wa al-Nazha 'ir karya Ibnu al-
Mulaggan, kitab al-Asybah wa al-Nazhd 'ir karangan Jalaluddin Al-
Suydthi, kitab al-Ghiyatsi Ghiyats al-Umam fi al-Tiyatsi al-Zhulam
karangan Imam Haramain Al-Juwaini. (Mazhab Maliki) kitab al-Fur(q
karya Imam Al-Qaréfi, kitab al-Qawd id karya Al-Magari. Juga kitab-
kitab kaidah fikih kontemporer lain dari berbagai mazhab, serta buku
Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang Hukum Perkawinan. Sumber
sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku lain yang berkaitan
dengan penelitian ini khususnya yang berhubungan dengan dan kaidah-
kaidah fiqih, seperti kitab al-Qawa id al-Fighiyah karya lIbnu Rajab Al-
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Hanbali, kitab al-Qawa 'id al-Fighiyyah karangan al-Nadawi, al-Wajiz fi
Idhdhi Qawd’id al-fighi al-Kulliyah karangan Muhammad Sidgi ibn
Ahmad ibn Muhammad al-Burn(, ,Al-wajiz fi syarhi al-Qawa’id al-
Fighiyah fi al-Syari’ah karangan Abdul Karim Zaidan. Adapun sumber
pelengkap dari penelitian ini adalah kamus bahasa, kamus istilah dan
ensiklopedi yang berhubungan dengan penelitian.
Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu teks, maka teknik pengumpulan data adalah penelitian
kepustakaan (library research) yaitu melacak dan mengumpukan
sumber data lalu sumber tersebut (teks) yang akan diteliti dibaca dengan
dua tingkat , yakni tahapan membaca tingkat simbolik dan membaca
tingkat semantic. Membaca tingkat simbolik bertujuan untuk
menangkap garis besar dari isi buku dan menemukan bab atau sub bab
yang relevan dengan penelitian. Membaca tingkat semantic bertujuan
untuk mengumpulkan data lebih rinci agar esensinya bisa ditangkap.?®
Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan.
Dalam Penelitian ini, analisis data menggunakan metode content
analisys dengan tahapan sebagai berikut: pelacakan sumber data,
redaksi data (perangkuman dan pemfokusan data), klasifikasi data
dalam kategori-kategori, dan display data yang telah terkategorisasi.
Analisis data dilakukan pada setiap tahapannya agar mendapatkan hasil
yang lebih rinci. Data disajikan secara deskriptif, penyimpulan data

dilakukan dengan langkah interpretasi dan aplikasi teori.

BKaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: Paradigma, 2012),

h.173-175.
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G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang pengetahuan penulis topik penelitian yang sama dengan
topik yang penulis teliti, belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, namun
sejauh pembacaan dan penelusuran penulis setidaknya terdapat beberapa
penelitian yang relevan diantaranya,

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ridas Perada untuk penulisan
skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 yang berjudul
“PERAN  KAIDAH FIQHIYYAH TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM PENETAPAN SATU (1) RAMADHAN DAN
SATU (1) SYAWAL DI INDONESIA”. Penelitian ini mengungkapkan
bahwa kaidah fighiyyah dalam disiplin ilmu sangat diperlukan dan terhadap
kebijakan pemerintah kaidah fighiyyah juga sangat diperlukan sebagai
bahan untuk mengistinbathkan guna menetralisir segala perbedaan
pendapat, khususnya dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di
Indonesia, agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara bersama dan
menghilangkan perbedaan pendapat sehingga dapat menciptakan suatu
ukhuwah yang lebih kokoh lagi dalam beramaliyah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nanik Khanifah untuk
penulisan skripsi di UIN Malang tahun 2008 yang berjudul “KAIDAH
FIQHIYYAH MENGENAI HUKUM ASAL SESUATU MENURUT
IMAM SYAFI'lT DAN IMAM ABU HANIFAH (STUDI
KOMPARATIF)”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya perbedaan
dasar hukum dalam pengambilan kaidah yang mengakibatkan adanya
perbedaan dalam perumusan kaidah serta hukum yang diberikan.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Dr. Firdaus, M.Ag yang berjudul
“KEDUDUKAN AL-QAWA’ID FIQHIYYAH DALAM PENETAPAN
HUKUM?” artikel ini terbit tahun 2009. Dalam artikel tersebut dijelaskan
bahwa gawaid fighiyah yang didasarkan dan disandarkan pada dalil dari al-

Qur’an dan Sunnah ia dapat dijadikan sebagai dalil menetapkan hukum.



17

Selanjutnya sebuah kitab kaidah fikih yang berjudul “AL-QAWA’ID
AL-FIQHIYYAH” karya ‘Ali Ahmad al-Nadawi. Kitab ini adalah tesis
‘Ali Ahmad al-Nadawi ketika beliau menyelesaikan kuliah Magister di
Universitas Ummul Qurd Makkah al-Mukarramah. Dalam kitab tersebut
‘Ali Ahmad al-Nadawi menjelaskan tentang perbedaan kaidah fikih dan
usul fikih dengan berbagai macam ilmu fikih lainnya. Dari segi hubungan
dan sumber tasyri” Ali Ahmad al-Nadawi membagi kaidah fikih menjadi
dua macam yaitu kaidah fikih yang semulanya merupakan hadits-hadits
Nabi dan kaidah-kaidah fikih yang dibentuk dari petunjuk-petunjuk nash
tasyri’ umum yang mengandung ‘i//at.?® Jika dilihat dari segi urgensi dan
cakupannya ‘Ali Ahmad al-Nadawi membagi kepada empat macam yaitu.
Pertama, kaidah fikih yang sangat luas cakupannya, kaidah fikih yang
masuk kedalam kategori ini adalah lima kaidah pokok. Kedua, kaidah fikih
yang disepakati mazhab-mazhab fikih tetapi cakupannya tidak seluas yang
pertama. Ketiga, kaidah fikih yang disepakati oleh satu mazhab tertentu
saja. Keempat, kaidah fikih yang tidak disepakati sekalipun dalam mazhab
yang sama.’’ Akan tetapi ‘Ali Ahmad al-Nadawi belum menjelaskan
tentang kehujjahan kaidah fikih , karena ia hanya memberi sedikit contoh
saja untuk persoalan ini.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag
untuk penulisan disertasi di sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta tahun 2008 dengan judul “QAWA’ID FIQHIYYAH DA
PENGARUHNYA TERHADAP PERBEDAAN PEDAPAT FUQAHA’”,
hasil penelitian dalam disertasi ini mengungkapkan asumsi bahwa kaidah
fikih yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapat para ahli fikih
ternyata kurang tepat, karena pada dasarnya yang dijadikan pijakan para

ahli fikih dalam menetapkan sebuah hukum adalah al-Qur’an dan Sunnah

26 Al Ahmad al-Nadawf, op.cit., h. 275.
?7|bid., h.351-352.
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dan metode-metode ijtihad yang ada dalam ilmu usul fikih. Tidak logis
apabila kaidah fikih dijadikan sebagai penyebab perbedaan pendapat
dikalangan ahli fikih.

Berbeda dengan peneliti sebelumnya, penelitian yang penulis teliti
ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam apa hakikat dari kaidah fikih dan
kedudukan kaidah fikih tersebut dalam ijtihad, dengan menjelaskan juga
tentang perbedaan pendapat-pendapat ulama tentang kaidah fikih, lalu
mengkaji relevansi kaidah-kaidah fikih tersebut dengan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) buku 1 tentang Hukum Perkawinan. Sejauh yang diamati,

penulis belum menemukan pembahasan ini secara khusus.

. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari beberapa sub
bab, yaitu berisikan tentang Latar Belakang Masalah, RumusanMasalah,
Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional,
Metode Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan dan Sistematika
Penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan umum tentang kaidah fikih, dalam bab ini
terdiri dari beberapa sub bab, berisikan tentang Pengertian kaidah fikih,
Sejarah Perkembangan Kaidah fikih, Perbedaan Kaidah fikih dengan ilmu
yang lain yaitu, Perbedaan Kaidah Fikih dengan Kaidah Ushuliyah,
Dhawabith Fighiyyah,dan Furdqg Fighiyyah, Pembagian Kaidah fikih yaitu,
ditinjau dari Redaksi Kaidah Fikih dan Aspek Ruang Lingkupnya, Urgensi
Kaidah Fikih dalam Kajian Ilmu Syari’ah.

Bab Ketiga, Hakikat dan Kedudukan ljtihad dalam hukum Islam,
dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, berisikan tentang Pengertian
ljtihad, Rukun dan Syarat-syarat ljtihad, Pembagian ljtihad, Lapangan
ljtihad dan Tingkatan Mujtahid, Kedudukan dan Bentuk Ijtihad, Hubungan
ljtihad dengan Kaidah Fikih.
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Bab Keempat, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam,dalam
bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan tentang Pengertian
Kompilasi Hukum Islam, Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum
Islam, Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Kedudukan dan Isi
Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam sebagai Konsensus
Ulama Indonesia.

Bab Kelima, Analisis Perumusan Kaidah Fikih dan Relevansinya
dengan Kompilasi Hukum Islam, Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub
bab yang berisikan, Hakikat Kaidah Fikih, Kedudukan Kaidah Fikih dalam
ljtihad dan Analisis Relevansi Kaidah fikih dengan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dalam Masalah Perkawinan.

Bab Keenam, Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH FIKIH

A. Pengertian Kaidah Fikih

Kaidah fikih merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu kaidah
dan fikih (al-gawd’id dan al-fighiyyah), masing-masingnya mempunyai
pengertian tersendiri. Kata gawa ’id merupakan bentuk jamak dari dari kata
qa’idah (kaidah). Secara etimologi (bahasa) berarti dasar, asas atau pondasi
sesuatu.! Baik dalam bentuk inderawi maupun maknawi, kata gd’idah
dalam bentuk inderawi dapat dilihat dalam ungkapan yaitu, “gawad’id al-
bait” yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara dalam bentuk
maknawi terdapat dalam ungkapan “gawa’id al-din " yang berarti dasar atau
pondasi agama.? Qawa ’id dalam bentuk inderawi seperti dalam ungkapan
gawad’id al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah.® Qawd’id dalam

makna ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat al-Bagarah ayat 127

berikut:
(FIRR[SEPESTENE ¥ 2 RARNENING) Y2y 0=t 2X 16 ONOSd
F I & DNONJNESR JH ONROSR

R 02> OROCxcNOeO 0.6 MO PE M @ Fe
= #6100, & 220 30X o JC€E =R 46
CA0NO00WwWe I &é 0L A& RO

&K I OHOREAD S wea S

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika lbrahim meninggikan (membina) dasar-
dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami
terimalah dari pada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah
yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S.al-Bagarah:
127)

!Attabik Ali, Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,( Yogyakarta: Multi Karya
Grafika, 1998), h. 1423

2 “Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawad’id a;-fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994) . cet. Ke-
3,h. 39

3 ‘Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa’id al-Fighiyyah, (Cairo: Dar al-Hadits, 2005), h.
11. ‘Abdul Aziz Muhammad Azzadm guru besar Kaidah Fikih Universitas Al-Azhar Kairo.
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Juga terdapat dalam firman Allah surat al-Nahl ayat 26 berikut :
JIRSRN 0N A A Lo S dOXIZTOE $O@L

+ LS Of Xm X SRR HAE L
AP QHY HER OGO €<

REZ & FONHERN 1OAIQ+0 Y QYR QOO DM w@a
SRR, A A= T & Q00w I
SIS @K XIOAD M Ww@e F OB Yo 1@ @0
&N, ¢QORBRD 40O ¢¢ €HHORO

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah
mengadakan makar, Maka Allah menghancurkan rumah-rumah
mereka dari ponda: 21 atap (rumah itu) jatuh menimpa
mereka dari atas, uan uawangiah azab itu kepada mereka dari

tempat yang tidak mereka sadari”. (Q.S. al-Nahl: 26)

Pada ayat di atas, kata al-gdwa’id diartikan dengan dasar. Ayat
tersebut menegaskan bahwa nabi Ibrahim dan Ismail yang diberikan
amanah oleh Allah SWT untuk membangun pondasi baitullah. Ayat
setelahnya juga menjelaskan Allah menghancurkan rumah-rumah mereka
dari pondasinya. Jadi jelaslah bahwa kata gawa 'id pada kedua ayat di atas
bermakna tempat berdirinya suatu bangunan, yaitu pondasi pada bangunan
tersebut.

Secara terminologi (istilah), ulama usul fikih dan ulama nahwu

mendefinisikan gd idah sebagai berikut :*
Jﬂ@ﬁ@ﬁ&%&féswbﬁyy\wg&j
cogmsll LT AN e s 13 Y1 10 U8 e Lan eSS
S g A Jj:uzl\j C}QJA J.OLQ.S\ ol Jﬁ J""”")
“Menurut ulama usul dan nahwu ga’idah yaitu ketentuan umum dimana
banyak persoalan juz’l (bagian) yang dapat diaplikasikan padanya, dan

hukum-hukum bagian tersebut dapat diketahui hukum darinya. Seperti
perkataan ulama usul: Amar ( suatu perintah) apabila tidak ada garinah

*Ibid., h. 11.
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berarti wajib, dan perkataan ulama nahwu: fa’il itu marfi’ dan maf’Gl bih
itu manshib”.

Lalu Al-Kafawi (w. 1094 H), salah seorang ulama bermazhab Hanafi beliau
mendefinisikan gd 'idah sebagai berikut:®
L@..Cfpy QL;J:- (&T LSLC S}Ub L&LWl Ca e &M

“Ketentuan umum yang mencakup hukum-hukum juz’i (bagian) yang
termasuk dalam ruang lingkupnya”.

Menurut beliau kaidah merupakan perkara umum, yang mana dari
perkara umum tersebut mencakup perkara-perkara bagian yang berada di
bawah cakupannya.

Selanjutnya kata fighiyyah diambil dari kata figh, lalu ditambah ya
nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan dan pembangsaan. Secara
etimologi (bahasa) kata al-fighu berarti al-i/mu dan al-fahmu yaitu
mengetahui dan paham. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, secara
etimologi figh mempunyai dua pengertian. Pertama yaitu: °
s LaY) vgb ol LS il sLa 1 gb o sl 0edll 5a aidl
“Fiqih yaitu paham secara mutlak, baik yang dipahaminya itu paham secara
mendalam atau tidak”.

la berpegang kepada firman Allah SWT surat Al-Nisa’ ayat 78:

B -0 €u0ATr e s -AOO%Y OO
0 e @0 OFI0REON W S KEwEZEOLOROG
—O0F0=044 0% FORO €= @R vAAVC A
<O06C#ORO ABEV AZROD 4 HROSO
NOCGEK ¢TINY OZREOORL BX-0AwWA>D 40
ILERIZROD = HNOSO B  *Fade
B-071w0>040 KOROE % 0R R

5 Ayylb Ibn Mlsa Al-Husaini Al-Kafawi Al-Hanafi, al-Kulliyat, (Damaskus: Mansydrat
Wizérat al-Tsagafah wa al-Irsyad al-Qaumi, 1973), Jilid 5, h. 48. Beliau pernah menjadi Qadhi di
Palestina.

6¢Abdul Aziz Muhammad Azzam, loc.cit., h. 14.
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Tn DL PN OCOR N OFEEOORN
Yo DO B kLo F NOCYUR $ITOHE mmA@)

°e ke 24N TIG)INRICARR QA% eSO
& CTRON.OOE ¢80V QuTEO ¢OCDLESB
I

Artinya: “Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu,
Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika
mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah
dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka
mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)".
Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa
orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikitpun ”(Q.S. Al-Nisa’: 78)

Begitu juga perkataan umat Nabi Syu’aib dalam surat Had ayat 91 :

€00 HID o 68 DHUOED S ¢ Te0 BS-OMoa L
AV P .. RIOS> Do OO HE 3 C OB, T X<
Artinya: “Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti

tentang apa yang kamu katakan itu...”. (Q.S. H0d: 91)

Kedua ayat diatas menerangkan bahwa umat Nabi Syu’aib mereka
tidak memahami suatu perkataanpun walaupun sudah dijelaskan oleh Nabi
Syu’aib. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata figh dalam ayat ini berarti
paham secara mutlak saja.

Pengertian kedua yaitu :

L3ss ool OF cogls 1 L5aST. 331 ¢ ) ogb ga add)
“Fiqih yaitu paham secara mendalam, seperti: saya paham bahwa langit ada
di atas kita”.

Dari dua pengertian ini menurut Abdul Aziz Muhammad Azzém
pengertian yang tepat dan kuat (rdjih) untuk fikih secara bahasa adalah
pengertian yang pertama.

Secara terminologi (istilah) ulama berbeda dalam mendefinisikan
fikih, tapi perbedaan tersebut hanya pada redaksi saja, intinya tetap sama.

Diantaranya menurut ‘Ali Haidar (w. 1321 H), salah seorang ulama
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bermazhab Maliki pensyarah kitab Majallah al-Ahkém al- ‘Adliyyah, fikih
berarti :’
i) Ll e Ul lenll )l Ll (el

“Ilmu tentang masalah-masalah syara’ yang bersifat ‘amali (praktis) yang
diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Lalu menurut ‘Abdul Wahab Khalaf (w. 1956 M), beliau mendefinisikan
fikih :8
isgast 3 o = kel Lol o el aleall a5s,20) AL (o)
sl Ll o oS lan) a2l S
“Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amali (praktis) yang
diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci, atau kumpulan-kumpulan dari

hukum-hukum syara’yang bersifat ‘amali (praktis) yang diperoleh dari
dalil-dalilnya yang terperinci”.

Selanjutnya menurut Jamaluddin al-Isnawi (w. 772 H), fikih berarti :°

i) Lol o et alaall e ) S (Ll
“Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amali (praktis) yang di
peroleh dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Pengertian yang dipaparkan oleh ‘Ali Haidar di atas dengan
memakai kata “al-masa’il” yang berarti permasalahan-permasalahan.
Sedangkan pengertian yang dipaparkan oleh ‘Abdul Wahab Khalaf dan
Jaméluddin al-Isnawi memakai kata “al-ahkédm”. Kata “al-masd’il” lebih
umum dan lebih luas cakupannya dari pada “al-ahkdm”, karena “al-
masa’il” tidak hanya mencakup hukumnya saja, tetapi meliputi segala

aspek yang mencakup dari permasalahan syara’ tersebut, sedangkan “al-

*Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al- ‘Adliyyah, (Riyadh: Dar ‘Alami
al-Kutub, 2003) Jilid 1, h. 18.

8< Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilmu Ushil al-Fighi, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1996), h. 13.

%Jamaluddin al-Isnawi, Nihayah al-Shil fi Syarh Minhdj ‘Ilm al-Ushdl, (Mesir: Mathba’ah
Muhammad Ali Shubah wa Auladuh, 1990), Juz 1, h. 19.
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ahkdm” hanya fokus mengetahui hukum-hukum dari masalah syara’
tersebut.

Dari beberapa defenisi fikih menurut para ulama diatas dapat
disimpulkan bahwa fikih terbatas hanya pada hukum-hukum syara’ yang
bersifat ‘amali (praktis) dari permasalahan-permasalahan ibadah dan
muamalah, adapun permasalahan ‘aqidah dan akhlak tidak termasuk
kedalam hukum fikih. Dan hukum-hukum tersebut diambil dari hasil analisa
dan ijtihad terhadap dalil-dalil syara’.

Defenisi di atas adalah pengertian kaidah secara umum, karena
mencakup semua istilah kaidah dalam ilmu-ilmu yang lain, karena setiap
cabang ilmu memiliki kaidah, seperti halnya kaidah-kaidah usul fikih dan
kaidah-kaidah ilmu nahwu. Misalnya menurut ilmu nahwu (tata bahasa),
“fa’il (subjek) selalu marfii’ dan mudhaf ilaih selalu majrir”. Begitu juga
menurut ilmu usul fikih, “amar (perintah) menunjukkan wajib dan nahyu
(larangan) menunjukkan haram”.

Adapun definisi kaidah fikih menurut para ulama diantaranya,
sebagian ulama mendefinisikan kaidah fikih sebagai berikut :

1. Menurut Tajudin al-Subki (w. 771 H), beliau mendefenisikan kaidah
fikih dengan: 1°

a0 LalSoT g 38 Ol o e 3oy (s S s

“Ketentuan umum (prinsip-prinsip umum dalam redaksi yang singkat)
yang dapat diaplikasikan pada seluruh persoalan juz’i (bagian), dimana
hukum-hukum juz’i (bagian) tersebut dapat dipahami dari ketentuan
umum tersebut”.

2. Menurut Al-Hamawi (w. 1098),seorang ulama bermazhab Hanafi
pensyarah kitab al-Asybah wa al-Nazhair karya Ibnu Nujaim

mendefenisikan kaidah fikih sebagai berikut: *

10 Tajudin ‘Abdul Wahhab Ibn ‘Ali Ibn ‘Abd al-Kafi al-Subki al-Syafi’i, al-Asybah wa al-
Nazhair, (Beirlt: Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), h. 11.
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“Sesungguhnya kaidah menurut ahli fikih berbeda dengan kaidah
menurut ahli nahwu (tata bahasa), dan ahli usul (fikih). Menurut para
ahli fikih kaidah adalah ketentuan yang bersifat kebanyakan bukan
ketentuan yang bersifat umum yang mana dapat diaplikasikan pada
banyak bagian-bagiannya tersebut dan dapat diketahui hukum-
hukumnya”.

Selain definisi diatas, terdapat beberapa definisi lain yang
dikemukakan oleh pakar ilmu kaidah fikih kontemporer, diantaranya adalah
sebagai berikut:

1. Menurut Musthafd Ahmad Zarqa’(w. 1999 M), beliau mendefinisikan
kaidah fikih:?

dale dmy 25 Lol o2 gt Bimen pswal (3 &S A g2 Jyol
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“Dasar-dasar fikih yang bersifat kulli (umum) yang terdapat pada teks-
teks yang singkat yang mengandung hukum/undangn-undang syara’
secara umum pada peristiwa-peristiwa yang masuk kedalam ruang
lingkupnya”.

2. ‘Abdul ‘Aziz Muhammad ‘Azzam, mendefinisikan kaidah fikih : =

caslsdll G5 e L@J&}Trwj 58 S Lef ik BdSTLLas
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“Ketentuan umum yang meliputi bagian-bagiannya (banyak) yang ada
dibawahnya, untuk dikehui hukum-hukum bagian dari ketentuan

1Ahmad Ibn Muhammad Al-Hanafi Al-Hamawi, Ghamzu al- ‘Uyiin al-Bashair Syarah al-
Asybah wa al-Nazhair, (Beir(t: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1985), Jilid 1, h. 22.

12 Musthafa Ahmad Zarqa’, al-Madkhal al-Fighiyu al- ‘4m, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998),
Jilid 2, h. 965.

BAbdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawd 'id al-Fighiyyah, op.cit., h. 12
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umum tersebut, dan ia dapat diaplikasikan kepada sebagian besar pada
mayoritas bagian-bagianya”.

3. ‘Imad ‘Ali Jum’ah, beliau mendefinisikan:**
5,8l dgadll LS r.i:— VIV S LQ.LJ (,_<>-

“Hukum mayoritas (aghlabi) yang dapat diketahui dari padanya
hukum-hukum bagian (juz’iyyat) fikih secara langsung”.

4. Selanjutnya ‘Ali Ahmad al-Nadawi, beliau mendefinisikan kaidah fikih

dengan dua definisi sebagai berikut, pertama: °
it o b a8 Lo O alel a8 (3 o0 WS

“Hukum syara’ tentang perkara yang bersifat kebanyakan, dan dari
padanya dapat diketahui hukum berbagai peristiwa yang masuk ke
dalam ruang lingkupnya”.

Pada defenisi yang pertama, ‘Ali Ahmad al-Nadawi mengemukakan
dua alasan, yaitu:

1. Kaidah fikih dapat menampung hukum-hukum syar’7 dari berbagai
masalah yang berbeda, semua hukum tersebut diikat dengan fikih
yang bersifat musytarak, dengan demikian definisi yang diikat
dengan syar i dapat mengeluarkan kaidah yang bukan syar’i.

2. Penyebutan aghlabiyyah mengindikasikan bahwa kaidah fikih
bersifat mayoritas, hal ini mengindikasikan kaidah fikih mempunyai
pengecualian, meskipun sifat pengecualian tersebut tidak
mengurangi ke-kulli-an dan keistimewaan kaidah fikih.

Adapun defenisi kedua, yaitu: ¢

14TImad ‘Al Jum’ah, al-Qawd’id al-Fighiyyah al-Muyassarah, (Al-Malik Fahd al-
Wathaniyyah, 2006), h. 9.

BAIT Ahmad al-Nadawi, al-Qawd ’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 44,

81pid., h. 45.
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“Dasar fikih yang kulli, mengandung hukum syara’ yang bersifat umum
dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang termasuk dibawah
ruang lingkupnya”.
Pada definisi yang kedua ini, °‘Ali Ahmad al-Nadawi
mengemukakan empat alasan, yaitu:

1. Kaidah disetiap cabang ilmu lain tidak luput dari pengecualian,
tetapi pengecualian tersebut hanya terletak pada kuantitasnya saja,
dan tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi diperhatikan juga sebagaiman
ushdl-nya (dasar-dasar), sehingga kajian dalam masalah tersebut
menjadi sempurna. Akan tetapi gawa id al- ‘aqliyyah (kaidah-kaidah
logika seperti ilmu hitung) tidak menerima pengecualian dalam
kondisi apapun.

2. Pengecualian yang ada dalam beberapa kaidah, seperti gawad 'id al-
khams (lima kaidah dasar) sangat sedikit sekali, sehingga kurang
tepat apabila dalam definisinya dimasukkan sifat mayoritas.

3. Sebagian ulama Malikiyyah mengatakan bahwa sebagian besar
kaidah bersifat aghlabiyyah (mayoritas).!” Hal ini mengindikasikan
bahwa ada beberapa kaidah yang bersifat kullt (umum).

4. Kulliyat disini adalah kulliyat relatif (kulliyat nisbiyyat) bukan
kulliyat mutlak (kulliyat syumdliyyat), karena ada pengecualian
dalam ruang lingkupnya.

Dari beberapa definisi di atas. Menurut penulis, secara garis besar
ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam mendefinisikan kaidah fikih.

7Sebagian Ulama Malikiyah menyatakan: 4ulel 4sdl se) @ jSi o) asbeall (e(Sebagaimana
diketahui bahwa sebagian besar kaidah fikih bersifat mayoritas). Al-Hamawi menyatakan bahwa
kaidah kulliyat adalah kaidah-kaidah yang tidak satupun kaidah darinya tidak masuk ke dalam
kaidah yang lain. Jadi, kaidah kulliyat disini bukan berarti bahwa tidak satupun masalah keluar
darinya. Lihat Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawd ’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 43.
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Sebagian ulama berpendapat bahwa kaidah fikih sebagai sesuatu yang
bersifat kulliyat, dengan berpijak kepada kenyataan bahwa pengecualian
yang terdapat dalam kaidah fikih relatif tidak banyak. Dalam sebuah kaidah
“sesuatu yang langka tidak mempunyai hukum”, sehingga hal tersebut tidak
mengurangi sifat kulli dari kaidah fikih. Ulama yang berpendapat bahwa
kaidah fikih bersifat aghlabiyyat (mayoritas) atau aktsariyyat (kebanyakan),
karena memang kenyataannya kaidah fikih mempunyai pengecualian,
sehingga penyebutan kulli terhadap kaidah fikih kurang tepat.

Begitu juga, ulama menyebutkan istilah yang berbeda-beda terhadap
kaidah fikih. Ada yang menyebut istilah kaidah fikih dengan hukmu
(hukum), amru (perkara), gadhiyyah (proposisi) dan ashlu (asal).

Ulama menyebut kaidah fikih dengan istilah “hukmun” karena
kaidah fikih merupakan ketentuan yang menampung hukum syara’.
Kemudian ulama menyebut dengan istilah “amrun” agar definisi yang
dikemukakannya lebih mencakup dan lebih luas. Selanjutnya bagi ulama
yang menyebut kaidah fikih dengan “gadhiyah” karena memandang bahwa
kaidah fikih merupakan ketentuan, yang dari ketentuan (gadhiyah) tersebut
akan melahirkan suatu hukum. Selanjutnya ulama yang menyebut kaidah
fikih dengan “ashlun” melihat bahwa pada dasarnya kaidah fikih itu adalah
ketentuan-ketentuan dasar tentang perbuatan mukallaf yang dapat
menampung hukum-hukum syara’, dengan demikian mereka memandang
tepat apabila kaidah fikih didefinisikan dengan “ashlu” atau “hukmu”,
karena dua hal itulah yang menjadi ciri utama kaidah fikih.

Dengan demikian unsur yang terdapat dalam kaidah fikih meliputi
yaitu, kaidahnya bersifat umum, tersusun dalam teks-teks singkat, dan
meliputi sejumlah masalah fikih yang menjadi objeknya atau berada di
bawah lingkupnya. Jadi, secara tegas kaidah fikih merupakan suatu kaidah
bersifat kaidah umum meliputi sejumlah masalah fikih dan melalui kaidah-
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kaidah tersebut dapat diketahui hukum masalah fikih yang berada dalam
lingkupnya.

Kaidah fikih itu dirumuskan dengan cara meneliti masalah-masalah
fikih yang rinci, dengan mencari persaman-persamaanya dan hasilnya
memunculkan kaidah-kaidah fikih. Dalam merumuskan kaidah fikih
digunakan pola pikir induktif, karena kaidah fikih tidak dapat dirumuskan
kecuali setelah adanya fikih, meskipun kemudian kaidah fikih sebagai teori
umum di dalam fikih Islam, karena bisa digunakan untuk memecahkan
masalah-masalah baru yang muncul dengan men-giyas-kannya kepada
masalah-masalah lain yang berada di bawah ruang lingkup kaidah fikih
tersebut.

Sejarah Perkembangan Kaidah Fikih

Sejarah perkembangan hukum Islam tidak menjelaskan kaidah fikih
secara komprehensif. Kitab-kitab sejarah perkembangan hukum Islam tidak
mengkaji kaidah fikih, apalagi sampai menjelaskan urgensi dan
kedudukannya dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelusuran
terhadap sejarah pertumbuhan dan pengkodifikasian kaidah fikih sangat
penting dilakukan. Sehingga penelusuran tersebut sedikit banyak akan dapat
memberikan kejelasan tentang kegunaan dan kedudukan kaidah fikih dalam
hukum Islam.

Menurut ‘Ali Muhammad Al-Nadawi, perkembangan kaidah fikih
dapat dibagi ke dalam tiga fase berikut:

1. Fase pembentukan ((al-takwin)
2. Fase pengkodifikasian (al-tadwin)
3. Fase pematangan (al-tansig)'®
1. Fase Pembentukan (al-takwin)
Masa kerasulan dan masa pembentukan hukum Islam merupakan
cikal bakal kelahiran kaidah fikih. Nabi Muhammad SAW

18 Al Ahmad al-Nadawi, al-Qawd 'id al-Fighiyyah, op.cit., h. 89.
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menyampaikan hadits-hadits yang berbentuk jawdmi’ al-kalim (singkat
dan padat). Hadits-hadits yang jawami’ al-kalim tersebut dapat
menampung masalah-masalah fikih yang banyak jumlahnya. Dengan
demikian, hadits Nabi Muhammad disamping sebagai sumber hukum,
juga sebagai sumber utama yang mendorong lahirnya pemikiran
dikalangan ulama untuk membentuk kaidah fikih. Beberapa hadits

berikut yang berbentuk jawdmi’ al-kalim mendukung hal ini, yaitu:

1. Hadits tentang larangan berbuat mudharat,

(kb llly axle ol olg)) o Ny 0 Y

Artinya: “Tidak boleh berbuat mudharat dan membalas dengan

kemudharatan”.*®

2. Hadits tentang minuman yang memabukkan,

(3&’)@\) eS| 4.>-J.,>-T ) (\j>- aldis 0piS” Jg,wi Lo

Artinya: “Setiap yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka

sedikitnya juga haram hukumnya”.*°

3. Hadits tentang gugatan,

19 Abl Zakaria al-Nawawi al-Dimasyqi, Syarah al-Arba’in al-Nawawiyah, (Kairo: Dar al-
Saldm,2010),No. 32, h. 251. Tahgiq Ibnu Daqiq al-“id.
Vo0l Al ade A e bl Jsuy of — die A iy a8 s o @llle Gy e — s e
(ki s aale Gl ol 5 ) ) pa Vs )
“Dari Abu Sa’id al-Khudri, Sa’ad Ibn Malik Ibn Sinin al-Khudri R.A. Bahwasanya
Rasululullah  SAW bersabda: Tidak boleh berbuat mudharat dan membalas dengan
kemudharatan. (H.R. Ibnu M&jah dan Daruquthny).
2 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bullighul Maram min Adillati al-Ahkam, (Kairo: Dar al-
Salam,2008), bab Had al-Syarib wa Bayanu al-Muskir, no. 1287, h. 373.
deaf da jal) aloa alih o 5 KL Le tde alug adde Al o A Jgu) O — die &l ay sla e
(¥
“Dari Ibnu ‘Abbas R.A bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: Setiap yang memabukkan
dalam jumlah banyak, maka sedikitnya juga haram hukumnya (H.R. Ahmad, al-Tirmidzi, al-
Nasa’i, Abli Daud, dan Ibnu Majah).
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Artinya: “Penggugat harus membawa bukti, dan sumpah diwajibkan
atas orang yang mengingkarinya (tergugat)”.?*

Hadits-hadits di atas selain berbentuk jawdmi’ al-kalim juga
menjadi kaidah fikih. Al-Khaththabi dalam kitabnya Gharib al-hadits,
menyatakan meskipun redaksi hadits tersebut singkat, tetapi
mempunyai jangkauan makna yang luas dan universal meliputi hukum-
hukum yang berhubungan dengan masalah jiwa dan harta benda.??

Atsar sahabat yang berbentuk jawdmi’ al-kalim dan dapat
dianggap sebagai sesuatu yang menyerupai kaidah fikih diantaranya
adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ‘Umar bin Khaththab yang diriwayatkan oleh Al-
Bukharf, dalam kitabnya Shahih al-Bukari: 23
by all e B4ad Clabu
“Penerimaan hak-hak berdasarkan kepada syarat-syarat”.
2. Pernyataan ‘Abdulldh bin ‘Abbas, yang diriwayatkan oleh ‘Abd al-

Razaq:2*
JoY0 Jo¥1 seb luad | OB: & IS) (2 595 ol :OTA s b IS

“Setiap kalimat dalam al-Qur’an yang memakai kata s (atau) berarti
mukhayyar (pilihan), dan apabila memakai kata 1,44 { ou (maka
apabila kalian tidak mendapatkan) maka berarti berurutan”.

Z1bid., bab Da’wa wa al-Bayyinat, no. 1451, h.420.

On le Oy e aall e Al Je abus adle d) oo bl Jsmy O — aie ) ) il 0l e
(el o) 5)) S

“Dari Ibnu ‘Abbas R.A bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: Penggugat harus
membawa bukti, dan sumpah diwajibkan atas orang yang mengingkarinya (tergugat). (H.R. Al-
Baihaqf)

22 Al-Khaththabi, Gharib al-Hadits, (Damaskus:Dar al-Fikri, 1983), Juz 1, h. 64-65.

Z3|ihat Shahth Bukhari, bab syarat-syarat pernikahan, jilid 19, h. 111.

2%H.R. ‘Abdu al-Razaq al-Tsauri, bab kafarat dalam masalah haji dan ‘umrah.
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Kemudian pernyataan Tabi’in dan para imam mujtahid yang
dapat dianggap sebagai sesuatu yang menyerupai atau mirip dengan

kaidah fikih diantaranya :

1 dslall bsw i)l Je 323l “Tindakan terhadap rakyat harus

didasarkanpada kemashlahatan”

2. Pernyataan Imam Syafi’i dalam kitabnya al-Umm:2°

“Keringanan tidak melampaui dari tempat-tempatnya/batas-
batasnya”.

Kaidah fikih tidak dibentuk dalam satu waktu sebagaimana halnya
pembentukan teks-teks pada undang-undang yang dibentuk pada waktu
yang telah ditentukan, akan tetapi pembentukan kaidah fikih sejalan
dengan perkembangan masalah-masalah fikih.?

2. Fase pengkodifikasian (al-tadwin)

Kaidah fikih menjadi menjadi satu disiplin ilmu tersendiri pada
abad ke IV H, lalu dimatangkan pada abad-abad sesudahnya. Ketika ruh
taklid menyelimuti abad ini (ke-1V H dan sesudahnya) ijtihad menjadi
mandeg. Ditambah dengan kekayaan fikih yang melimpah, berupa
pengkodifikasian hukum fikih dan dalil-dalilnya serta banyaknya
mazhab yang hanya mentarjih yang rajih saja. Ibnu Khaldun (w. 808 H)
telah mengisyaratkan hal ini, menurutnya ketika mazhab setiap imam
menjadi disiplin ilmu khusus bagi pengikutnya, dan para pengikut tidak
mempunyai kesempatan atau tidak mampu berijtihad atau melakukan
giyas, mereka memandang perlu melihat masalah-masalah yang serupa

dan memilah-milahnya. Hal ini mereka lakukan ketika mengalami

BAI-Syafi’i, al-Umm, (Beir(t: Dar al-Ma’rifat, 1961), Juz 3, h. 236
26 Musthafa Ahmad Zarqa’, al-madkhal al-Fighiyu al- ‘4m, op.cit., h. 969.
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kesulitan dalam mengembalikan hukum furi’ kepada ushdl imam
mazhabnya.?’

Keberadaan ilmu kaidah fikih tidak bisa dilepaskan dengan
munculnya ilmu fikih dan perkembangannya. Pembentukan kaidah fikih
pada awalnya diberi nama gd’idah, dhabith, furlig?® alghaz®®,
mutharahat®, ma rifat al-afrad®, dan hiyal*?>. Ketika hukum firi’ dan
fatwa ulama semakin berkembang seiring dengan banyaknya persoalan,
ulama berinisiatif untuk membuat kaidah fikih dan dhabith yang dapat
memilihara hukum furi’ dan fatwa ulama tersebut dari kesemrautan.
Hal inilah yang dilakukan oleh Ab0 al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H)
dalam risalahnya “Ushdl al-Karkhi” atau yang disebut juga dengan
“Risalah al-Karkhi”, yang merupakan karya paling utama dalam
lintasan sejarah kaidah fikih.*

Peletakkan batu pertama kaidah fikih telah dimulai sejak tiga
kurun pertama (ke-1, Il dan Il H), meskipun dalam bentuk yang
sederhana.® Hal ini karena pada saat itu kaidah fikih dirasa belum
begitu perlu dibentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Hal ini
berangkat dari realitas sosial dan kajian ilmiah yang berkembang pada

saat itu belum sampai memperhatikan ilmu kaidah fikih. Ulama lebih

2"bnu Khaldun, Mugaddimah, (BeirGt: Dar al-fikri, 1989), h. 449.

BAl-fur(iq adalah masalah-masalah fikinh yang tampak sama dan mempunyai satu hukum,
tetapi sebenarnya berbeda dan mempunyai hukum yang berbeda pula. (Al Ahmad al-Nadawi, al-
Qawid’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 134.)

2Al- alghaz adalah masalah-masalah yang hukumnya sengaja disesmbunyikan dengan tujuan
untuk menguji. (Ahmad Ibn Muhammad Al-Hanafi Al-Hamawi, Ghamzu al- ‘Uyiin al-Bashair
Syarah al-Asybah wa al-Nazhair,op.cit., Jilid 1, h. 17-18)

%0Al-Mutharahat adalah masalah-masalah yang sulit dipahami dengan tujuan untuk melatih
berpikir (Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawd 'id al-Fighiyyah, op.cit., h. 134.)

Ma rifat al-afrad adalah mengetahui perkara-perkara yang sulit dari setiap mazhab (Al
Ahmad al-Nadawi, al-Qawid ’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 134.)

%2hiyal adalah Perkara yang direkayasa, sehingga seseorang tidak terkana kewajiban , dapat
dilakukan dengan kecerdasan dan ketajaman berpikir.

33 Abu al-Husain ‘Ubaidillah Ibn al-Hasan al-Karkhf lahir tahun 260 H, dan wafat 346 H. lihat
Iman ‘Abdul Hamid al-Hadi, Qd idah al-MaisQr Laa Yasquth bi al-Ma sir, (Kairo: Dar al-Kayan,
2006), h. 68.

34 AlIt Ahmad al-Nadawi, al-Qawd ’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 103-104.
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memusatkan perhatiannya pada ilmu-ilmu yang menjadi pilar pokok
seperti ilmu usul fikih, ilmu fikih, ilmu hadits dan ilmu tafsir.
Disamping itu juga, dalam tiga kurun pertama hijriah ulama mujtahid
ketika itu lebih banyak mandiri dalam berfatwa, karena mereka mampu
dan kompeten untuk menjadi mujtahid mutlak. Secara metodologis,
ulama mutagaddimin (terdahulu) memiliki kemampuan untuk menggali
hukum secara mandiri. Benih-benih kaidah fikih itu sebenarnya sudah
ada semenjak zaman Nabi, tetapi keberadaan kaidah fikih pada periode
awal masih dalam tunas perkembangannya.®

Perjalanan sejarah menunjukan bahwa fuqaha’ Hanafiyah menjadi
mazhab yang pertama dari mazhab yang empat yang mengkaji kaidah
fikih dan membukukannya.®® Dalam membentuk ush(l mazhab, fuqaha’
Hanafiyah menjadikan hukum furu ‘para imam mazhabnya sebagai dasar
pemikirannya. Pengumpulan kaidah fikih dalam mazhab Hanafi
dilakukan pertama kali oleh Ab( Thahir al-Dabbdsi (w. 430 H)*¥,
seorang ulama yang hidup pada abad ke-lll dan ke-IV H , demikian
pendapat Al->Ala’i (w. 761), Al-Suydtht (w. 911) dan Ibnu Nujaim (w.
970 H) dalam masing-masing kitab kaidah fikihnya.*®Beliau
mengumpulkan kaidah-kaidah penting mazhab Abu Hanifah menjadi
tujuh belas kaidah (ketentuan) umum. Abd Thahir al-Dabbdsi seorang
yang buta, beliau mengulang-ulang kaidah tersebut setiap malam di
masjidnya setelah jama’ah pulang kerumahnya masing-masing, dan
Ibnu Nujaim (w. 970 H) menyebutkan bahwa Abt Sa’id al-Harwi al-
Syafi’i (w. 488 H) suatu ketika pernah mengunjungi Aba Thahir al-
DabbsT (w. 430 H) lalu mengambil beberapa kaidah fikih dari beliau.

3Ahmad Sudirman Abbas, Sejarah Qawa’id Fighiyyah, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h.
1.

% Muhammad bin Mahmid, Al-Qawd’id al-Fighiyyah Tarikhuha wa Atsaruha fi al-
Fighi,(p:t.t, 1987) Cet 1, h. 37.

87 Ibid., h. 37.

38 AlT Ahmad al-Nadawi, al-Qawd ’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 135
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Kemudian setelah itu seorang ulama Hanafiyah Abl Zaid al-
Dabbdsi (w. 432 H) menulis sebuah kitab yang bernama Ta’sis al-
Nazhar. Kaidah fikih yang dikumpulkan oleh Ab( Zaid al-Dabas (w.
432 H) tidak mudah untuk diidentifikasi, kecuali beberapa kaidah dasar
yang populer tersebut. Objek kajian kitab 7a'sis al-Nazhar adalah
rahasia timbulnya perbedaan pendapat dikalangan fugaha’, hal ini
tampak dari pernyataan al-Dabbdsi (w. 432 H) pada pembukaan kitab

ini, yaitu:3®
sl Jlzy e bl g Lt LU L5 13) BT s QLS8 can

oo Lis mblidl g
“Aku telah mengumpulkan dalam kitabku ini, beberapa kalimat yang
apabila direnungkan (ditadabburkan) dan dipikirkan (taammulkan) akan
tampak latar belakang perbedaan pendapat yang terjadi di antara para
ulama”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin bahwa
tujuan penyusunan kitab ini adalah mengumpulkan kaidah fikih, tetapi
juga sebagai jalan dalam menjelaskan perbedaan pendapat

Al-Karkhi, teman Ab( Zaid al-Dabbisi (w. 432 H) juga telah
mengumpulkan kaidah-kaidah tersebut dalam kitabnya Ushal al-Karkht,
dalam kitab ini beliau mengumpulkan tiga puluh tujuh kaidah. Kitab ini
dianggap sebagai karya pertama yang mengkaji ilmu kaidah fikih.%
Pada abad ke-IV H AbQl Zaid al-Dabbdsi (w. 432 H) melakukan kajian
ilmiah tentang kaidah fikih dan menggabungkannya dengan kaidah Al-
Karkhi. Dengan demikian abad ke-1V H dapat dikatakan sebagai abad

atau fase pengkodifikasian kaidah fikih.

39 ‘Ubaidillah Ibn ‘Umar Ibn ‘Isa al-Qadhi Ab{ Zaid al-Dabb(si, Ta ’sis al-Nazhar, (Kairo:
Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyah, tt), h. 9.

40 Ahmad bin Syaikh Muhammad Zarqa’, Syarh Al-Qawa id al-Fighiyyah,(Damaskus: Dar al-
Qalam, 1989), h. 37.
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Kemudian pada abad ke-V H tidak ditemukan kitab yang secara
khusus mengkaji kaidah fikih selain 7a’sis al-Nazhar. Begitu juga pada
abad ke-VI H tidak ditemukan secara khusus yang mengkaji masalah
kaidah fikih selain kitab /dhdh al-Qawa 'id karya ‘ Alauddin Muhammad
bin Ahmad al-Samargandi (w. 540 H).** Hal ini tidak berarti bahwa
pada dua abad ini kreativitas ulama terputus dalam mengkaji ilmu
kaidah fikih, tetapi kemungkinan perjalanan sejarah tidak dapat
melacaknya.

Pada abad ke-VII H, ilmu kaidah fikih berkembang pesat
meskipun belum mencapai puncaknya. Hal ini ditandai dengan
munculnya sejumlah tokoh ulama dalam ilmu ini, seperti Muhammad
bin lbrahim al-Jarjami al-Sahlaki (w. 613 H) yang menyusun kitab al-
Qawd’id fi furii’ al-Sydfiiyyah, ‘1zzudin bin ‘abdi al-Salam (w. 660 H)
yang menyusun Kitab Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam.*? Pada
abad ke-VIII H, ilmu kaidah fikih mengalami masa keemasan, ditandai
dengan munculnya banyak kitab kaidah fikih. Pada masa ini ulama-
ulama mazhab Syafi’i tampil terdepan dan paling banyak melahirkan
karya-karya ilmiah diantaranya adalah kitab al-Asyabh wa al-Nazhd 'ir
karangan Ibnu Wakil al-Syafi’i (w. 716 H), kitab al-Majmii’ al-Mazhab
fi Dhithi Qawad’id al-Mazhab karangan al-Ala’i al-Syafi’i (w. 761 H).
Juga pada abad ke-IX H karya-karya besar yang mengkaji kaidah fikih
mengikuti metode karya-karya sebelumnya

Pada abad ke-X H, pengkodifikasian kaidah fikih terus
berkembang, ditandai dengan adanya kitab al-Asyabh wa al-Nazha 'ir
karangan Al-Suydthi. Juga dari mazhab Hanafi Al-asyabh wa al-
Nazhd’irkarya lbnu Nujaim. Lalu pada abad ke-XI dan XII H, ilmu
kaidah fikih terus berkembang dan fase inilah yang disebut dengan fase

41 Al Ahmad al-Nadawi, al-Qawd 'id al-Fighiyyah, op.cit., h. 137.
“21bid., h. 139
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pembukuan (pengkodifikasian).Yang jelas pada fase pengkodifikasian
ini ditandai dengan munculnya al-Karkhi (w. 340 H) dan al-Dabbdsi (w.
430 H).

3. Fase Pematangan (al-tansiq)

Pengkodifikasian kaidah fikih mencapai puncaknya ketika disusun
kitab Majallah al-Ahkém al- ‘Adliyyah oleh sebuah majelis fugaha’ pada
masa Sultan al-Ghazi ‘Abd al-‘Aziz Khan al-‘Utsmani (1861-1876 M)
pada akhir abad ke-XIIl H. Kitab Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah
menjadi referensi lembaga-lembaga peradilan masa itu. Para fuqaha’
menyusun majalah ini dengan menggunakan redaksi yang singkat dan
padat seperti undang-undang. Majalah ini mengangkat kedudukan dan
popularitas kaidah fikih, serta memberikan banyak kontribusi bagi
perkembangan fikih dan perundang-undangan.*®

Berdasarkan pemaparan di atas tentang sejarah pembentukan,
pengkodifikasian dan pematangan kaidah fikih, dapat ditarik beberapa
kesimpulan berikut ini:

1. Tidak semua kaidah fikih yang terdapat dalam berbagai kitab kaidah
bersifat ‘@mmah (umum). Artinya ada diantaranya yang merupakan
kaidah mazhabiyyah. Kaidah fikih mazhabiyyah adalah kaidah fikih
yang disepakati oleh mazhab tertentu tetapi tidak disepakati oleh
mazhab lainnya.

2. Sebagian besar kaidah fikih yang dibukukan pada abad-abad
belakangan, tenyata telah dikemukakan oleh ulama sebelumnya
dengan redaksi yang berbeda.

3. Beberapa kaidah fikih perlu diformat ulang redaksinya dengan yang
lebih sempurna. Hal ini boleh jadi karena kaidah fikih tersebut masih
kurang mencakup atau masih terlalu umum, sehingga perlu

disempurnakan dan dibatasi cakupannya.

43 AlIt Ahmad al-Nadawi, al-Qawad ’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 136-141, dan 156.
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4. Kaidah fikih terbentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri
secara berangsur-angsur. Selain itu, dalam pembuatannya pun para
ahli fikih membentuknya secara bertahap. Yang mana pada awalnya
hanya berupa pemikiran tentang suatu persoalan, kemudian setelah
pemikiran tersebut mantap baru dibentuk menjadi sebuah kaidah
fikih.

C. Perbedaan Kaidah Fikih dengan Ilmu-ilmu yang Lain
1. Perbedaan Kaidah Fikih dengan Kaidah Ushdliyyah
Imam AbU al-*Abbas Syihabuddin Al-Qarafi (w. 684 H) dianggap
sebagai orang yang pertama kali membedakan antara kaidah fikih

dengan kaidah usul fikih, beliau menyatakan :**
ol e clazsl lodey B L5 Al 5l Gdadt) dalaall dry2)) O)
ojj e ERLY azall J},\pt wwl‘ ¢ LRuT 0lend L&MB . @Jﬁj
o) 5acly (smsl) LaV1) Buelis aald) A1 delgd V) 4 o
Alozios aadl dolos judl) dlo ded IS ael QU wedlly (gl
(o2t Y Ln a3 e gl e el ST Aoy g ) Ll e
Al By addll 05 JJawy Us ablYl iy addll (3 Gage delsdl oday
Syl & slg Yl dx s
“Sesungguhnya syari’at Muhamad yang agung ini telah Allah
tambahkan dengan kemuliaan dan ketinggian, yang mencakup ushdl
(pokok) dan furl’ (cabang), usulnya terbagi dua. Yang pertama usul

fikih mengkaji kaidah-kaidah hukum yang timbul dari lafal, seperti
“amar” menunjukkan wajib dan “nahyi” menunjukkan haram. Yang

kedua kaidah-kaidah fikih kulliyyah yaitu kaidah-kaidah fikih yang

4“Al-Imam Ab( al-*‘Abas Ahmad Ibn Abi al-‘Ala’ Idris Ibn “Abdi al-Rahman al-Shunhaji.
Dinisbahkan kepada kabilahnya “Shunhijah” sebuah daerah didaratan sebelah Barat Mesir.Beliau
bergelar Syihab al-Din, tetapi lebih dikenal dengan Al-Qaréfi, dinisbahkan kepada sebuah daerah
disamping komplek makamnya Imam Syéfi’i. Salah satu ulama besar mazhab Maliki. Lihat al-
Qarafi, Al-Fur(q, (BeirQt: Déar al-Ma’rifat, 1990), Juz 1, h. 2-10
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bernilai tinggi dan banyak jumlahnya, mencakup rahasia-rahasia
hukum syara’ dan hikmah-hikmahnya, serta mencakup cabang-cabang
hukum yang tak terhingga. Kaidah-kaidah ini sangat penting dalam
fikih karena dengannya mengangkat derajat seorang ahli fikih sehingga
bisa mengangkat derajat mujtahid dalam berfatwa”.

Sedangkan menurut ulama kontemporer ‘Abdul ‘Aziz
Muhammad ‘Azzam, perbedaan kaidah fikih dengan kaidah ushiliyyah
sebagai berikut:

a) Hakikat dari kaidah fikih adalah penjelasan hukum syara’ yang
bersifat kulli (umum) yang melahirkan hukum juz’i (cabang) yang
banyak dari hukum kuli tersebut, sedangkan kaidah ushdliyyah
bukanlah penjelasan dari hukum-hukum syara’ yang bersifat kulli
(umum), akan tetapi ia adalah kaidah-kaidah istidlaliyyah
(pendalilan) untuk menjelaskan hukum syar’i baik yang bersifat kulli
maupun juz 7.

b) Sumber kaidah fikih adalah nash-nash (teks) syar’i baik langsung
dari al-Qur’an dan hadits, adapun kaidah ushdliyyah sumbernya
adalah ilmu kalam, ilmu fikih dan ilmu bahasa Arab, sebagaimana
ketetapan ulama usul fikih.*®

c) Keberadaan kaidah ushdliyyah lebih duluan muncul dari pada kaidah
fikih.4’

d) Kaidah ushdliyyah memiliki keterbatasan untuk mengetahui hukum
syara’ pada masalah-masalah juz i (cabang) dan menggunakan dalil-
dalil tersebut secara terperinci untuk membantu ahli fikih dalam
menjelaskan suatu hukum, sedangkan kaidah fikih tidak memiliki

keterbatasan untuk mengetahui hukum syara’ pada masalah-masalah

5 Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawad’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 16.
“61bid., h. 17.
4"lpid., h. 18
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juz’i (cabang), bahkan kaidah fikih sangat diperlukan untuk
menuntaskan masalah-masalah yang tidak ada nash-nya.*®

e) Kaidah fikih tidak dapat dijadikan sandaran hukum syara’, akan
tetapi bisa juga dianggap sebagai dalil syara’ yang bisa untuk
mengistinbathkan hukum dengannya apabila lansung bersumber dari
al-Qur’an dan hadits, sedangkan kaidah ushlliyyah dapat dijadikan
sebagai hujjah dalam berdalil bahkan seorang mujtahid bisa lansung
merujuk ke kaidah ushdliyyah untuk mengistinbathkan dari dalilnya
yang terperinci tanpa ada keraguan.*

Selanjutnya menurut ‘Ali Ahmad al-Nadawi, perbedaan kaidah
fikih dengan kaidah ushiliyyah sebagai berikut:>°

a) llmu ushul fikih merupakan parameter (tolak ukur) cara beristinbath
fikih yang benar. Kedudukan ilmu usul fikih (dalam fikih) ibarat
kedudukan ilmu nahwu dalam hal pembicaraan dan tulisan, kaidah
ushdliyyahmerupakan jalan atau jembatan penghubung antara dalil
dan hukum, tugasnya adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil
terinci, ruang lingkup kaidah ushdliyyahadalah dalil dan hukum,
sedangkan kaidah fikih qadhiyyah kulliyyah atau aktsariyyah
(mayoritas) yang mana juz’i-nya (parsial) beberapa masalah fikih
dan ruang lingkupnya selalu perbuatan mukallaf.

b) Kaidah ushlliyyahmerupakan kaidah kulliyyah yang dapat
diaplikasikan pada seluruh juz’i-nya (cabang) dan seluruh ruang
lingkupnya, sedangkan kaidah fikih merupakan kaidah aghlabiyyah
(mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar juzi-nya
(cabang), karena kaidah fikih ada pengecualian.

c) Kaidah ushlliyyah merupakan sarana untuk mengistinbathkan

hukum syara’ ‘amali, sedangkan kaidah fikih merupakan kumpulan

“8Ipbid., h. 19
“pid., h. 20-21
50 AlIt Ahmad al-Nadawi, al-Qawad ’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 68-69
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hukum-hukum serupa yang mempunyai ‘illat yang sama tujuannya
untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah

mengetahuinya.

d) Eksistensi kaidah fikih baik dalam opini maupun realitas lahir

setelah furii’ yang berserakan lalu menghimpun makna-maknanya,
adapun kaidah ushdliyyah dalam opini dituntut eksistensinya
sebelum furii’, karena akan menjadi dasar ahli fikih dalam
menetapkan hukum, usul fikih sebagai pembuka hukum firi’ tidak
dapat dijadikan alasan bahwa furi’ itu lebih dahulu muncul dari
pada usul fikih, hukum furi’ sebagai inspirasinya usul fikih.
Posisinya seperti anak terhadap ayah, buah terhadap pohon dan
tanaman terhadap benih.

Kaidah fikih sama dengan usul fikih dari satu sisi, tetapi berbeda
dari sisi yang lain. Persamaannya adalah keduanya sama-sama
mempunyai kaidah yang mencakup berbagai juz’i (parsial). Lalu
perbedaannya adalah, kaidah usul fikih merupakan masalah-masalah
yang mencakup bermacam-macam dalil terinci yang dapat
mengeluarkan hukum syara’, sedangkan kaidah fikih adalah
masalah-masalah yang mengandung hukum-hukum fikih saja.
Mujtahid dapat sampai kepada hukum-hukum fikih dengan
berpegang kepada masalah-masalah yang dijelaskan usul fikih
tersebut. Kemudian apabila seorang ahli fikih mengaplikasikan
hukum-hukum tersebut terhadap hukum-hukum juz 7 (parsial) maka
itu bukanlah kaidah fikih. Namun apabila ia menyebutkan hukum-
hukum tersebut dengan gadhiyyah-gadhiyyah kulliyyah yang
mencakup hukum berbagai juz 7 (parsial) maka itu disebut kaidah
fikih.

Dari beberapa perbedaan ulama di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa perbedaan kaidah fikih dan usul fikih terletak pada objeknya.
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Objek kaidah fikih adalah perbuatan mukallaf sedangkan objek usul
fikih adalah dalil atau sumber hukum. Kemudian dari proses atau cara
pembentukannya. Usul fikih dibentuk dengan cara deduktif, sedangkan
kaidah fikih dibentuk dengan cara induktif.

2. Perbedaan Kaidah Fikih dengan Dhawabith Fighiyyah

Selain istilah kaidah fikih (gawa’id fighiyyah) terdapat istilah lain
yang hampir sama dengannya yaitu dhawabith Fighiyyah. Menurut
salah satu pakar kaidah fikih Shalih Ibn Ghanim Sadlan perbedaan
antara kaidah fikih dengan dhawabith fighiyyah adalah kaidah fikih
menghimpun masalah-masalah furi’ dan cabang dalam berbagai bab
fikih, seperti kaidah “al-umuru bi maqdshidihda” (segala urusan
tergantung pada tujuannya) kaidah ini diaplikasikan pada bab-bab
ibadah, jinayah, berbagai macam akad dan lainnya dari berbagai
macam masalah fikih. Adapun dhabith menghimpun furi’ (cabang-
cabang) dan masalah-masalah kedalam satu bab fikih. Sebagaimana

contohnya yang terdapat dalam hadits :

(s oly) el a2 a0 Slaf sl

Artinya: “Kulit apapun yang sudah disamak (dibersihkan) maka
sungguh ia telah suci (H.R. Muslim) " >

Hadits di atas adalah salah satu contoh dhabith fighiy pada

redaksinya, tetapi ia terbatas pada masalah-masalah tertentu. Kemudian

juga kaidah fikih lebih umum dan lebih mencakup dari pada dhabith

yaitu dari segi pengumpulan cabang-cabang dan cakupan makna-

makna.>?

%1Shahih Muslim,Hadits no. 366
52ghalih Ibn Ghanim Sadlan, al-Qawd’id al-Fighiyyah al-Kubrd;, wa Ma Tafarra’a ‘Anh,
(Riyadh: Déar Blansiyyah li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1417 H), h. 14
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Kemudian Al-Maqgari al-Maliki (w. 758 H) menjelaskan
perbedaan antara kaidah fikih dengan dhawabith fighiyyah. Dhawabith
lebih khusus dari pada kaidah karena kaidah menghimpun furi’ dari
berbagai bab fikih yang bermacam-macam, contohnya kaidah “al-
yaqin & yazdlu bi al-syak” (keyakinan tidak bias dihilangkan dengan
keraguan), kaidah ini masuk kedalam bab fikih yang bermacam-
macam, seperti bab thaharah, zhalat, zakat, puasa, haji, nikah, thalag
dan sebagainya. Sedangkan kaidah fikih bertingkat-tingkat karena
cakupannya luas pada satu hukum yang masuk kedalam berbagai bab,
ada kaidah yang masuk kesebagian besar bab fikih, seperti kaidah “al-

umuru bi maqdshidiha” (segala urusan tergantung pada tujuannya)”,

imam Syafi’l mengatakan kaidah tersebut masuk kedalam tujuh puluh

bab.53

Penulis menyimpulkan bahwa kaidah fikih dan dhawabith
fightyyah kedua istilah ini memiliki kesamaan, perbedannya hanya
terletak pada ruang lingkupnya saja.

3. Perbedaan Kaidah Fikih dengan al-Furdq al-Fighiyyah

Sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa sejak
abad ke- 1l H, para ahli fikih telah bersungguh-sungguh memperhatikan
al-furtq al-fighiyyah. Ulama yang dianggap pertama kali menyusun
kitab dengan bentuk al-furGqg al-fighiyyah adalah Imam Ahmad Ibn
‘Umar Ibn Suraij al-Syafi’i (w. 306 H). Dari sisi penyusunan dan
pembukuannya ilmu al-Furiq al-Fighiyyah lebih dahulu dari pada ilmu
kaidah fikih. Namun, apabila dilihat dari sisi pengkodifikasiannya

5 Abii ‘Abdillah Muhammad Ibn Muhammad Al-Maggari, al-Qawd’id, (Makkah al-
Mukarramah: Universitas Ummu al-Qur3, tt), h. 100. Maqqari dinisbahkan ke “Al-Maqarrah”
sebuah desa di Afrika, beliau wafat 758 Hijriah, salah seorang ulama mazhab Maliki.
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dalam sebuah kitab tersendiri, ilmu al-furGq al-fighiyyah muncul
kemudian dari ilmu kaidah fikih.>*

Hal yang mendorong ulama menyusun ilmu al-furq ini adalah
adanya masalah-masalah yang saling menyerupai, mempunyai satu
bentuk, tetapi berbeda dalam hal hukum dan ‘i/lat-nya. Muhammad
Yasin al-Fadani (w. 1990 M) dalam kitabnya al-Fawa ’id al-Janniyyah
mengomentari pernyataan Imam Badru al-Din al-Zarkasyi (w. 794 H)
yang menyatakan bahwa di antara makna fikih adalah mengetahui
jama’ (masalah yang sama) dan faraq (masalah yang berbeda). Al-
Fadani menyatakan:*®
3w ik (o5 & AT st L s A b e
(AN s g — OBy pS-T (3 Olaest Ll IS 57 S
Gt ouslice cdlase p 0,1 B9 ) Bas 429 Bgdl | enw &
“Mengetahu jama’ dan faraq adalah mengetahui perkara yang
mempunyai kesamaan dengan perkara lain dalam satu hukum, dan
mempunyai perbedaan dengannya dalam hukum lainnya. Misalnya
masalah kafir zimmi dengan seorang muslim yang sama dalam
beberapa hukum dan berbeda dalam hukum lainnya. Di antara ilmu
yang semacam ini adalah al-furlig. yaitu mengetahui perbedaan yang
ada di antara dua masalah yang sama, sedangkan hukum keduanya
tidak sama”.

Begitu juga Al-Juwaini (w. 478) dalam mugaddimah kitabnya
al-FurGq seperti yang dikutip oleh al-Nadawi beliau juga

menyatakan:*®

54 AlT Ahmad al-Nadawf, al-Qawd 'id al-Fighiyyah, op.cit., h. 80.

SSAbi al-Faidh Muhammad Yasin al-Fadani al-Makki, al-Fawd’id al-Janniyyah, (Beirut: Dar
al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1996), juz 1, h. 98.

%6 Alt Ahmad al-Nadawf, al-Qawd 'id al-Fighiyyah, op.cit., h. 82.
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Comgl Jad ST ity Lo alin ) g8l Plaw OB
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“Bahwa masalah-masalah syara’ terkadang mempunyai bentuk yang
sama, tetapi berbeda dalam hal hukumnya. Hal ini karena ada ‘illat
yang mengharuskan adanya perbedaan hukum tersebut. Para ahli
tahqiq tidak cukup hanya dengan meneliti ‘illat-‘illat yang
mengharuskan adanya perbedaan dan persamaan. Dengan demikian,
kami mengumpulkan berbagai masalah dan furlig dalam kitab ini,
sebagian di antaranya ada yang lebih rumit dari yang lainnya”.

Dengan demikian, furliq berbeda dengan kaidah fikih, karena
dalam fur@q tidak ada kesamaan hukum, sedangkan kaidah fikih justru
harus ada kesamaan hukum. Oleh karena itu, furq merupakan
kebalikan dari kaidah fikih. Semuanya ini sejalan dengan motivasi
ulama dalam menyusun ilmu al-furdq al-fighiyyah. Apabila ada ilmu
yang mengkaji tentang kesamaan hukum dalam berbagai masalah yang
berbeda-beda, maka tentu diperlukan juga sebuah ilmu yang mengkaji
tentang perbedaan hukum dalam masalah-masalah yang saling
menyerupai.

Di antara contoh al-furdq ialah, apabila tanah dimasukkan ke
dalam air, sehingga rasa, warna dan baunya berubah, maka
kesuciannya tidak hilang. Seandainya suatu barang yang suci selain
tanah, seperti minyak wangi, sabun dan garam dilemparkan ke dalam
air, sehingga merubah sebagian sifatnya, maka kesucian air tersebut
menjadi hilang.

Dari contoh di atas tampak ada perbedaan hukum antara tanah
dengan benda-benda suci lainnya. Tanah apabila dicampurkan dengan

air tidak akan menghilangkan kesucian air sekalipun merubah rasa,
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warna dan baunya. Hal ini berbeda dengan minyak wangi, sabun, dan
garam. Apabila semua benda suci ini dicampurkan dengan air sehingga
merubuah rasa, warna dan baunya, maka akan menghilangkan kesucian
air. Tampak disini bahwa tanah dan benda-benda suci lainnya tidak
sama hukumnya sekalipun benda-benda tersebut sama-sama suci.
Menurut para ulama, karena tanah mempunyai sifat yang sama dengan
air, yaitu suci dan mensucikan, sedangkan benda-benda suci lainnya
tidak mempunyai sifat seperti tanah tersebut.
D. Pembagian Kaidah Fikih
1. Ditinjau dari Sumber dan Redaksi

Kaidah fikih tidak saja dirumuskan oleh ahli fikih mutaakhkhirin,
tetapi cikal bakalnya sudah dibuat oleh sahabat, tabi’in dan ulama
mutagaddimin tapi belum disebut dengan kaidah fikih. la baru dapat
disebut sebagai sesuatu yang mirip kaidah fikih, karena secara
keilmuan kaidah fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri pada
pertengahan abad ke-IV H, yaitu setelah disusunnya kitab Ushdl al-
Karkhi karya Ab( al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H).

Selanjutnya, para ahli fikih dalam merumuskan kaidah fikih
mendapat inspirasi dari al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad yang
mana keduanya dapat mencakup hukum yang banyak sekali. Hal inilah
disamping istigra’ (penelitian) para ahli fikih mendalami al-Qur’an dan
Hadits, juga menimbulkan gagasan dan ide pembuatan kaidah fikih.
Menurut perspektif mereka, kaidah fikih ini sangat berfungsi untuk
memelihara hukum furi’ dari ketidakteraturan.

Di antara ayat al-Qur’an yang berbentuk jawdmi’ al-kalimi
(singkat dan padat) yang menjadi inspirasi para ahli fikih dalam

membuat kaidah fikih adalah firman Allah dalam surat al-* Araf ayat 199
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Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh” (Q.S. Al-*Araf: 199)

Ayat ini terdiri dari tiga redaksi kalimat, yang mengandung
kaidah hukum yaitu:
ganll s
“Jadilah pemaaf™
Sl sl

“Suruhlah orang lain mengerjakan yang ma ruf”’

et e 2 s
“Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”

Dalam ketiga redaksi tersebut tersirat adanya pemahaman tentang
kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah perintah dan larangan.
Redaksi pertama pada ayat tersebut mengandung perintah supaya
menyambung silaturahmi, memaafkan orang yang bersalah, bersikap
lemah lembut terhadap orang yang beriman dan sikap-sikap terpuji
lainnya. Redaksi kedua pada ayat tersebut mengandung perintah
mengajak orang lain untuk berbuat ma’ruf. Dan redaksi yang ketiga
mengandung perintah agar menjauhi orang-orang yang bersikap aniaya,
tidak berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau berpaling dari
orang-rang yang bodoh.

Berdasarkan ayat di atas, pada asalnya hukum tersebut bersifat
kulliyyat. Artinya apabila Allah SWT memerintahkan satu perbuatan
tertentu, berarti Allah SWT memerintahkan setiap perbuatan yang

mempunyai ‘illat (alasan) sama dengannya. Begitu juga, apabila Allah
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SWT melarang satu perbuatan tertentu, berarti Allah SWT melarang
setiap perbuatan yang mempunyai ‘illat (alasan) sama dengannya.

Jika ditinjau dari aspek sumbernya, sumber kaidah fikih dapat
dilihat sebagai berikut :°’
a) Kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari al-Qur’an. misalnya
kaidah,

OO | I P PR AT

“Kesulitan itu membawa kemudahan”

Kaidah ini dibangun berdasarkan surat al-Bagarah ayat 185:

$OOORDY a3 REDERE + 70 COOKORO E...
K2 IR COOKORO s @
VR NS ... O LTORD Mea, I
Artinya: “Allah  menghendaki  kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu..”

b) Kaidah-kaidah yang bersumber dari hadits Rasulullah. Misalnya

kaidah,
Laolis geY!
“Setiap perkara tergantung kepada niatnya”
kaidah ini muncul dari hadits,
L e )

“Segala amal tergantung kepada niat”

¢) Kaidah-kaidah yang bersumber dari /jmd’. Misalnya kaidah:®

s YU ads Y sl Yl

S”Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawid id al-Fighiyyah, op.cit., h. 62-64
%8Zain al-Din Ibn Ibrahim Ibn Muhammad Ibnu Nujaim, al-Asybah wa al-Nazhair, (Libanon:
Dér al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1999), cet 1, h. 89.
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“Ijtihad yang lalu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang
kemudian”.

d) Kaidah-kaidah yang bersumber dari Qiyas, misalnya kaidah:
dol Gl s pm ad) Ll o g2e |

“Setiap anggota tubuh yang haram dilihat maka menyentuhnya jauh
lebih haram™.

¢) Kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari Ishtishhdb, misalnya
kaidah:>®

“Pengikut itu hukumnya adalah mengikuti”.

Adapun dari aspek redaksi, kaidah fikih terbagi kepada dua
kategori berikut ini: %

a) Kaidah-kaidah fikih yang redaksinya sama dengan Hadits Nabi,
kemudian dari Hadits-hadits tersebut munculah kaidah fikih oleh
para ahli fikih, sehingga Hadits-hadits tersebut menjadi kaidah fikih.
Di satu sisi sebagai kaidah fikih, dan di sisi lain sebagai Hadits Nabi.

b) Kaidah-kaidah fikih yang digali dari petunjuk al-Qur’an dan Hadits
Nabi yang bersifat umum , artinya kaidah fikih tersebut tidak secara
langsung dibentuk dari redaksi (nash) al-Qur’an dan Hadits Nabi.
Akan tetapi, kaidah fikih tersebut hanya mengambil petunjuk dari
makna yang dikandung oleh al-Qur’an dan Hadits Nabi.

2. Ditinjau dari Aspek Ruang Lingkupnya
Apabila ditinjau dari aspek ruang lingkupnya, kaidah fikih dapat
dikategorikan kedalam beberapa kelompok berikut ini:

a) Kaidah Fikih Inti

S9AI-Subki, al-Asybah wa al-Nazhair, (Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1991), juz 1,h.367
80 AIT Ahmad al-Nadawi, al-Qawd ’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 275
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Kaidah fikih inti adalah “dar’u al-mafdsid ‘ala jalbi al-
mashdlih ”’(menarik mashlahat dan menolak mafsadat/kerusakan).
Kaidah fikih ini menjadi inti bagi seluruh kaidah fikih yang ada,
karena pada dasarnya seluruh kaidah fikih harus tetap berpijak
kepada mashlahat dan mafsadat, dalam arti bahwa kaidah fikih itu
harus senantiasa mendatangkan mashlahat dan menolak mafsadat.
Kaidah fikih inti ini adalah kaidah fikih yang mempunyai cakupan
dan ruang lingkup fikih yang paling luas dan paling banyak.

‘Izzuddin Ibn ‘Abdi al-Salam (w. 660 H) dalam kitabnya
Qawa’id al-Ahkdm fi Mashalihi al-Andm menyatakan bahwa
seluruh syari’at itu adalah mashlahat, baik dengan cara menolak
mafsadat maupun dengan cara meraih mashlahat. Perbuatan manusia
itu ada yang membawa kepada kemashlahatan dan ada yang
membawa kepada kemafsadatan. Kemashlahatan dan kemafsadatan
tersebut ada yang untuk kepentingan dunia dan ada yang untuk
kepentingan akhirat, serta ada juga yang untuk kepentingan
keduanya. Seluruh kemashlahatan diperintahkan oleh syari’at dan
seluruh kemafsadatan dilarang oleh syari’at. Setiap kemashlahatan
memiliki tingkatan-tingkatan tertentu dalam hal kebaikan, manfaat
dan pahalanya, begitu juga setiap kemafsadatan memiliki tingkatan-
tingkatan dalam hal keburukan dan kemudharatannya®!

b) Kaidah-Kaidah Fikih Pokok (al-gawa 'id al-fighiyyah al-asasiyah)

Yang termasuk kedalam kaidah-kaidha fikih pokok adalah
al-gawa’id al-khams (kaidah-kaidah fikih yang lima). Kelima
kaidah fikih ini sangat populer dikalangan ulama mazhab.

¢) Kaidah-Kaidah Fikih Umum (al-gawd 'id al-Ammah)

61 ‘Izzuddin Ibn ‘Abdi al-Salam, Qawd 'id al-Ahkam fi Mashalihi al-Ana, (Damaskus: Dar al-
Qalam, tt), Juz-1, h. 11
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Kaidah-kaidah cabang dari lima kaidah fikih pokok apabila
diperhatikan, maka kaidah-kaidah tersebut jika dipisahkan dari
kaidah fikih pokok yang lima, dapat pula dimasukkan ke dalam
kaidah-kaidah fikih yang umum, karena meliputi dari berbagai
cabang kaidah fikih. Contoh kaidah fikih yang bersifat umum

diantaranya,®?

slgYb 2k Y oslg Yl

“Ijtihad yang lalu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang
kemudian”.

Kemudian kaidah,®®

cgb G\:J\
“Pengikut itu hukumnya adalah mengikuti”.
d) Kaidah-Kaidah Fikih Khusus (al-gawd ’id al-fighiyyah al-khashah)
Diantara sekian banyak kaidah fikih, ada kaidah fikih yang
ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan sedikit. Kaidah-
kaidah fikih ini hanya berlaku dalam bidang-bidang fikih tertentu.
Misalnya kaidah-kaidah fikih dalam bidang ibadah mahdhah,
mu’dmalah (transaksi), ahwal al-syakhshiyyah (hukum keluarga
Islam), jindyah (pidana Islam), siyasah (politik), dan gadhad’
(peradilan).
Kemudian menurut para ulama seperti Tagiyyudin al-Hishni (w.
829), salah seorang ahli fikih bermazhab Syafi’i dalam kitabnya Kitébu al-
gawad’id pembagian kaidah fikih dapat dilihat dari berbagai aspek,
diantaranya:5*

®21pnu Nujaim, al-Asybah wa al-Nazhair, op.cit.h. 89

%31bid., h. 102

®4Tagiyyudin al-Hishni, Kitabu al-gawd’id, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1997), Jilid 1, h.
30.Nama Hisn adalah nisbah kepada Hishn sebuah kampung di Hawran, Damaskus.Seorang ahli
fikih bermazhab Syafi’l, wafat 829 H.
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1. Dari segi syumdl-nya (keluasan cakupannya)

a) Kaidah-kaidah yang mencakup masalah yang banyak dari berbagai
masalah yang berbeda-beda. Seperti contohnya gawd’id al-khamsi
(kaidah-kaidah pokok yang lima).

b) Kaidah-kaidah yang mencakup masalah yang banyak akan tetapi
jumlahnya lebih sedikti dari kaidah-kaidah yang mendahuluinya.

¢) Kaidah-kaidah yang mencakup masalah-masalah yang sedikit.

2. Dari segi itfaq (sepakat atau tidaknya ulama)

a) Kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh ulama mazhab, contohnya
qawa’id al-khamsi (kaidah-kaidah pokok yang lima)

b) Kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh ulama satu mazhab saja,
contohnya kaidah empat puluh yang disebutkan oleh al-Suy(thi pada
kitabnya yang kedua al-Asybah wa al-Nazha 'ir.

c) Kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh ulama mazhab, maksudnya
sebagian menganggap kaidah sebagian yang lain tidak.

3. Dari segi asliyyah (kaidah dasar) atau zabi’ah (kaidah pengikut/cabang)

a) Qawa'’id asliyyah, yaitu kaidah yang tidak menjadi pengikut atau
cabang dari kaidah yang lain, atau disebut juga kaidah kulli (general)
dalam arti kata ia tidak masuk atau tidak dibawah kaidah yang lain.

b) Qawa’id tabi’ah, yaitu kaidah yang menjadi pengikut atau cabang
dari kaidah yang lain, hal ini disebabkan karena boleh jadi kaidah
tersebut menjadi cabang dari kaidah yang lain dan kaidah itu lebih
luas cakupannya, atau boleh jadi kaidah tersebut masih diikat oleh
kaidah asal.

Kemudian hampir senada dengan pembagian kaidah fikih yang
dikemukakan oleh Tagiyyudin al-Hishni di atas, pembagian kaidah fikih
juga dikemukakan oleh Al-Maqgari (w. 758) menurut beliau dari segi
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redaksi dan tema para ahli fikih membagi kaidah fikih kedalam dua pokok
pikiran, yaitu:®°
1. Kaidah-kaidah yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat
dikalangan para ulama. Yaitu adalah kaidah-kaidah yang tidak diawali
dengan shighat al-istithAm (dalam bentuk pertanyaan), dan kaidah-
kaidah ini disepakati oleh para ulama antar mazhab atau pada satu
mazhab saja. Contohnya gawa ’id al-khamsi (kaidah-kaidah pokok yang
lima) yang mana kaidah-kaidah tersebut tidak diawali dengan
pertanyaan. Kaidah-kaidah tersebut diakui oleh seluruh mazhab,
adapun perbedaannya hanya terdapat pada masalah-masalah yang
termasuk di bawahnya, kaidah asalnya tetap sama. Dan kaidah-kaidah
ini dimasukkan kedalam al-gawd’id al-kulliyyah oleh imam al-
Suythi.®
2. Kaidah-kaidah yang diperselisinkan oleh para ulama. Yaitu kaidah-
kaidah yang diawali dengan shighat al-istifthdm (dalam bentuk
pertanyaan) yang mana kaidah-kaidah ini meimbulkan perbedaan
pendapat dikalangan ulama dalam masalah-masalah cabang. Contoh
kaidah tersebut adalah “al- ‘Tbratu bi shiyaghi al- ‘uqidi au ma’aniha?”’
(ungkapan vyang dipegang dalam shighat apakah akadnya atau
makananya)®’, “al-Hiwdlah hal hiya bay’un aw istifa 'un”(hiwalah itu
apakah ia dikatakan jual beli atau pelunasan hutang?).%
E. Urgensi Kaidah Fikih dalam Kajian Ilmu Syari’ah
Kaidah fikih sangat penting karena kaidah fikih memiliki hubungan
yang kuat dengan fikih, dengan kaidah fikih dapat diketahui hakikat dari
fikih, objek bahasan fikih, cara pengambilan fikih serta membuka cakrawala

dan melatih malakah (daya rasa) fikih, karena fikih itu adalah

8 Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Muhammad Al-Maqqari, al-Qawd ’id,op.cit., h. 110-111

% Jalaluddin ‘Abd al-Rahman al-Suydthi, al-Asybah wa al-Nazhair, (Makkah: Maktabah
Nazér al-Baz, 1997), juz ke-1, h. 10

7lbid., h. 264

%8|bid., h. 268
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mengetahui “al-nazhd 'ir "(masalah-masalah  yang serupa). Mengetahui
masalah-masalah yang serupa inilah yang dimaksud dengan kaidah fikih,
karena fungsi dari kaidah fikih diantaranya adalah untuk mempermudah
dalam mengidentifikasi permasalahan-permsalahan fikih yang jumlahnya
tak terhingga.

Bahkan imam Al-Qarafi (w. 648 H) menegaskan bahwa kadar
ketinggian seorang faqgih (ahli hukum Islam) terkait dengan kemampuannya
tentang kaidah fikih, sebagaimana pernyataan beliau berikut ini:®°

caadll A3 {.Ja,u L abl>Y) a4 ccw dagdoe aqdll (3 dage delgdll olng

“Kaidah-kaidah fikih penting dalam masalah fikih, manfaatnya besar, kadar
keluhuran dan ketinggian seorang ahli fikih terkait dengan kemampuannya
dalam menguasai ilmu ini”.

‘Ali al-Nadawi juga memaparkan tentang urgensi dan kegunaan
kaidah fikih, yaitu: ™

1. Bahwa kaidah fikih mempermudah untuk menguasai fikih Islam,
menghimpun masalah-masalah yang berserakan dengan jalan
menyusun cabang-cabang yang banyak tersebut dalam satu alur di
bawah satu kaidah.

2. Kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-
persoalan yang banyak diperdebatkan, dengan cara menjadikan kaidah
itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum.

3. Mendidik seseorang yang berbakat fikih dalam mendekatkan analogi
(ilhag) dan takhrij untuk mengetahui hukum-hukum yang belum
digariskan dalam fikih.

4. Mempermudah dalam memahami bagian-bagian hukum dengan
mengeluarkan dari tema-tema yang berbeda-beda serta meringkasnya
dalam satu topik tertentu.

89Al-Qarafi, al-Furlq, (Beir(t: Dar al-Ma’rifat, 1990), Juz. 1, h. 3
70¢Ali al-Nadawf, op.cit., h. 327



57

5. Mempermudah memahami furu’ yang bermacam-macam
Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mempelajari kaidah
fikih adalah sebuah kemestian terutama bagi seseorang yang mendalami
ilmu fikih dan ilmu syari’ah secara umum, karena dengan mengetahui
kaidah fikih akan lebih mudah dalam menetapkan hukum bagi masalah-

masalah yang dihadapi.



BAB 111
HAKIKAT DAN KEDUDUKAN IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijtihad

ljtihad secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata — g3
laleda) - a¢iay Kata ini terambil dari kata %3 - 3¢ — ¢ — 33 bentuk

mashdar-nya ada dua dengan arti yang berbeda antara satu dengan lainya.!

Kedua arti kata tersebut adalah:?
1. Jahdun (2¢>), dengan arti kesungguhan dan sepenuh hati atau

serius. Seperti yang terdapat dalam surat al-An’am ayat 109:

NOgWRAY *Faae R BHULCOROSLOLIOO
JEB &> 8 ORAOr O

Artinya: “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala
kesungguhan...”

2. Juhdun (2¢3), dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang

didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah. Seperti yang
terdapat dalam surat at-Taubah ayat 79:

ORO *)O€COG+® oo >N LA F oS- 00
- P& B K 4)ORBAIQS040w SRHDL2RQOFHORY

Artinya: “...Dan orang-orang yang tidak memperoleh selain
sekedar kesanggupannya, maka orang munafik itu
menghina mereka..”.

Sedangkan ijtihad secara terminologi, ulama usul fikih memiliki
pendapat yang beragam, tetapi tidak mengandung perbedaan prinsip,
bahkan kelihatan saling menguatkan dan menyempurnakan. Defenisi
tersebut diantaranya adalah, Imam al-Syaukani (w. 1255 H) dalam kitabnya

Irsyadu al-fuhal, mendefinisikan:®

Y lbnu Manzhdr, Lisanu al-"Arab, (Cairo: Daru al-lhya’ al-Turats al-Arabi, 1996), Cet. ke-2,
Jilid 1, h. 547.

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2008), jilid 2, h. 223.

3 Al-Imam Muhammad Ibn Ali al-Syaukani, Irsyadu al-Fuhl, (Cairo: Dar al-Salam, 2006),
Jilid 2, h. 715

S7
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Ll by os 2030 S 8 @ s I

“Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syara’ yang
bersifat ‘amali melalui cara istinbath”.

Kemudian Al-Amidi (w. 631 H) dalam kitabnya al-lhkam fi Ushali

al-Ahkam, mendefinisikan:*
dory o e n) S e i B Gl (3 ) i
a ALl e emall id) e ek

“Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu
dari hukum syara™ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat
lebih dari itu”.

Akan tetapi ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi mengomentari

kedua definisi tersebut sebagai berikut:®
JB LS aawrg Jd V) GalSU e o 31 33187 JgW B)lall O a1
S Gkl e A3 SI6 Ly (lerey V) Lk 1 IS Y) U
& ool l9dgag O 093 Uibas a1 Ogibit p Al o yailly (el
Ll leajle L ladly Lo DblauYly Leagd 3 Gondly 2391 sl
el slgm Y1 s e e GUS a1 ALY

“Pengertian yang pertama itulah yang disebut pengertian ijtihad, karena
sudah cukup memadai, bahwa seorang mukallaf tidak dibebani kecuali
sesuai dengan kemampuannya, sebagaiman firman Allah SWT (Allah
tidaklah memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan
kemampuannya), ulama yang menambahkan ungkapan “mencurahkan
seluruh kemampuannya” dalam defenisi ijtihad, maksudnya untuk
menutupi jalan ijtihad bagi mereka yang terlalu cepat mengambil
kesimpulan hukum, yang menetapkan hukum seenaknya saja tanpa

4 Al-Imam al-‘Allamah “Ali bin Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Ushdli al-Ahkam, (Riyadh:
Daru al-Shami'1, 2003), Jilid 4, h. 197

S Ylsuf Al-Qaradhawi, al-ljtinad fi al-Syari’ah al-1slamiyyah ma’a Nazhdrat Tahliliyyah i
al-ljtinad al-Mu 'ashir,(Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 11.
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berijtihad mencurahkan seluruh kemampuan diri memahami dalil-dalilnya
secara mendalam, mengistinbathkan dan memperhatikan dalil-dalil yang
mungkin bertentangan dengan dalil tersebut, Imam al-Ghazali
memasukkan ungkapan “mencurahkan keseluruhan kemampuan” tersebut
ke dlaam defenisi ijtihad sempurna”.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Al-Qaradhawi menilai
bahwa ijtihad yang didefinisikan oleh al-Syaukani (w. 1255 H) sudah cukup
memadai walaupun tanpa ungkapan -l &1 i) seperti yang didefinisikan
oleh al-Amidi (w. 631 H). Karena seseorang tidaklah dibebani kecuali

hanya sekadar kemampuannya saja. Ulama yang mengungkapkan g i)

&) (mencurahkan seluruh kemampuan) sebenarnya bermaksud menutup
jalan ijtihad bagi mereka yang tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan
hukum tanpa mencurahkan segenap kemampuannya terlebih dahulu untuk
meneliti dalil-dalilnya dan memperbandingkannya dengan dalil-dalil yang
lain. Disini terlihat bahwa Syekh Y(suf Al-Qardhawi tidak membuat
definisi ijtihad sendiri, tetapi ia lebih memilih definisi ijtihad yang dibuat
oleh Al-Syaukani.

Menurut penulis definisi yang diungkapkan oleh Al-Amidi memakai
kata (1) (dugaan kuat) tetapi terdapat pengulangan ungkapan yaitu dengan
esl) &) ,85) (mencurahkan seluruh kemampuan) dengan ungkapan (e
g 4y 48 3 el e jaall usill s (sehingga ia merasa tidak sanggup
lagi mencari tambahan kemampuan), sedangkan definisi yang baik tidak
boleh mengandung pengulangan kata.

Selanjutnya Muhammad Ab( Zahrah, dalam kitabnya Usul fikih, beliau

mendefinisikan:®

Akt Lgdol o Alasll a8 bliza] (3 anwy akdll J4

& Muhammad Ab{ Zahrah, Ushul al-Fighi, (Damaskus: Dar al-Fikr al-*Arabi,tt), h. 379.
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“Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fikih dalam menetapkan
(istinbath) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya
secara terperinci”.

Menurut definisi ini, usaha ijtihad itu dikatakan sempurna jikalau
hanya dilakukan oleh ahli fikih yang mengkhususkan dirinya untuk
menggali hukum-hukum furi’ ‘amali dari dalil-dalil yang terperinci,
ulamanya disebut dengan al-mujtahid al-mustanbith. Definisi yang
dikemukakan oleh Muhammad Abl Zahrah menambahkan lafaz al-faqih,
yang mengandung arti bahwa ijtihad itu bukanlah sembarang orang, tetapi
orang yang telah mencapai derajat tertentu yang disebut faqih, karena hanya
orang fagih-lah yang dapat berbuat demikian. Begitu juga pengerahan
kemampuan tersebut dilakukan secara maksimal. Dengan demikian
pengerahan kemampuan asal-asalan atau sekedarnya saja, tidak dinamakan
ijtihad.

Kemudian juga ‘Abdul Wahab Khalaf (w. 1956 M), dalam kitabnya

usul fikih, mendefinisikan :’
Be 2l ASY) e Joads L5 e 220 S e gl s

“Pengerahan kemampuan untuk memperoleh tentang suatu hukum syara’
dari dalil yang terperinci dari dalil-dalil syari’at”.

‘Abdul Wahab Khaldf menyebutkan dengan kata J% (pengerahan

kemampuan), jika dikaitkan kata badzl dengan mujthahid sehingga menjadi
badzl al-mujtahid, batasan ini mengisyaratkan bahwa usaha ijtihad itu
hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah berpredikat sebagai
mujtahid, yaitu orang-orang yang sudah memenuhi beberapa persyaratan

untuk melakukan ijtihad.

" Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilmu Ushiil al-Fighi, (Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1996), h. 202.
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Kemudian ada pula definisi yang dikemukakan oleh Imam al-
Ghazalt (w. 505 H) menyebutkan dalam kitabnya al-Mustahsfa, serta
Muhammad Khudhari Bek dalam kitabnya Ushul al-Fighi mendefinisikan:®

Ll @ g Sy o a2l 2SS el b @ sge I
b e o Al Ak e g 2t )

“Mengerahkan apa yang jadi kemampuannya dalam menuntut ilmu
(pemahaman) tentang huku-hukum syara’, atau mengerahkan segala usaha
dalam menuntut ilmu yang mana dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih
dari tuntutan itu”.

Bila diperhatikan Imam al-Ghazal? (w. 505 H) memakai kata al=ll

yaitu mengetahui yang mengandung arti keyakinan yang pasti sesuai
dengan dalil, sedangkan hasil ijtihad pada umumnya hanya sampai pada
tingkat (5 (dugaan kuat) tidak sampai ke tingkat yakin.

Disamping itu, ulama kontomporer Wahbah Zuhaili (w. 1438 H) juga
mendefinisikan ijtihad dalam kitabnya Ushul al-Fighi al-Islamt,

mendefinisikan:®
& Akl Ledsf QR A ¢\§>-§>H blawY dlas o slgY!
Ay il

Artinya: “Ijtihad adalah suatu pekerjaan menetapkan hukum-hukum syara’
dari dalil-dalil yang terperinci dalam syari’at (Islam)”

Dan definisi ijtihad yang terakhir, dikemukakan oleh Abdul Karim
Zaidan, dalam kitabnya al-Wajiz fi Ushdl al-Fighi mendefinisikan:*

8 Hujjatu al-Islam Abl Hamid Muhammad lon Muhamamd al-Ghazali, selanjutnya disebut
dengan al-Ghazaly, al-Mustashfa min ‘Iimi al-Ushdl, (Beir(t: Muassasah al-Risalah, 1997), Jilid 2,
h. 382. Juga lihat Muhammad Khudhari Bek, Ushul al-Fighi, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2004), h. 367.

9 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fighi al-1slami, (Damaskus: Dér al-Fikri, 1986), Cet.1, Juz 2, h.
1039

10 <Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushdl al-Fighi, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006),
Cet. Ke-15, h. 401.
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Dbl gl el pS-YU ol (b (8 anney dgzl Sy

“Mengerahkan apa yang jadi kemampuannya dalam menuntut ilmu
(pemahaman) tentang hukum-hukum syara’, dengan metode istinbath”.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan
disyaratkan  untuk mengetahui hukum-hukum tersebut harus dengan
metode istinbath, yaitu untuk mengetahuinya harus menganalisis dalil-
dalinya dan memperbandingkannya dengan dalil-dalil yang lain, jadi
penetapannya harus dengan istinbath, bukan lansung bertanya kepada
mufti, atau mengetahuinya dari buku-buku yang ada, karena jikalau
demikian bukanlah disebut ijtihad.

Dari beberapa defenisi di atas ada menggunakan kata badzlu al-
wus i atau badzlu al-juhdi menjelaskan bahwa ijtihad itu merupakan usaha
besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Hal ini berarti bila usaha
itu ditempuh dengan tidak sepenuh hati dan tidak bersungguh-sungguh,
maka tidak dinamakan ijtihad. Kemudian penggunaan kata syar’i dan
‘amali mengandung arti bahwa yang dihasilkan dalam usaha ijtihad adalah
hukum syara’ atau ketentuan yang menyangkut tindakan-tindakan manusia,
ini berarti bentuk usaha menemukan sesuatu yang bersifat ‘agl/i, lughawi
dan hissi, tidak disebut ijtihad.

Selanjutnya dalam definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas
juga disebutkan mengenai cara menemukan hukum syar’i, yaitu melalui
istinbath artinya adalah mengeluarkan sesuatu dari dalam lafaz. Hal ini
berarti bahwa ijtihad itu adalah usaha memahami lafaz dan mengeluarkan
hukum dari lafaz tersebut.

Dari beberapa pengertian ulama yang telah penulis paparkan di atas,
setelah menganalisa dan membandingkannya, definisi ijtihad yang tepat

menurut penulis adalah:

bl Sl s b s S 5 3 ol i
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“Mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syari’at
yang zhanni yang bersifat ‘amaliah dengan cara mengambil kesimpulan
hukum (al-istinbath”.

Defenisi yang penulis paparkan di atas secara substansi sama halnya
dengan defenisi-defenisi yang telah dipaparkan oleh ulama usul, akan tetapi
defenisi-defenisi tersebut belum menyebutkan dalalah dari ijtihad tersebut,
maka dari itu penulis menambahkan dengan zhanni (dugaan), karena
produk hukum dari ijtihad tersebut bersifat zhanni.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad adalah pengerahan
daya nalar secara maksimal yang dilakukan oleh orang yang telah mencapai
derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqgih, usaha ijtihad
merupakan dugaan yang kuat tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah
serta usaha ijtihad itu ditempuh melalui cara-cara istinbath.

B. Rukun dan Syarat Ijtihad

Dalam sebuah perkara yang bersifat tuntutan sudah barang tentu
terdiri dari rukun dan syarat. Rukun adalah bagian yang terpenting dari
sesuatu hakikat dan ia merupakan bagian dari hakikat tersebut, adapun
syarat adalah bagian yang dipandang sahnya rukun dengan adanya syarat
tersebut.!! Ulama usul juga mendefinisikan rukun adalah,

el 4 a5 e

“Sesuatu yang menjadi penopang”

Dengan demikian rukun merupakan bagian-bagian yang dengannya
tersusun suatu perkara, jikalau salah satu dari rukun tersebut hilang maka
maka sudah tentu suatu perkara itu tidak ada.*?

Selanjutnya rukun ijtihad yaitu :**

1 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, Pengantar Hukum Islam, (Semarang PT. Pustaka RizKi
Putra, 1975), cet. Ke-5, h. 43.

12 Nadiyah Syarif al-‘Umari, al-Ijtinad fi al-1slam, (BeirGt: Muassasah al-Risalah, 1984), h. 49

18Sayyid Muhammad Mds4, Al-ljtihdd wa mada Hajatuna llaihi Fi Hadza al- ‘Ashr , (Kairo:
Dér al-Kutub al-Haditsah, 1972), h. 121.
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1. al-Hadats atau nafsu al-ijtihad, yaitu badzlu al-juhdi atau istifraghu
al-wus i , artinya adanya pengerahan segala kemampuan.

2. al-Mujtahid, yaitu adanya seorang ahli fikih yang disebut mujtahid.

3. al-Mujtahadu fih, yaitu adanya hukum syara’ yang tidak ada dalil
gath’i-nya, atau hukum-hukum syara’ yang bersifat furi’ (cabang),

Adapun tentang syarat ijtihad dalam literatur usul fikih terlihat
bahwa ahli usul memberikan rumusan yang berbeda tentang syarat ijtihad.
Perbedaan rumusan itu disebabkan oleh titik pandang yang berbeda tentang
mujtahid. Para ulama telah merumuskan persyaratan seorang mujtahid
dengan rumusan dan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi, dari rumusan
yang berbeda itu terlihat ada kesamaan di antara mereka dalam memandang
seorang mujtahid. Pakar usul fikih Sayyid Muhammad Muasa al-Afghani
membagi syarat ijtihad ke dalam tiga aspek, Yyaitu syarat ‘dmmah (Syarat
umum) yaitu tentang kepribadiannya, syarat hAmmah (syarat penting) yang
akan mendekatkan seseorang kepada ijtihad, dan syarat asasiyyah (syarat
dasar ) yang wajib ada bagi pada setiap mujtahid. Berikut penjelasannya:

1. Syarat ‘dmmah (Uumum) yaitu syarat yang menyangkut tentang
kepribadian, menyangkut empat hal yaitu:*

a. al-Bullgh, yaitu seorang mujtahid telah baligh. Seorang mujtahid itu
haruslah dewasa, karena seorang anak kecil yang belum dewasa
sesungguhnya ia tidak dibebani oleh sesuatu apapun, karena ia
belum mukallaf.

b. al-‘Aqlu, yaitu seorang mujtahid haruslah berakal atau sempurna
akalnya, seperti dalam sebuah ungkapan al-‘aglu nafsu al- ‘ilmi
(akal itu merupakan ruhnya ilmu). Dan orang yang tidak sempurna
akalnya seperti orang gila tidak akan mungkin melakukan ijtihad.

c. Syiddatu al-fahmi, yaitu memiki tingkat pemahaman yang kuat.

d. al-mdn, yaitu seorang mujtahid haruslah seorang yang beriman

% 1bid., h. 160-167
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2. Syarat hammah (syarat penting) yaitu tentang kemampuan akademis
seorang mujtahid, yang akan mendekatkan kepada ijtihad. Syarat-syarat
tersebut adalah sebagai berikut:*®
a. Mengetahui ilmu bahasa Arab dan seluk beluknya
b. Mengetahui ilmu usul fikih
c. Mengetahui ilmu manthiq
d. Mengetahui al-bard’ah al-ashliyyah.
3. Syarat asasiyyah (syarat dasar), yaitu syarat yang mesti ada pada
mujtahid. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:®
a. Memahami al-Qur’an, yaitu mencakup mengetahui tentang asbabun
nuzul, mengetahui nasikh wal mansikh, mengetahui tentang seluk
beluk adat bangsa Arab baik perkataan, perbuatan, keadaan dan
keyakinan mereka, mengetahi kaidah-kaidah tarjih ketika ada
pertentangan antara dalil.

b. Memahami hadits Nabi.

c. Memahami maqashid syari’at.

d. Memahami kaidah-kaidah kulliyat
Sedangkan syarat-syarat mujtahid yang dirumuskan oleh Wahbah

Zuhaili (w. 1438 H) adalah sebagai berikut:’

a. Mengetahui makna ayat ahkam yang terdapat dalam al-Qur’an baik
secara bahasa maupun secara istilah syara’. Menurut al-Ghazali (w. 505
H), jumlah ayat-ayat ahkam yang perlu dikuasai sekitar lima ratus ayat.
Maksud ungkapan “secara bahasa” artinya mengetahui makna-makna
mufrad dari suatu lafaz dan maknanya dalam susunan kalimat. Adapun
makna syara’ adalah mengetahui berbagai segi penunjukan lafaz
terhadap hukum seperti mantlg, mafhdim mukhalafah, mafhim

muwafagah, lafaz umum dan khash.

15 1hid., h. 168-178
16 1pid., h. 179-199
17 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fighi al-Islamf, op.cit., h. 1044-1049.



67

b. Mengetahui hadits-hadits ahkam baik secara bahasa maupun istilah.

c. Mengetahui al-Qur’an dan hadits yang telah dinasakh dan mengetahui
ayat dan hadits yang menasakh. Tujuannya agar mujtahid tidak
mengambil kesimpulan dari nash (al-Qur’an dan hadits) yang sudah
tidak berlaku lagi.

d. Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh ijma’,
sehingga ia tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma .

e. Mengetahui giyas dan sesuatu yang berhubungan dengan giyas yang
meliputi rukun, syarat, ‘illat hukum dan cara istinbathnya dari nash,
mashlahah manusia, dan sumber syari’at secara keseluruhan. Karena
giyas adalah metode ijtihad.

f.  Mengetahui bahasa Arab tentang nahwu, sharaf, ma’dni, bayan dan
uslb-nya karena al-Qur’an dan hadits itu berbahasa Arab.

g. Mengetahui ilmu usul fikih, karena usul fikih adalah tiangnya ijtihad
berupa dalil-dalil secara terperinci yang menunjukkan hukum melalui
cara tertentu seperti amar, nahi, ‘a4m, dan khash. Tentang urgensi usul
fikih al-Razi dalam kitabnya al-mahshdl “/lmu yang paling penting
untuk dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu ushul fikih”.

h. Mengetahui maqgashid syari’ah dalam penetapan hukum, karena
pemahaman nash dan penerapannya dalam peristiwva bergantung
kepada maqgdshid syari’ah.

Kemudian menurut Imam al-Syaukani (w. 1255 H) seorang
mujtahid haruslah baligh dan berakal, ini merupakan syarat mutlak.
Kemudian memiliki kemampuan dapat mengeluarkan hukum-hukum
syara’. Diantara syarat-Syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid
menurut Imam al-Syaukani (w. 1255 H) adalah sebagai berikut:*8
a. Pengetahuan tentang al-Qur’an dan Sunnah. Jika salah satunya tidak

dikuasai maka dia bukanlah seorang mujtahid, dan tidak boleh

18 Al-Imam Muhammad Ibn ‘Alf al-Syaukany, Irsyadu al-Fuhl, op.cit., h. 716-720
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berijtihad. Dan juga tidak disyaratkan untuk mengetahui seluruh isi al-
Qur’an dan Sunnah, tetapi mengetahui apa-apa saja yang berhubungan
dengan hukum.

b. Pengetahuan tentang ijmad’. seorang mujtahid harus mengetahui ijmad’
sehingga dia tidak berfatwa dengan fatwa yang menyelisihi ijmd’.

c. Pengetahuan tentang lisan al- ‘arab. Seorang mujtahid harus menguasai
perkataan, dialeg, dan uslub bangsa Arab, sehingga memungkinkan
mujtahid tersebut menafsirkan al-Qur’an dan Sunnah yang bersifat
janggal. Diantara ilmu yang harus dikuasainya adalah ilmu nahwu,
sharaf, ma’ani, bayan. Sehingga hukum-hukum yang dikeluarkan dari
hasil ijtihadnya bersifat kuat. Sebagaimana perkataan Imam al-
Mawardi “mengetahui dialeg atau uslub bangsa Arab wajib bagi setiap
muslim dari kalangan mujtahid dan selainnya”

d. Pengetahuan tentang ilmu ushul fikih. Seorang mujtahid harus
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang usul fikih, karena dengan
ilmu ini akan mampu mengembalikan furii* kepada ashal dengan cara
yang mudabh.

e. Pengetahuan tentang nasikh wal mansikh.

Dari uraian tentang syarat-syarat ijtihad menurut beberapa ulama di
atas terlihat bahwa ijtihad itu adalah kegiatan bagi orang yang memenuhi
syarat tertentu. Menurut penulis kesimpulan dari syarat-syarat mujtahid
tersebut adalah, mengetahui bahasa Arab, karena sumber pokok hukum
syara’ yaitu al-Qur’an dan Sunnah berbahasa Arab. Syarat selanjutnya
adalah mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang al-Qur’an, tentang
hadits, tentang ijmd’ ulama, tentang giyas, tentang magqashid syari’ah,
tentang usul fikih dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan khazanah
keilmuan Islam. Dan menurut penulis selain dari syarat-syarat mujtahid
yang dipaparkan oleh beberapa ulama di atas, syarat mendasar yang harus

ada pada diri seorang mujtahid adalah harus memiliki kemampuan untuk
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berfikir tajam, pemahaman yang kuat dan cerdas. Karena jikalau seseorang

tidak memiliki basic untuk berijtihad, maka sudah dipastikan dia tidak akan

sanggup melakukan ijtihad, meskipun dia memiliki syarat-syarat yang lain
seperti halnya seseorang yang mempelajari bahasa Arab dan syi’ir tidak
akan menjadikannya seorang penyair karena tidak memiliki basic untuk
bersyi’ir dalam dirinya, begitu juga dengan ijtihad.
C. Pembagian ljtihad

Mengenai pembahasan pembagian ijtihad ada beberapa pendapat
ahli ushul fikih, Muhammad Ab( Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fighi,
membagi ijtihad dari segi bentuk karya ijtihadnya, kepada dua bagian :°

a. ljtihad istinbathi, yaitu usaha ijtihad yang berusaha menggali dan
menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Ini disebut
juga ijtihad yang paripurna dan secara khusus berlaku dikalangan
sekelompok ulama yang berfungsi mencari hukum furii’ yang amaliah
dari dalilnya yang terinci. Dan ijtihad yang dilakukan oleh imam
mujtahid yang populer termasuk kedalam bentuk ijtihad istinbatht.

b. ljtihad tathbigi, yaitu usaha ijtihad yang bukan untuk menemukan dan
menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam
mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Masalah
hukum yang muncul kemudian itu ditetapkan hukumnya dengan
menghubungkannya kepada hukum yang telah ditetapkan imam
terdahulu. Dalam hal ini memang tampak ada upaya pengerahan daya
ijtihad, namun tidak menghasilkan hukum yang baru atau orisinal serta
tidak menggunakan dalil syara’ yang mu tabar sebagai rujukan, tetapi
hanya merujuk kepada hukum-hukum yang telah ditemukan mujtahid

terdahulu.

19 Muhammad Ab{ Zahrah, Ushul al-Fighi,op.cit., h. 379-380.



70

Kemudian dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, Wahbah
Zuhaili dalam bukunya Ushul al-Fighi al-Islami membagi ijtihad kepada
tiga bentuk:?°
a. ljtihdd bayani, yaitu ijtihad untuk menemukan hukum-hukum yang

terkandung dalam nash, namun sifatnya zhanni, baik dari segi
ketetapannya maupun dari segi penunjukannya.

b. ljtihad giyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum
terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat
dalam nash. Dan menetapkan hukum tersebut dengan giyas.

c. ljtih&d istishlahi, yaitu usaha ijtihad untuk menggali dan menemukan,
merumuskan hukum syar’i dengan cara menerapkan kaidah kulli untuk
kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash. Hukum
tersebut dibangun atas dasar kaidah istishlah.

Kemudian pembagian ijtihad dilihat dari segi pelaksanaannya atau
dari segi siapa yang terlibat langsung dalam melakukan penggalian dan
penemuan hukum untuk kasus tertentu. Dilihat dari segi ini, ijtihad ada dua
macam yaitu:

a. ljtinad Fardi, atau ijtihad perorangan, maksudnya adalah ijtihad yang
pelakunya hanya satu orang. Jenis ijtihad ini sangat mungkin dilakukan
jika masalah atau kasus yang menjadi objek bersifat sedehana dan
terjadi  ditengah masyarakat yang sederhana, sehingga tidak
memerlukan penelitian atau kajian dari berbagai disiplin ilmu.
Contohnya ijtihad dalam menetapkn berlakunya tayammum apakah
berlaku hanya utnuk satu shalat atau lebih dari satu shalat.?

b. ljtihad Jamd’i, yaitu usaha ijtihad yang dilakukan oleh sebagian besar
ahli fikih untuk mendapatkan secara zhann (dugaan kuat) tentang suatu

hukum syara’ dengan metode istinbath, adapun kesepakatan mereka

20 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fighi al-Islamf, op.cit., h. 1041
2L Amir Syarifuddin, Ushul Figh, op.cit., h. 273
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keseluruhan atau sebagian besar tersebut setelah dimusyawarahkan.?

ljtihad dalam bentuk ini terjadi karena masalah yang diselesaikan

sangat kompeks dan bisa saja meliputi bidang yang luas, sehingga perlu
melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin
dilakukan oleh seorang spesialis pada satu bidang tertentu.

Al-Mawardi (penukilan dari al-Syaukant) pembagian ijtihad jika
dilihat dari sudut usaha ijtihad dalam kaitannya dengan cara yang
digunakan. Menurut sudut pandang ini, ijtihad itu terbagi delapan bagian: %
a. ljtihad untuk mengeluarkan hukum dari makna tujuan yang terdapat

dalam nash. Contohnya firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 276:

B O GREO W S + a5 CHDVGOSO

N6V LAROO0D W@Wa F ONI=IBRO OO
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...”
Dalam hal ini ijtihad mencoba menembus makna ‘illat dari ayat ini,
yaitu karena riba itu merusak dan merugikan, berbeda dengan shadagah
yang menguntungkan.

b. Ijtihad untuk mengeluarkan hukum dari kemiripan yang terdapat dalam
nash. Umpamanya menetapkan status seorang hamba sahaya, apakah
statusnya sebagai seorang manusia atau sesosok hewan. Di satu sisi,
hamba sahaya itu mempunyai kemiripan dengan manusia yang
merdeka, karena ia juga punya hak dan dibebani beberapa hukum,
namun disisi lain ia dapat diperjualbelikan.

c. ljtihad mengeluarkan hukum dari keumuman lafaz nash.

d. Ijtihad untuk mengeluarkan hukum dari kumpulan nash. Contohnya
ijtihad dalam menetapkan kadar mut’ah, yaitu mahar yang dibayar oleh
suami setelah dia mencampuri istrinya. Sedangkan mahar tersebut

belum ditetapkan, maka ijtihad dalam hal ini berlaku untuk menetapkan

22 < Abdul Majid al-SGsah al-Syarfi, al-1jtihad al-Jamd i fi al-Tasyri’i al-1slami, (Doha: Dar al-
“Ulam, tt), h. 46
2 Al-Imam Muhammad Ibn “Alf al-Syaukany, Irsyadu al-Fuhl, op.cit., h. 737-738
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jumlah mut’ah itu dengan melihat kaya atau miskinnya kedua belah
pihak.

e. ljtihad untuk mengeluarkan hukum dari keadaan-keadaan hukum
hukum yang terdapat dalam nash. Contohnya ijtihad dalam menetapkan
dam (denda) pada haji tamattu’, kewajiban puasa itu pelaksanaannya
dapat berarti setelah meninggalkan tanah suci atau setelah kembali,
maka ijtihad di sini menetapkan salah satu dari keduanya yang paling
dominan.

f. Ijtihad untuk mengeluarkan hukum dari dalil (penunjuk yang kuat)
dalam nash. Contohnya ijtihad dalam menetapkan ukuran kewajiban
suami atas nafkah istrinya. Ayat tidak menjelaskan berapa ukuran
kewajiban nafkah, namun dari petunjuk nash, mujtahid mengeluarkan
hukumnya untuk orang kaya sebanyak dua mud, sebagai ukuran
maksimal kewajiban seseorang yang harus dibayar dalam fidyah. Untuk
siami istri yang miskin satu mud, ukuran minimal dalam kafarat bagi
yang mencampuri istri di bulan ramadhan.

g. Ijitihad untuk mengeluarkan hukum dari ‘amérat (petunjuk yang
kurang kuat) dalam nash.

h. Ijtihad untuk mengeluarkan hukum yang bukan dari nash juga bukan
dari prinsip nash.

D. Lapangan ljtihad dan Tingkatan Mujtahid

Ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa sumber
utama ajaran Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika ada
sebuah permasalahan yang dapat ditemukan hukumnya pada kedua sumber
hukum tersebut atau salah satu dari keduanya maka tidak boleh lagi
mencari-cari hukum kepada selain keduanya atau menentukan hukum yang
berbeda dengan apa yang telah ditentukannya, sama saja apakah hukum itu
disebutkan dengan terang atau dipahami dari penunjukkan nash yang
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terang. Jika ditemukan nash maka ra'yu (ijtihAd) menjadi batal. Hal ini
merupakan pendapat yang terkuat dari kalangan ulama dan juga fugaha’.2*

Oleh sebab itu ulama merumuskan sebuah kaedah:®
C-’-J‘AM ua;j\ J)y L} JL@.’J&-?U C\.M Y

“Tidak boleh berijtihad dalam permasalahan yang telah memiliki nash yang
terang”.

Maka dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa ijtihad hanya berlaku
dalam masalah-masalah yang belum ada nash-nya dan juga pada masalah-
masalah yang telah ada nash-nya akan tetapi belum pasti untuk masalah itu.

Salah seorang pakar fikih dan usul fikih Amir Syarifuddin
menjelaskan bahwa ketiadaan nash untuk menujukkan sebuah hukum dapat
dilihat dari dua bentuk, yaitu:2°
1. Al-Qur’an dan Hadis secara jelas dan langsung tidak menetapkannya,

tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. Umpamanya
untuk menghimpun al-Qur’an dan membukukannya menjadi satu
mushhaf. Dalam hal ini tidak ada keterangan dalam al-Qur’an dan juga
hadis yang menjelaskan hukumnya. Oleh sebab itu butuh ijtihad untuk
menjelaskan hukumnya.

2. Secara jelas, langsung dan menyeluruh memang tidak ada ketentuan-
ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an dan hadits, namun secara tidak
lansung atau bagiannya ada penjelasannya. Maka untuk menjelaskan
hukum dalam hal ini juga butuh kepada ijtihad.

Maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad hanya bisa dilakukan untuk

menentukan hukum pada permasalahan yang tidak memiliki nash ataupun

24 y(suf al-Qardhawi, al-1jtihad fi al-Islam, (Beirdt: Muassasah al-Risélah, 1985), Cet. ke-2, h.
53

% Musthafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am, (Damaskus: Alfa Ba al-Adib,
1969), Jilid 2, h. 1008
% Amir Syarifuddin, Ushul Figh, op.cit., h. 287
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permasalahan yang memiliki nash, akan tetapi tidak menunjukkan hukum
yang pasti dan jelas tentang itu.

Ketidakpastian tersebut, dapat dilihat dari segi keberadaanya sebagai
dalil (wurlid-nya). Seluruh ayat al-Qur’an pasti datang dari Allah SWT,
adapun hadits Nabi ada yang pasti wur(d-nya dari Nabi, yaitu hadits-hadits
mutawatir, dan ada pula yang tidak pasti wurdd-nya dari Nabi seperti hadits
ahad. Ketidakpastian itu maksudnya adalah apakah itu benar dari Nabi atau
tidak. Kemudian ketidakpastian itu, dapat pula dilihat dari segi
penunjukkannya terhadap hukum, yang disebut dengan dilalah-nya.karena
mengandung kemungkinan arti yang lain dari itu. Ketidakpastian dapat
dirinci sebagai berikut:

1. Tidak pasti penunjukkan terhadap hukum (zhanni al-dilalah), tetapi
pasti keberadaan sebagai dalil nash (gath’t al-wurld). Seperti firman
Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 228 :

P PORHOOILEID D6 OeQ¥HDECONWa -0
‘O.¢OmETR Ol R %2O~>
HOR®=> 2
Artinya:Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'...

Dalil tersebut dari segi wurld-nya gath’i, karena ini merupakan ayat
Allah  SWT vyang tidak diragukan lagi keberadaannya, namun
penunjukkannya terhadap hukum yang ditimbulkannya tidak pasti,
karena kata quru’ dalam ayat itu dapat berarti suci dan dapat pula
berarti haid, sehingga hukum vyang ditimbulkannya menjadi
berlawanan.

2. Tidak pasti keberadaannya sebagai dalil atau nash dan tidak pasti pula
penunjukkannya terhadap hukum (zhanni al wurdd wa al —diléalah).
Misalnya hadits ahadd yang merupakan zhanni al wurdd juga
menunjukkan dilalah-nya terhadap hukumpun tidak meyakinkan,

karena mengandung makna ganda.
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Selanjutnya, bila suatu masalah telah ada dalilnya, baik dalam
bentuk nash maupun dalam bentuk ijmd’ tentang keberadaannya sebagai
dalil adalah pasti (gath’i al wurQd) seperti al-Qur’an, hadits mutawatir, dan
ijma’ sahabat yang dinukilkan secara mutawatir, begitu pula
penunjukkannya terhadap hukum (gath’i al-dilélah) , maka hukumnya
sudah pasti. Dalam hal ini tidak berlaku lagi ijtihad, artinya masalah ini
bukan menjadi lapangan ijtihad.

Kemudian tingkatan mujtahid (urutan kedudukan) mujtahid
berkaitan erat dengan pemenuhan persyaratan sebagai mujtahid. Mujtahid
memiliki tingkatan-tingkatan yaitu mujtahid fi al-syar’, mujtahid muntasib,
mujtahid fi al-madzhab, mujtahid murajjih.?’

Mujtahid fi al-syar” adalah mujtahid yang menggali hukum-hukum
syara’ secara langsung dari al-Qur’an dan hadits, menggunakan @iyas,
memberi fatwa berdasarkan mashlahat, menggunakan istihsan, dan
menggunakan pendapat berdasarkan sad al-dzari’ah. Mereka menggunakan
sistematika penggalian hukum yang mereka rumuskan sendiri, serta
menetapkan hukum bagi kasus-kasus baru berdasarkan sistematika tersebut.
Dan mereka merupakan orang-orang yang membangun suatu madzhab
seperti imam mujtahid yang empat. Mujtahid fi al-syar’, oleh Wahbah
Zuhaili disebut dengan mujtahid mustaqil, ?® atau disebut juga dengan
mujtahid al-muthlaq.?®

Mujtahid muntasib adalah mujtahid yang mengambil pendapat salah
seorang pemuka madzhab tertentu mengenai aturan-aturan pokok tetapi
berbeda dalam penerapannya, sekalipun sebagian besar dari kesimpulan
yang mereka peroleh adalah sama. Mujtahid muntasib, disebut juga dengan
mujtahid muthlag ghairu al-mustaqil. Diantara tokoh ulama yang termasuk

ke dalam tingkatan ini dari golongan Hanafiah adalah Abu Yusuf (w.167

27 Muhammad Ab{ Zahrah, Ushul al-Fighi, op.cit., h. 390
28 \Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fighi al-Islamf, op.cit., h.1079
29 Nadiyah Syarif al-‘Umari, al-1jtihad fi al-Islam, op.cit., h. 173
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H), Muhammad (w.189 H) dan Zufar (w.158 H), dari golongan Malikiyah
Ibnu Qasim (w.191 H), dari golongan Syafi’iyah adalah al-Muzanni (w.264
H), dan dari golongan Hanabilah adalah Ibnu Taimiyah (w.728 H). *°

Mujtahid fi al-madzhab adalah mujtahid yang mengikuti aturan-
aturan pokok dan penerapannya atas kasus-kasus yang hukumnya telah
ditetapkan oleh pemuka mazhab tertentu. kegiatan mereka dikenal dengan
sebutan tahqig al-manath, yaitu menerapkan illat-illat hukum yang digali
oleh pemuka mazhab terhadap kasus-kasus baru yang mereka temui.®
Kegiatan mereka terdiri dari dua unsur yaitu pertama menelusuri kaidah-
kaidah pokok dan seluruh dhabith fighly yang bersifat umum yang terdiri
dari atas illat-illat giyas yang digali oleh para ulama sebelumnya.
Selanjutnya, mereka menggali hukum-hukum mengenai kasus-kasus baru
yang belum ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah pokok. Dengan demikian
mereka berijitihad mengenai hal-hal baru yang belum ada hukumnya dalam
mazhab. 3

Mujtahid murajjih adalah mujtahid yang melakukan tarjih terhadap
pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid sebelumnya
mengenai status hukum bagi kasus yang sama dengan menggunakan
metode tarjih yang telah dirumuskan oleh para mujtahid pendiri madzhab.
Kegiatan tarjih ini bertujuan untuk memilih hukum yang sesuai dengan
kondisi pada masa mereka.

E. Kedudukan ljtihad dalam Hukum Islam

Tidak seluruh perbuatan manusia memiliki nash yang jelas dari
Allah  SWT karena sifat dari perbuatan manusia terus berkembang
sedangkan nash yang berupa wahyu telah terhenti semenjak wafatnya

Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, banyak perbuatan manusia tersebut yang

%0 1bid., h. 178
3 1pid., h. 183
32 Muhammad Abi Zahrah, Ushul al-Fighi, op.cit., h. 391
3 1pid., h. 393
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tidak memiliki keterangan hukum yang jelas dan bahkan tidak memiliki
keterangan sama sekali (sukdt al-Syari’).

Maka untuk menjawab itu semua diperlukanlah ijtihad, posisi ijtihad
memiliki dasar yang kuat dalam ajaran hukum Islam. Wahbah al-Zuhaili
juga menyebutkan bahwa ijtihad merupakan ashlun min ushdl al-syari ah
(ljtihad merupakan pokok di antara pokok-pokok ajaran Islam), maksudnya
adalah disamping wahyu vyaitu al-Qur’an dan hadits, ijtihad merupakan
salah satu sumber dalam menetapkan hukum Islam terhadap masalah-
masalah yang tidak ada dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an. Banyak
dalil yang menjelaskan peran ijtihad ini, baik diungkapkan dalam bentuk
isyarat maupun secara jelas. Diantaranya adalah terdapat dalam surat al-
Nisa’ ayat 59 :

MACTE* ORx rOAVIRIOO®GCre QR

* F oS LR €RsOR@ o
FINECR"OWa -0
Artinya:...Maka jika kamu berselisih paham tentang sesuatu kembalikanlah
kepada Allah dan Rasul...

Pada ayat ini terdapat perintah untuk mengembalikan sesuatu yang
diperselisihkan kepada Allah dan Rasul. Yang diperselisihkan itu biasanya
sesuatu yang tidak ditetapkan Allah SWT secara jelas dan tegas dalam
firman-Nya. Sedangkan perintah mengembalikannya kepada Allah dan
Rasul berarti menghubungkan hukumnya kepada apa yang pernah
ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an atau yang ditetapkan Rasul dalam
Sunnah. Cara seperti ini disebut giyas, dan giyas merupakan salah satu
bentuk ijtihad. Dengan demikian perintah untuk mengembalikan kepada
Allah dan Rasul itu merupakan suruhan untuk berijtihad dan setiap suruhan
itu pada dasarnya adalah untuk wajib.

Ayat lain tentang kewajiban untuk berijtihad itu juga dapat dipahami dari

firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 2:
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OB EHION KOO BX-O€OF @€ fRa a0,
PO OB O I T Ba I

Artinya:“...Maka ambillah i’tibar (untuk menjadi pelajaran), Hai orang-
orang yang mempunyai pandangan...”

Pada ayat di atas Allah memerintahkan orang-orang Yyang
mempunyai pandangan, yaitu seorang fagih untuk mengambil i ’tibar atau
pertimbangan dalam berpikir. Maka seorang yang faqih akan dapat
mengambil kesimpulan, cara mengambil kesimpulan atau i’tibar ini
merupakan salah bentuk dari ijtihad. Karena dalam ayat tersebut Allah
memerintahkan mengambil i tibar maka berarti Allah juga memerintahkan
berijtihad, karena pada dasarnya perintah itu adalah wajib.

Perintah untuk berijtihad juga terdapat dalam hadits Nabi SAW,
diantaranya adalah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

O&ééw—\dqﬁ\wdﬂJ\gﬁ&éjbsjp-wb&ﬁdﬂ&\&wb
s G el Gl 8 e e 8 O bl s
st = phos e &1 o = 0 sy o &1 plall oy gy0e o o
Uasl & agarls oS 13ly ¢ Ol alh Lol 2 dgar b (ST S 13 »

(sl o)) « 1 ol

Artinya: “Abdullah  bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywat
menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin al-Hagadiy
meneceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ibrahim bin al-
Harits, dari Yusri bin Sa’id, dari Abi al-Qais Maula ‘Amru bin al-
‘Ash, dari Amru bin Ash ra. bahwasanya ia pernah mendengar
Rasulullah  SAW  bersabda, “Jika seorang hakim berijtihad
kemudian ijtihddnya benar maka baginya adalah dua pahala. Jika
seorang hakim berijtihdd dan kemudian ijtihddnya tersalah maka
baginya adalah satu pahala.” (H.R. al-Bukhari )**

34 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, , kitab al-I’tishdm bi al-Kitab wa al-Sunnah, (Beirut: Dar al-
kutub al-‘Tlmiyyah, 1999), jilid 4, h. 430, hadits no. 7352.
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Dalam hadits di atas jelas bahwa usaha yang sangat dimuliakan
meskipun orang yang berijtihad salah yaitu hakim tetap diberikan pahala
atas usaha kerasnya tersebut, karena sudah memutuskan atau memberikan
hukum pada suatu perkara yang tidak ada hukumnya secara tegas.
Kemudian dalam hadis lain, menceritakan tentang pengangkatan Mu’adz
Ibn Jabal sebagai gadhi, Rasulullah SAW bersabda:

uT;\jLL&\Jy)uid\.o-u_:;wuwﬁuﬁu@k}_ﬁwwau.c
28 1 JU Selas o oo 13 (S 1 JU el ) 13lae ny

OB 1 JB L) Sy B 0 JU S ST A4 L 0B 1 JB L S
Dy s oy dgerl 1 JU Sl OLS 3 Y 5l Jyw) 2o 3 44
U &) gy Jpy 359 ol o) 1By 000 WLy acde &I Lo

(351> sl olg)) B Jsme) 22

Artinya: “Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, dari sahabat
Mu’adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW, ketika beliau
bermaksud untuk mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya
apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana
kamu memutuskannya? ‘Mu’adz menjawab: Aku memutuskannya
dengan berdasarkan kepada al-Qur’an. Nabi bertanya lagi: ‘Jika
kasus itu tidak kamu temukan dalam al-Qur’an?’, Mu’adz
menjawab, aku akan memutuskannya dengan berdasarkan kepada
Sunnah, Rasulullah bertanya lagi, jika kasusnya tidak terdapat
dalam Sunnah dan al-Qur’an?, Mu’adz menjawab: ‘aku akan
berijtihad. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz ,
seraya berkata: ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberikan
petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhai-
Nya”. (H.R Abl Daud)®

Selain dari dua hadits di atas yang dapat dijadikan dasar hukum
ijtihad sebagai salah satu sumber hukum setelah alqur’an dan sunnah, para
sahabat juga melakukan ijtihad terhadap perkara-perkara yang tidak
dijelaskan oleh al-Qur’an dan Sunnah, seperti Abu Bakar yang apabila

35 Abl Déud, Sunan Abd Daud, (tt: Dar al-fikr, tth), juz 111, h. 303.
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dihadapkan kepadanya permasalahan yang tidak dijelaskan oleh al-Qur’an
maupun Sunnah, maka beliau berijtihad.*

Di zaman Nabi umat Islam tidak butuh kepada ijtihad, karena
permasalahan baru yang belum ada hukumnya dapat ditanyakan langsung
kepada Nabi dan Nabi langsung menjawab berdasarkan petunjuk wahyu
yang terjamin kebenarannya. Kemudian setelah Nabi wafat barulah ijtihad
diperlukan oleh ulama mujtahid untuk menjawab hukum permasalahan baru
yang timbul dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip Yyang
terkandung dalam al-Qur’an.

Menurut penulis, permasalahan yang tejadi pada saat ini sangat
kompleks dan jawabannya tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun hadits.
Jika tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari orang yang pantas
berijtihad, maka akan terjadi kekosongan hukum dan hal ini tidak sejalan
dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, ijtihad untuk sekarang ini
merupakan hal yang dhardri (mendesak) untuk dilakukan, karena begitu
banyak kasus permasalahan baru yang sifatnya kompleks dan rumit yang
memerlukan jawaban dari hukum Islam.

Adapun bentuk-bentuk ijtihad, atau yang disebut juga dengan
metode itjtihad adalah jalan atau cara istinbath hukum yang dilakukan oleh
seorang mujtahid dalam memahami, menemukan dan merumuskan hukum
syara’. Cara-cara itu adalah sebagai berikut:*’

a. Qiyas, yaitu dengan cara menyamakan hukum sesuatu dengan hukum
lain yang sudah ada hukumnya dikarenakan adanya persamaan sebab.

b. Mashlahah mursalah, yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak
ada nash-nya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia
yang bersendikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari

mudharat.

3 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fighi al-Islam, loc.cit., h. 1040.
37 Sapiudin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h. 261-262
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c. Istihsan, yaitu memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan
syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum.

d. Istishhab, yaitu melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada
sampai ada ketentuan dalil yang mengubahnya.

e. ‘Urf, yaitu kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh
kelompok masyarakat. ‘urf terbagi kepada, pertama ‘urf shahih, yaitu
‘urf yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh
akal yang sehat, membawa kebaikan dan sejalan dengan prinsip nash.
Kedua ‘urf fasid, yaitu kebiasaan jelek yang merupakan lawan dari ‘urf
shahih.

f. Madzhab shahabi, yaitu suatu keterangan atau penjelasan tentang
hukum syara’ yang dihasilkan melalui ijtihad.®

9. Syar’u man qabland, yaitu hukum-hukum yang telah disyari’atkan
untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul
terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum
adanya syari’at Nabi Muhammad.*®

h. Saddu al-dzariah, yaitu menutup jalan terjadinya kerusakan atau apa
yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung
kerusakan.*

F. Hubungan Ijtihad dengan Kaidah Fikih
Dalam hirarki sumber hukum Islam, al-Qur’an dan Sunnah
merupakan sumber utama untuk merujuk tasyri’, bahkan imam al-Syathibi

(w. 290 H) mengembalikan seluruh dalil syara’ kepada al-Qur’an saja,

beliau berargumen bahwa mengamalkan dan memegang Sunnah karena

memang diperintahkan al-Qur’an. Sunnah merupakan sebagai penjelas

(syarih) makna al-Qur’an. Dengan demikian al-Qur’an adalah ashlu al-

38 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, op.cit., h. 378.
39 |bid., h. 391.
40 1hid., h. 399.
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ush@l yaitu sumber dari segala sumber hukum Islam.** Akan tetapi tidak
dapat dipungkiri bahwa jangkauan hukum al-Qur’an dan Sunnah terbatas.
Penggalian hukum syara’ harus selalu dilakukan terhadap berbagai
persoalan baru yang muncul tersebut. Oleh sebab itu maka butuh kepada
ijtihad, vyaitu para mujtahid harus mengerahkan pemahaman dan
penelitiannya untuk menetapkan status hukum persoalan tersebut.

Ulama kontemporer Muhammad AbQ Zahrah dalam kitab Ushdl al-
Fighi-nya menyatakan bahwa sebagian ulama usul mendefinisikan ijtihad

sebagai berikut:*?
Lehnas (3 Lely &e 201 a8 Dliza) (3 Lol gl L6 Jdog A £1dn]

“Pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya, baik dalam
mengeluarkan hukum syara’ maupun penerapannya”.

Berdasarkan definisi ini, Menurut AbQ Zahrah ijtihad terbagi kepada
dua bagian, yaitu pertama, ijtihad yang khusus berkaitan dengan penggalian
atau pengistinbathan hukum dan penjelasan dari hukum tersebut. Kedua,
ijtihad yang khusus berkaitan dengan penerapan hukum. Bentuk ijtihad
yang pertama adalah bentuk ijtihad yang sempurna dan ijtihad ini khusus
bagi para ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang
bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut jumhur ulama,
ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman, sedangkan ulama
Hanabilah berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin koson dari
bentuk ijtihad seperti ini.

Bentuk ijtihad yang kedua ini, ulama sepakat bahwa suatu zaman
tidak mungkin kosong dari ijtihad ini. Mereka adalah para ulama takhrij
dan ulama yang berusaha menerapkan ‘i/lat- ‘illat hukum yang digali dari
persoalan-persoan cabang yang mana hal itu telah digali pula oleh para

“1lmam Ibrahim bin Masa bin Muhammad al-Lakhm{ al-Gharnatht al-Syéathibi, al-Muwafagat,
(Beir(t: Dar al-Fikr: 1994), h. 22-23.
42 Abl Zahrah, Ushul al-Fighi, op.cit., h. 379
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ulama terdahulu. Dengan cara tathbiq (penerapan) ini, akan tampak hukum
berbagai masalah yang belum diketahui oleh para ulama terdahulu yang
mana ulama terdahulu merupakan ulama yang mempunyai otoritas ijtihad
bentuk pertama. Tindakan ini disebut tahqig al-manath (penetapan dan
penerapan ‘illat).*

Dari definisi yang dipaparkan oleh AbG Zahrah ini dapat dipahami
bahwa, bentuk ijihad yang dilakukan oleh para ulama terbagi kepada dua
bentuk. Bentuk pertama yaitu, usaha ijtihad yang berusaha menggali dan
menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan, atau disebut juga
dengan ijtihad yang paripurna dan secara khusus berlaku dikalangan
sekelompok ulama yang menfokuskan dalam mencari hukum furi’ yang
amaliah dari dalilnya yang terinci, seperti yang dilakukan oleh imam
mujtahid yang populer. Bentuk ijtihad seperti inilah yang disebut dengan
ijtihad istinbatht.

Adapun dalam ijtihad istinbathi jika dilihat dari segi dalil yang
dijadikan pedoman oleh para mujtahid, maka ijtihad ini dibagi kepada tiga
bentuk pula yaitu ijtihad bayani, ijtihad giyasi, dan ijtihad istishlaht. ijtihad
bayani adalah usaha ijtihad untuk menemukan hukum-hukum yang
terkandung dalam nash, namun sifatnya zhanni, baik dari segi ketetapannya
maupun dari segi penunjukannya. ljtihad ini berhubungan dengan
penjelasan kebahasaan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah.
Kemudian ijtihad qiyasi adalah usaha ijtihad untuk menggali dan
menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya
secara tersurat dalam nash. Dan menetapkan hukum tersebut dengan
metode giyas. Dan ijtihad istishlahi adalah usaha ijtihad untuk menggali
dan menemukan, serta merumuskan hukum syar’i dengan cara menerapkan
kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam
nash. Ijtihad ini dengan menggunakan ra’yu (akal) yang tidak

3 1bid., h. 379



84

menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah, hukum tersebut dibangun
atas dasar kaidah istishlah.

Selanjutnya selain ijtihad istinbathi, bentuk kedua dari ijtihad yang
dilakukan oleh para ulama adalah ijtihad tathbigi. Yaitu, usaha ijtihad yang
bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum baru, tetapi
menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada
kejadian yang muncul kemudian. Masalah hukum yang muncul kemudian
itu hukumnya ditetapkan dengan menghubungkannya kepada hukum yang
telah ditetapkan oleh imam terdahulu. Dalam hal ini memang tampak ada
upaya pengerahan daya ijtihad, namun tidak menghasilkan hukum yang
baru atau orisinal serta tidak menggunakan dalil syara’ yang mu tabar
sebagai rujukan, tetapi hanya merujuk kepada hukum-hukum yang telah
ditemukan mujtahid terdahulu.

Jika dikaitkan dengan kaidah-kaidah fikih, maka kaidah fikih dapat
masuk kepada bentuk ijtihad yang kedua ini yaitu ijtihad tathbiqi. artinya,
kaidah fikih sebagaimana dilihat dari defenisinya berfungsi untuk mengikat
berbagai hukum fikih yang berserakan lalu diikat dalam satu ikatan karena
mempunyai kesamaan ‘illat. Dengan kesamaan ‘illat inilah, maka semua
persoalan yang masuk kedalam kaidah dapat dipecahkan status hukumnya
dengan cara menyamakannnya dengan hukum masalah lain yang sudah ada
hukumnya.*

Maka dapat diambil benang merahnya bahwa antara kaidah fikih
dengan ijtihad memiliki hubungan dan kaitan yang sangat kuat. Hal ini
karena setiap penggalian hukum dalam syari’at Islam harus berpijak
kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalil syara’

yang dapat dijadikan sebagai hujjah ada dua macam, yaitu dalil naglt

4 <Illat merupakan salah satu dari rukun Qiyas, yaitu penerapan hukum dan aspek yang
menjadi kesamaan dalam penerapan suatu hukum. ‘lllat inilah tempat berpijaknya Qiyas. Lihat
Muhammad Ruki, Nazhariyatu al-Taq’id al-Fight wa Atsaruh& fi Ikhtil&fi al-Fugahd’ (Maroko:
Mathba’ah al-Najah al-Jadidah Dar al-Baidha’, 1994), h. 411
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(nash) dan dalil »a’yi (ghair nash). Dalil naqli maksudnya adalah al-
Qur’an dan Sunnah, dan rayi pada hakikatnya adalah dalil-dalil yang tidak
masuk kedalam kategori nagli seperti giyas, istihsan dan mashlahah
mursalah yang juga digali dengan berpedoman kepada al-Qur’an dan
Sunnah. Dalil ra’yi ini yang disebut juga dengan ijtihad.

Contoh populer yang bisa memberikan antara kaitan ijtihad dengan
penggunaan kaidah fikih adalah suatu ketika Imam Syafi’1 (w. 204 H)
beliau pernah ditanya oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai
mahram dalam menunaikan ibadah haji, lalu dia mengangkat laki-laki lain
sebagai mahramnya. Kemudian imam Syafi’i (w. 204 H) menjawab: boleh,
lalu perempuan tadi bertanya lagi, kenapa (apa alasannya)? Imam Syafi’1

menjawab :
BLo ) 13]g a2V Gl 13)

“Apabila suatu perkara menyempit maka ia menjadi luas, dan apabila ia
meluas maka ia menjadi sempit”*

Dari peristiwa ini tampak bahwa imam Syafi’i (w. 204 H)
menggunakan pendekatan ijtihad tathbigi dengan berlandasakan kepada
kaidah fikih. Hal ini terlihat dari fatwa beliau yang membolehkan
pengangkatan mahram tersebut, padahal berdasarkan kepada konsep ijtihad
istinbatht jelas hal tersebut bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah.
Akan tetapi, karena permasalahan tersebut bersifat khusus untuk
perempuan tersebut, maka tidak bisa disebut dengan menentang al-Qur’an
dan Sunnah. Karena hukum Islam adalah hukum yang bersifat umum
bukan khusus, sehingga apabila ada peristiwa-peristiwa yang lahirnya
tampak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah, maka itu tidak dapat
digeneralisir untuk permasalahan-permasalahan yang lain.

45 <A1l Ahmad al-Nadawfi, al-Qawd ’id a;-fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994). cet. Ke-

3, h. 332
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Dan jika dilihat dari pembagian kaidah fikih, sumber kaidah fikih
adalah al-Qur’an dan Sunnah, meskipun diantaranya ada yang dibentuk
dari masalah-masalah fikih. Akan tetapi, meskipun ditarik dari masalah-
masalah fikih, tetapi fikih diperoleh melalui pemahaman mujtahid terhadap
nash (al-Qur’an dan Sunnah). Dengan demikian tidak keliru apabila
dinyatakan bahwa kaidah fikih dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan
sebuah hukum. Karena kaidah fikih merupakan dalil »a’y7 yang ditarik dan
bersumber kepada nash, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sebagaimana dikutip dari perintah ‘Umar bin Khattab kepada Abl Misa
al-Asy’ari “Ketahuilah masalah-masalah yang serupa, dan giyaskanlah
segala urusan kepada bandingannya, kemudian giyaskanlah segala urusan
yang ada padamu, dan peganglah hal yang lebih dicintai Allah dan yang
lebih menyerupai kebenaran menurut logikamu”.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kaidah fikih ditarik dan
bersumber kepada al-Qur’an dan Sunnah baik secara langsung maupun
tidak langsung.*® Yang dimaksud dengan langsung, bahwa kaidah fikih
secara eksplisit menggambarkan kandungan sebuah nash. Sementara yang
tidak secara langsung adalah kaidah-kaidah fikih yang tidak secara
eksplisit menggambarkan kandungan sebuah nash. Begitu juga, masuk
dalam kategori kaidah fikih yang dibentuk dari sejumlah produk fikih hasil
ijtihad para ahli fikih.

6 A. Djazuli, llmu Figih, (Bandung: Dunia IImu, 1990), h. 96
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BAB IV
SEJARAH PENYUSUNAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) “kompilasi” berarti
kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur, daftar informasi,
karangan-karangan.! Term kompilasi diambil dari compilation (Inggris)
atau compilatie (Belanda) yang diambil dari kata compilare, artinya
mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan
yang tersebar berserakan dimana-mana. Sedangkan dalam kamus Inggris
Indonesia — Indonesia Inggris, compilation diartikan sebagai karangan yang
tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.?

Berdasarkan keterangan di atas, ditinjau dari sudut bahasa menurut
Abdurrahman seorang praktisi hukum menyimpulkan bahwa kompilasi
adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari
berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan
bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis berbeda
untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini
semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.®

Selanjutnya, dalam konteks hukum istilah kompilasi sangat jarang
terdengar, meskipun istilah kompilasi relatif mudah untuk dicari di kamus,
ensiklopedia, atau buku terkait terminologi hukum. Namun tidak ada
penjelasan spesifik terkait pengertian kompilasi. Ini disebabkan karena
minimnya penggunaan istilah dalam penerapannya. Yang lebih dikenal dan
lebih familiar adalah istilah kodifikasi dari pada kompilasi. Tetapi dalam
konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi. Dalam bahasa

Arab kodifikasi disebut dengan al-tadwin.

! Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 743.
2S Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, Kamus Lengakap Inggris-Indonesia-Indonesia-

Inggris, (Jakarta: Hasta, 1982), h. 88.

h. 11

3 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004),
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), kodifikasi berarti hal
penyusunan kitab perundang-undangan.® Dalam istilah hukum, kodifikasi
diartikan sebagai pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan
sistematis dalam satu buku hukum. Dan dalam penerapannya kodifikasi
diterjemahkan dengan istilah “Kitab Undang-undang” (Wetboek) yang
dibedakan dengan “Undang-undang” (Wet).> Sementara kompilasi adalah
sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-
bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.
Pengertiannya memang sedikit berbeda dengan kodifikasi, namun
kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.®

Selanjutnya kompilasi dalam konteks Kompilasi Hukum Islam
(KHI) adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari
berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasanya
dipergunakan sebagai referensi pada Peradilan Agama untuk diolah dan
dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut
itulah yang dinamakan kompilasi.”

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diartikan
sebagai kumpulan atau ringkasan pendapat yang diambil dari berbagai
sumber kitab fikih yang mu’tabar, yang kemudian dijadikan sumber rujukan
untuk dikembangkan dalam Peradilan Agama yang terdiri dari tiga buku,
yaitu buku tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

B. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan
agama. Karena, dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan, ada

empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan

4 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, op.cit., h. 736
5 Abdurrahman, Ibid., h. 9

® lbid., h. 12

7 Ibid., h. 14
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Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada undang-
undang tersebut secara tegas memposisikan Peradilan Agama sejajar
dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementerian
Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan Peradilan Agama
sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di Indonesia.

Namun, dengan semakin kokohnya Peradilan Agama di Indonesia,
pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber
rujukan hukum yang digunakan. Seharusnya sebagai sebuah institusi
Peradilan Agama dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber
hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber dari hukum syara’.
Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peradilan Agama di
semua tingkatan peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974, selain itu
dalam memutuskan perkara para hakim di lingkungan Peradilan Agama
juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab yang
mu tabar sebagai pedoman rujukan.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal
18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah
No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut
dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan
memutus perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah dianjurkan mempergunakan sebagai pedoman yaitu kitab-kitab
berikut:®

1. Al-Bajari

2. Fathu al-Mu’in dengan syarahnya

3. Syargawi ‘ala al-Tahrir

4. Qaly(bt/ Mahallt

8 Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958, tentang pembentukan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura
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Fathu al-Wahab dengan syarahnya

Tuhfah

Targhibu al-Musytaq

Qawanib al-Syar iyyah li Sayyid Utsméan Bin Yahya

© ©® N o o

Qawanib al-Syar iyyah li Sayyid Shadagah Dahlan

10. Syamsuri li al-Faraidh

11. Bughyatu al-Mustarsyidin

12. Al-Fighu ‘ald al-Madzahibi al-Arba’ah

13. Mughnt al-Muht3j

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya,
namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada, justru menambah
kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.

Menurut Bustanul Arifin salah seorang dari tim perumus Kompilasi
Hukum Islam (KHI) seperti yang dikutip oleh Abdurrahman dalam bukunya
“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa, dasar
keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fikih. Ini membuka peluang
bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, misalnya ketika
ada suatu perkara, maka pihak yang kalah perkara mempertanyakan
pemakaian Kitab/pendapat yang memang tidak menguntungkannya itu, lalu
dengan menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang
berbeda. Bahkan di antara ke tigabelas kitab pegangan itu telah jarang
menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakim berselisih sesama
mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan
terjadi di Peradilan Umum, karena setiap keputusan pengadilan selalu
dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun mungkin hakim setuju
dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang

mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya.®

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, op.cit., h. 23
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Kalau dicermati secara seksama kitab-kitab fikih yang disarankan
tersebut, semuanya merupakan kitab yang bermazhab Syafi’i. Kecuali untuk
kitab nomor 12 yang termasuk ke dalam kitab komparatif (perbandingan
madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dengan bahasa Arab
kecuali kitab nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab. 1°

Dengan demikian, kondisi semacam itulah yang membuat para tim
perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) merasa perlu untuk membuat
sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selain
alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa
Kompilasi Hukum Islam ( KHI) penting untuk dirumuskan.

Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung
dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25
tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum
Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek. Ada
dua pertimbangan mengapa proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini
diadakan, yaitu:

a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di
Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu
mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan
hukum positif di Pengadilan Agama.

b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi
dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di

pandang perlu membentuk suatu tim Proyek yang susunannnya terdiri

10 Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata
Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 22.
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dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik
Indonesia.!*

Selanjutnya, penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) di

Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan

latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

1.

Bagi bangsa Indoneia dan negara Indonesia yang berdasarkan pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum
nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan
kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang Nomor 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peradilan Agama mempunyai
kedudukan sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai
peradilan negara.

Hukum materiil yang berlaku selama ini di lingkungan Peradilan
Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-
bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.
Beradasarkan surat Edaran Biro Peradilan agama tanggal 18 Februari
No. B/1/1735 tahun 1958 hukum materiil yang dijadikan pedoman
dalam bidang-bidang hukum tersebut diatas adalah bersumber pada 13
kitab yang kesemuanya bermadzhab Syafi’i.

Dengan berlakunya Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang
sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik

dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas

1 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret

1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek
Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi
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penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan
Yurisprudensi  Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun
perbandingan di negara-negara lain.

5. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu
dokumen Yustisia atau buku KHI sehingga dapat dijadikan pedoman
bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama sebagai hukum terapan
dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Kemudian, selain dari Intruksi Presiden yang dipaparkan di atas,
yang melatarbelakangi diadakannya Kompilasi Hukum Islam (KHI)
diantarnya ialah adanya ketidakjelasan persepsi tentang syari’ah dan fikih.
Dikemukakan bahwa sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam di seluruh
dunia termasuk Indonesia, adanya kekurangjelasan atau kalau tidak dapat
dikatakan “kekacauan persepsi” tentang arti dan ruang lingkup pengertian
syari’ah Islam. Bahkan, kadang-kadang disamakan pula syari’ah Islam
dengan fikih dan dianggap sama pula dengan al-Din. Situasi hukum Islam
seperti itulah menurut Bustanul Arifin yang mendorong Mahkamah Agung
untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan diperjelas pula
dalam tulisan Masrani Basran dan Yahya Harahap.*?

Dengan demikian, faktor yang melatarbelakangi penyusunan KHI
tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat, karena dalam Konsideran
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tersebut
masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai sebab yang
melatarbelakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Demikan beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan
dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
mana permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di

Lingkungan Peradilan Agama.

12 Bustanul Arifin, Masran Basran dan Yahya Harahap mereka adalah para hakim agung yang
banyak terlibat dalam penyusunan KHI . Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
op.cit,, h. 24
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C. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Republik
Indonesia Munawir Sadzali, Pada bulan Febuari tahun 1985 dalam
ceramahnya di depan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak
itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai
pihak.t3

Menurut Abdul Chalim Mohammad sebagaimana dikutip oleh
Abdurrahman, bahwa gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam
(KHI) ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung
terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama dan
dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama
baik di tingkat nasional maupun regional.**

Gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak termasuk Presiden
Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa
sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah
Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum
Islam.*®

Dukungan presiden Soeharto dibuktikan dengan Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret
1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan
Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi
dengan jangka waktu proyek selama 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini
kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10
Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000,00 yang biaya

B 1bid., h. 31
4 1bid., h. 32
5 1bid., h. 33
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tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari Presiden Soeharto
sendiri .1
Dari sini jelas bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden punya andil
besar dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peran aktif
pemerintah dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak
sebatas itu, dalam hal gagasan adanya rancangan penyusunan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) juga bergulir dari kalangan birokrat, serta dalam hal
tim proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diisi sebagian besar oleh
orang-orang yang sama.
Setelah mendapat restu penuh dari Presiden Soeharto, sesuai dengan

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama
membuat tim kerja untuk memudahkan kinerja dari proyek Kompilasi
Hukum Islam (KHI) tersebut. Susunannya adalah sebagai berikut:’
1. Pimpinan Umum

Prof. H. Busthanul Arifin, S. H.

(Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama)
2. Wakil I Pimpinan Umum

H. R Djoko Soegianto, S. H.

(Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum

Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung)
3. Wakil Il Pimpinan Umum

H. Zaini Dahlan, M. A.

(Direktur Jenderal Pembinaan, Kelembagaan Agama Islam Depag RI)
4. Pimpinan Pelaksana Proyek

H. Masrani Basran, S.H.

18 1bid., h. 34

17Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985

No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek
Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, op.cit., h. 34-35
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(Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
5. Wakil Pimpinan Pelaksana Proyek

H. Mucthar Zarkasih, S. H.

(Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI)
6. Sekretaris Proyek

Ny. Lies Sugondo, S. H.

(Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)
7. Wakil Sekretaris

Drs. Marfudin Kosasih, S. H. (Pejabat Depag RI)
8. Bendahara Proyek

a. Alex Marbun (Pejabat Mahkamah Agung RI)

b. Drs. Kadi (Pejabat Depag RI)

Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

1. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi

a. Prof. H. Ibrahim Husein LML (Majelis Ulama)

b. Prof. H. MD. Kholid, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)

c. Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)
2. Pelaksana Bidang Wawancara

a. M. Yahya Harahap, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)

b. Abdul Gani Abdullah, S. H. (Pejabat Departemen Agama)
3. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data

a. H. Amiroeddin Noer, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)

b. Drs. Muhaimin Nur, S. H. (Pejabat Departemen Agama)

Selanjutnya dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21

Maret 1989 tersebut ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah
untuk melaksanakan usaha pembangunnan hukum Islam melalui
yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-
kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar

sesuai dengan perkembangan maasyarakat Indonesia untuk menuju hukum



98

Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek
pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan empat
cara Yyakni: pengumpulan data, wawancara, lokakarya dan studi
perbandingan. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses dari tiap fasenya,
berikut uraiannya:
a) Pengumpulan Data
Di dalam lampiran SKB proyek pembangunan Hukum Islam
melalui yurisprudensi yang dimaksud dengan pengumpulan data disini
adalah pngumpulan data dilakukan dengan penelaahan data/pengkajian
kitab-kitab dengan cara pengumpulan dan sistematisasi dari dalil-dalil
dan “Kitab-kitab Kuning”. kitab-kitab kuning tersebut dikumpulkan
langsung dari Imam-Imam Mazhab dan Syari’ah-syari’ahnya yang
mempunyai otoritas, terutama di Indonesia. Lalu kaidah-kaidah hukum
dari Imam-lmam Mazhab tersebut disesuaikan bidang-bidang hukum
menurut ilmu hukum umum.*8
Dalam penelitian Kitab-kitab figh ini, tim proyek Kompilasi
Hukum Islam (KHI) bekerja sama dengan tujuh Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengkaji dan
dimintai pendapatnya, beserta argumentasi dan dalil-dalil hukumnya.
Sebanyak 38 macam kitab figh dari berbagai mazhab dibagi kepada
tujuh 1AIN dengan rincian sebagai berikut:°
a. IAIN Arraniri Banda Aceh: Kitab al-Bajiri , Fathul Mu’in
Syargawi alé al-Tahrir, Mughni al-Muht&j, Nihayah al-Muhtgj, Al-
Syargawi.
b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Kitab [’dnatu al-Thalibin,
Tuhfah, Targhibu al-Musytaq, Bulghat al-Séalik, Syamsuri fi al-

Faraidh, al-Mudawanah.

18 1bid., h. 38
¥ 1bid., h. 39
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c. IAIN Antasari Banjarmasin: Kitab Qalydbi/Mahalli, Fathu al-I
Wahab dengan syarahnya, Bidayatu al-Mujtahid, al-Umm,
Bughyatu al-Mustarsyidin , ‘Aqidah wa al-Syari’ah.

d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Kitab al-Muhalla, al-Wajiz,
Fathu al-Qadir, al-Fighu ‘ald Madzhahibi al-Arba’ah, Figh al-
Sunnah.

e. IAIN Sunan Ampel Surabaya: Kitab Kasyf al-Qina, Majmu’ atau
Fatawa Ibn Taymiah, Qawanin al-Syari’ah Lis Sayyid Usman bin
Yahya, al-Mughni, al-Hiddyah Syarah Biddayah Taimiyah Mubtadi’.

f. IAIN Alaudin Ujung Pandang: Kitab Qawdnin Syar’iyyah Lis
Sayyid Sudagah Dakhlan, Nawab al-Jalil, al-Muwatha’, Hasyiyah
Syamsuddin Muh Irfan Dasuki.

g. IAIN Imam Bonjol Padang: Kitab Badd’i al-Sannai, Tabyin al-
Hagaiq al-Fatawa al-Hindiyah, Fathu al-Qadir, Nihayah.

Selain dari kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN, dalam
pengumpulan data melalui jalur kitab-kitab tim proyek penyusun
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengambil dari hasil fatwa-fatwa
yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bathsul Masa’il
Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagainya.?’ Selain menggunakan kitab-
kitab figh yang mu tabar, tim penyusun proyek Kompilasi Hukum
Islam (KHI) juga menggunakan yurisprudensi yang mana penelitian
yurisprudensinya dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah

dihimpun dalam 16 buku.

20M. Yahya Harahap, Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah,

Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer. (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988),
hal. 93.

21 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, loc.cit., h. 43-44
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b) Wawancara
Wawancara yang dilakukan disini adalah melakukan wawancara
kepada para ulama yang tersebar diseluruh Indonesia. Lebih jauh lagi
dalam lampiran SKB proyek pembangunan hukum Islam melalui
yurisprudensi menjelaskan bahwa ulama yang diwawancarai memang
benar-benar tokoh ulama yang secara selektif sudah dipilih dan
ditentukan. Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar
diperkirakan  berpengetahuan  cukup dan  berwibawa. Juga
diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya dan
wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang
dipersiapkan tim inti. Wawancara dilakukan dengan 181 ulama yang
tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu
(Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya,
Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram).?2
¢) Lokakarya
Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab serta wawancara
perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya. Penelaahan produk
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam
16 buku, yang terdiri dari empat jenis yaitu himpunan putusan
Pengadilan Tinggi Agama (PTA), himpunan fatwa pengadilan,
himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan law report tahun 1977-
1984.
Ulama dan cendikiawan Muslim yang diundang pada lokakarya
adalah wakil-wakil yang representative dari daerah penelitian dan

wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya

2 Cik Hasan Basri dkk, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta:Logos wacana Ilmu, 1999), h. 8
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serta bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri ada sebanyak
124 orang.?®
Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Diantaranya:

1. Komisi 1 Bidang Hukum perkawinan diketuai oleh H. Yahya
Harahap, SH, sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih SH,
narasumber KH. Halim Muchammad SH. Dengan anggota sebanyak
42 orang.

2. Ketua Komisi Il Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit
Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH,
nara sumber KH. A. Azhar Basyir MA dengan beranggota sebanyak
42 orang.

3. Komisi Il Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani
Basran SH. Sekretaris Dr. H. A Gani Abdullah SH, nara sumber
Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.?*

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing Komisi
dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu:
a. Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan
1. H.M. Yahya Harahap, SH.
2. Drs. Marfuddin Kosasih, SH.
3. KH. Halim Muhammad, SH.
4. H. Muchtar Zarkasyi, SH.
5. KH. Ali Yafie.
6. KH. Najih Ahyad.
b. Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan
1. H.A. Wasit Aulawi, MA.
2. H. Zainal Abidin Abubakar. SH.
3. KH. Azhar Basyir, MA.

23 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid
dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. 2, h. 30
24 Abdurrahman, Op. cit, h. 47
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4. Prof. KH. Md. Kholid, SH.
5. Drs. Ersyad, SH.
c. Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf
1. H. Masrani Basran, SH.
2. DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
3. Prof. DR. H. Rahmat Djanika.
4. Prof. KH. Ibrahim Husein, LML.
5. KH. Aziz Masyhuri®®
d) Studi Perbandingan
Untuk memperoleh kaidah-kaidah hukum, yakni dengan jalan
memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya. Dengan melihat
bagaimana penerapan hukum Islam disana dan sejauh mana hukum
tersebut dapat diterapkan dengan memperbandingkannya dengan situasi
dan kondisi serta latar belakang budaya Indonesia. Juga meliputi studi
sistem peradilan dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di
negara luar. 2
Selanjutnya, setelah Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui proses
pembentukan yang cukup lama, maka barulah Kompilasi Hukum Islam
(KH]I) ini disahkan pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Republik Indonesia
menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai
peresmianpenyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia ke
seluruh Ketua Pengadilan Agama dan KetuaPengadilan Tinggi Agama.
Pada saat itulah, secara formal dan dejure Kompilasi Hukum Islam (KHI)
“diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama

diseluruh Indonesia.?’

25 Amin Husein Nasution, Op. cit., h. 31-32

26 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, loc.cit.,., h. 38

27 Ahm Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001),h.
95.
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D. Kedudukan dan Isi Kompilasi Hukum Islam
Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah

Instruksi Presiden No. 1 taun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden

ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari

Presiden Rl kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini

menyatakan:%®

Pertama: Menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari:

a. Buku I tentang Hukum Perkawinan

b. Buku Il tentang Hukum Kewarisan

c. Buku 111 tentang Hukum Perwakafan
Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia
dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk
digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakatnya yang
memerlukannya.

Kedua: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan

penuh tanggungjawab.
Sedangkan, konsideran instruksi tersebut menyatakan:

a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2
sampai dengan 5 Februari tahun 1998 telah menerima baik rancangan
Buku KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku Il tentang
Hukum Kewarisan dan Buku I11 tentang Hukum Perwakafan.

b. Bahwa KHI tersebut dalam huruf “a” oleh Instansi Pemerintah dan oleh
masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman
dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

c. Bahwa oleh karena itu KHI tersebut dalam huruf “a” perlu

disebarluaskan.

28 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, loc.cit.,., h. 54
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Dalam konsideran secara tersirat hal ini telah ada dan disebutkan
bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian
segala masalah di bidang-bidang yang telah diatur, yaitu bidang hukum
perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, oleh Instansi Pemerintah serta
masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut, maka
kedudukan kompilasi ini boleh dibilang hanyalah sebagai “pedoman”
Sehingga, terkesan dalam hal ini kompilasi tidak mengikat, artinya bahwa
para pihak atau instansi dapat memakainya dan dapat tidak
memakainya.Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar
belakang dari penetapan kompilasi ini. Oleh karena itu, menurut
Abdurrahman bahwa pengertian sebagai pedoman di sini, harus bermakna
sebagai tuntutan atau petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh
Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa
mereka di bidang tertentu.

Selanjutnya mengenai isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari 3
buku, yakni Buku | Tentang Perkawinan, Buku Il Tentang Kewarisan, dan
Buku 11l Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar
pengelompokan bidang pembahasan hukum yang dibahas. Namun dalam
kerangka sistematisnya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab,
dan dari bab-bab tersebut tersusun atas pasal-pasal yang masih ada relevansi
dengan nomor pasal pada Buku I.

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari 229
pasal dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku.
Jumlah pasal yang paling banyak adalah Buku I (Perkawinan), selanjutnya
Buku Il (Kewarisan), dan yang paling sedikit adalah buku Il1 (Perwakafan).
Adapun pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
berasal dari hasil kajian dari pada kitab-kitab fikih. Tetapi menurut asumsi
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penulis pasal-pasal tersebut juga masih ada berkaitan dan bersesuaian
dengan kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu.?®
E. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Konsensus Ulama Indonesia

Menurut penulis memang agak berlebihan jikalau mengatakan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai konsensus ulama Indonesia.
Pernyatan ini sama halnya dengan menyebut Kompilasi Hukum Islam
(KHI) sebagai produk [ima’. Kesimpulan ini diambil atas dasar
diadakannya Lokakarya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelum disahkan
melalui Instruksi Presiden.

Dalam lokakarya Kompilasi Hukum Islam (KHI), para tokoh, ulama
fikih, organisasi-organisasi Islam, dan para cendikiawan muslim dari
seluruh Indonesai hadir dan diperkirakan semua ikut andil dalam
pembahasan lokakarya tersebut. Inilah yang menjadi alasan kenapa Amir
Syarifuddin menganggap lokakarya ini sebagai puncak perkembangan
pemikiran fikih Indonesia dan patut dinilai sebagai konsensus (Zjmd’) ulama
Indonesia.*

Secara implisit, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, juga mengindikasikan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ijma’ ulama Indonesia. Ini bisa
dilihat dari pertimbangan poin “a” yang berbunyi:

“Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2
sampai dengan 5 Februari tahun 1998 telah menerima baik rancangan Buku
KHI, yaitu buku | tentang Hukum Perkawinan, Buku Il tentang Hukum
Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.”

Dalam pertimbangan tersebut yang perlu digarisbawahi adalah

“Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada

2 Ppasal-pasal dalam KHI, selain berasal dari kitab-kitab fikih yang mu tabar, menulis
mengasumsikan bahwa pasal-pasal tersebut bersesuaian dengan kaidah-kaidah fikih yang telah
dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu, pembahasan ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

30 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam. (Padang: Angkasa Raya,
1990), hal. 138-139.
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tanggal 2 sampai 5 Februari 1989 telah menerima baik”. Kata telah
“menerima” ini merupakan kata kunci dan sekaligus merefleksikan
kedudukan kompilasi sebagai salah satu hasil kesepakatan para alim ulama

Indonesia, atau bisa disebut sebagai konsensus (ijmd ) ulama Indonesia.
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BAB V
ANALISIS METODE PERUMUSAN KAIDAH FIKIH
DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Hakikat Kaidah Fikih

Sebagaimana penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwasanya
kaidah fikih menampung berbagai hukum parsial yang mempunyai ‘illat
hukum yang sama. Sehingga sebagian ulama menyebutnya dengan al-
Asybah wa al-Nazhd 'ir, istilah ini bersumber dari pernyataan ‘Umar bin
Khattab kepada Abl Msa al-Asy’ari, beliau berkata:!

Lersly dl ) Ll d] deels Saie (0ad) 3 & ols¥ly JlaY) e
S5 Led GHL

“Ketahuilah masalah-masalah yang serupa dan bermiripan, kemudian
giyaskanlah segala urusan yang ada padamu, dan peganglah hal yang lebih
dicintai Allah dan yang lebih menyerupai kebenaran menurut logikamu”.

Kaidah fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkaitan erat
dengan fikih. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dikaji secara terus-
menerus secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh para ahli fikih. Hal
inilah yang menyebabkan ilmu kaidah fikih tetap eksis kedudukannya
setelah melalui fase pengkodifikasian dan penyempurnaan. llmu kaidah
fikih sangat besar perannya dalam membuka cakrawala dan melatih
malakah (daya rasa) fikih. Hal ini sebagaimana fungsi dari kaidah fikih di
antaranya adalah untuk mempermudah dalam  mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan fikih yang jumlahnya tak terhingga.

Sebagaimana Imam Al-Qarafi (w. 684 H) dalam kitabnya al-Furdq

menyatakan sebagai berikut:?

!Abd al-Rahman Ibn Ab( Bakar Jalaluddin al-Suy(thi, al-Asybah wa al-Nazhd ’ir, (Riyadh:
Maktabah Nazér al-Baz, 1997), Cet. Ke-2, h. 8

2 Al-lmam Ab( al-‘Abas Ahmad Ibn Abi al-*Ala’ Idris Ibn ‘Abdi al-Rahman al-Sunhaji
Al-Qarafi, al-Fur(q, (Beir(t: Dér al-Ma’rifat, 1990), Juz. 1, h. 3
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“Dan kaidah-kaidah ini (kaidah fikih) penting dalam masalah fikih,
manfaatnya besar, kadar keluhuran dan ketinggian seorang ahli fikih terkait
dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu ini. Menjadi jelas, dengan
kaidah-kaidah fikih keistimewaan fikih akan tampak dan diketahui,
kemudian menjelaskan metode-metode untuk berfatwa. Siapa yang
mengeluarkan masalah-masalah fur’ (cabang) hanya dengan mencari
kesesuaian antara masalah-masalah cabang tanpa menggunakan kaidah-
kaidah kulliyat, maka furd’ tersebut akan kontradiksi dan pertentangan. Dia
perlu menghafal juzi’iyyat (bagian) yang tidak terhingga. Siapa yang
mengikat fikih dengan kaidah-kaidahnya, maka tidak perlu (cukup) baginya
dia menghafal juzi’iyyat (bagiannya) yang sangat panjang karena sudah
termasuk kedalam kulliyat tersebut, dan akan Nampak bersesuaian baginya
apa yang bertentangan bagi orang lain”.

Dari pernyataan Imam Al-Qarafi (w. 684 H) di atas, dapat diambil
kesimpulan bahwa beliau memandang ilmu kaidah fikih itu penting. Hal itu
dikarenakan pertama, ilmu kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa
dalam deretan ilmu-ilmu keislaman. Hal ini karena ilmu kaidah fikih dapat
mengangkat kedudukan ahli fikih ke posisi yang mulia, bahwa ketinggian
dan penguasaan fikih seorang ahli fikih terkait erat dengan kemampuannya
dalam menguasai ilmu kaidah fikih. Kedua, ilmu kaidah fikih dapat
menunjukkan keistimewaan dan keagungan ilmu fikih. Ketiga, ilmu kaidah
fikih menjadi salah satu jalan yang dapat mempermudah para ahli fikih
dalam memberi fatwa. Keempat, ilmu kaidah fikih membuat fikih menjadi
lebih teratur, sehingga mempermudah seseorang dalam mengidentifikasi

fikih yang jumlahnya sangat banyak.



110

Pentingnya kaidah fikih juga disebutkan di dalam pembukaan kitab
Durar al-Hukkédm Syarh Majallatu al-Ahk&m al-‘Adliyyah dikatakan
bahwa:®
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“Bahwa para fuqaha’ ahli tahqiq telah mengembalikan berbagai masalah
fikih kepada kaidah-kaidah kulliyat. Di antara kaidah-kaidah tersebut ada
yang menjadi dhabith (penghimpun) maupun jami’ (pengumpul) rmasalah-
masalah yang banyak. Kaidah-kaidah tersebut diterima dan diakui dalam
berbagai kitab fikih, dan dijadikan dalil dalam menetapkan berbagai
masalah serta dijadikan dasar pemikiran awal dalam memahami berbagai
masalah tersebut”.

Selanjutnya, Imam al-Suy(thi (w. 911 H) juga mengatakan
pentingnya ilmu kaidah fikih, sebagaimana yang beliau katakan dalam al-
Asybah wa al-Nazha ’ir :*
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“Ketahuilah bahwasanya al-Asybah (serupa) wa al-Nazha’ir (bermiripan)
itu ilmu yang mulia, dengan ilmu ini seseorang akan mampu untuk
mengetahui hakikat dari fikih dan yang berkaitan dengannya, posisinya
serta rahasia-rahasianya dan dengan ilmu ini juga seseorang akan mampu
melakukan ilhaqg (penggabungan sebuah hukum) dan takhrij (pengeluaran
sebuah hukum) terhadap berbagai masalah fikih yang belum jelas
ketentuannya dapat saling dikaitkan dan dikeluarkan dengan cara
menyamakannya dengan masalah-masalah fikih tersebut”.

3 ‘All Haidar, Durar al-Hukkdm Syarh Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, (Riyadh: Dar

‘Alami al-Kutub, 2003) Jilid 1, h. 17

h. 8.

4 Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar Jalaluddin al-Suy(thi, al-Asybah wa al-Nazhd 'ir, op.cit.,
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Dari berbagai pernyataan para ahli fikih di atas, menurut penulis
dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah-kaidah fikih mempunyai peranan
penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam,
dimana berbagai hukum cabang yang cukup banyak menjadi tersusun dalam
satu kaidah, kalau seandainya kaidah-kaidah ini tidak ada tentu berbagai
hukum tersebut akan menjadi hukum-hukum cabang yang berserakan,
kemudian kaidah fikih juga yang mengikat berbagai hukum dalam satu
ikatan hal ini menunjukkan bahwa hukum-hukum tersebut mempunyai
kemashlahatan yang saling berdekatan.

Penguasaan terhadap kaidah fikih akan membuat benang merah
yang mewarnai fikih dapat diketahui, karena ia dapat menjadi titik temu
dari masalah-masalah fikih. Selain itu juga akan lebih moderat dalam
menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih
mudah dalam memberi solusi terhadap problematika yang terus muncul dan
berkembang dengan tetap berpegang teguh kepada asas kemashlahatan,
keadilan, kerahmatan dan hikmah yang terkandung dalam kaidah fikih.

Akan tetapi sejalan dengan pemaparan sebelumnya, bahwasanya
sepanjang lintasan sejarah dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih, penetapan
hukum Islam sumbernya adalah al-Qur’an dan Hadits yang keduanya
disebut dengan mashdar, selain al-Qur’an dan Sunnah juga terdapat dalil
hukum yang lainnya yaitu /jma’ dan Qiyas, kesemuanya merupakan dalil-
dalil yang disepakati kehujjahannya (al-adillatu al-muttafaq ‘alaihd). Dalil
hukum lainnya adalah Istishab, Istihsan, Mashlahah Mursalah, Qawl al-
Shahabi, ‘Urf, Sad al-Dzari’ah dan Syar’'u man Qabland yang disebut
dengan dalil-dalil yang diperselisinkan kehujjahannya (al-adillatu al-
mukhtalafu fihd).

Bahkan ulama-ulama terdahulupun dikalangan ushdliyln dan
fugaha’ dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih tidak ada menyebutkan

kaidah fikih sebagai salah satu dalil atau landasan dalam menetapkan
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hukum Islam.®> Karena dalam sejarah, kaidah fikih menjadi satu disiplin
ilmu tersendiri pada abad ke-IV H, lalu dimatangkan pada abad-abad
sesudahnya. Tetapi pada masa sekarang kenyataannya secara tidak langsung
kaidah fikih sudah dijadikan sebagai landasan dan penguat dalam
menetapkan hukum, seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
fatwa-fatwanya selain berdasarkan dari al-Qur’an dan Hadits juga dikuatkan
dengan kaidah-kaidah fikih, hal itu tampak pada fatwa-fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) di bawah putusan fatwa tersebut selalu ada kaidah fikih
yang dijadikan landasan.

Hal ini disebabkan bahwa salah satu sebab kaidah fikih itu muncul
adalah karena adanya tantangan dengan masalah-masalah yang harus
dicarikan solusinya, maka ulama membutuhkan metode yang mudah untuk
menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Akan tetapi, dalam proses
pembentukan kaidah fikih, kaidah-kaidah tersebut tidak muncul begitu saja,
kaidah-kaidah tersebut dirumuskan oleh para ulama terdahulu melalui
proses yang panjang.

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, bahwa al-Qur’an dan Hadits
keduanya merupakan sumber hukum Islam, setiap permasalahan hukum
merujuk kepada kedua sumber tersebut, kemudian dalam penarikan hukum
munculah usul fikih, sebagai metode penetapan hukum (istinbath al-ahkam)
yang menggunakan pola pikir deduktif, dengan metode usul fikih yang
menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih. Fikih memiliki
banyak materi, dari materi fikih yang banyak itu kemudian ulama ahli fikih
meneliti persamaanya dengan menggunakan pola pikir induktif, kemudian
dikelompokkan, dan setiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-
masalah yang serupa, dan akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah
fikih.

5> UshaliyQn,yaitu ulama ahli dalam bidang ushul fikih. Sementara fugahd’ adalah ulama
ahli fikih.
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Selanjutnya kaidah-kaidah fikih tersebut dikritisi kembali dengan
menggunakan banyak ayat dan hadits, terutama untuk diteliti kesesuaiannya
dengan substansi ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi, apabila sudah
dianggap sesuai dengan ayat al-Qur’an dan hadits Nabi, barulah kaidah
fikih tersebut menjadi kaidah fikih yang mapan. Apabila sudah menjadi
kaidah fikih yang mapan/akurat, maka ulama-ulama fikih menggunakan
kaidah fikih tersebut untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, baik
di bidang ibadah, sosial, ekonomi, politik dan budaya akhirnya
memunculkan fikih-fikih baru.

Dari proses perumusan kaidah fikih di atas, maka barulah muncul
kitab-kitab kaidah fikih di berbagai mazhab dalam Islam. Setiap kitab
kaidah fikih dari berbagai mazhab memiliki jumlah kaidah fikih yang
berbeda-beda. Karena fikih tumbuh lebih dahulu dari kaidah-kaidah fikih,
maka sering ditemukan kaidah-kaidah fikih itu ada dalam kitab fikih ulama.
Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dalam kitab fikihnya 7’lam
al-Muwaqqi’in - ‘an Rabb al-‘Alamin, beliau dianggap sebagai penemu
kaidah berikut:®

Llsally ollly o= Ylg 2SeVlg ann)¥) a5 ot LMty (ssxdl) pis

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat,
keadaan, niat dan adat kebiasaan”.

Kemudian kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh ulama,
seringkali merupakan hasil kritisi dan penyempurnaan terhadap kaidah-
kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama sebelumnya, Ibnu Rajab al-
Hanbali (w. 795 H) dalam kitabnya al-Qawa’id al-Fighiyyah ada kaidah
yang berbunyi:’

¢ lbnu Qayyim al-Jauziyah, I’ldm al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Beirut: Dar al-Jail,
t.th), Juz Il, h. 3.

" Abdu al-Rahman Ibn Syihab Ibn Ahmad Ibn Ahmad Rajab al-Hanbali, al-Qawd’id fi al-
Figh (t.tp: Bait al-Afhar al-Dauliyah, tt), h. 498
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“Siapa yang mempercepat haknya atau yang membolehkannya sebelum
waktunya dengan cara yang haram, dihukum dengan keharaman (dilarang)
menerima hak tersebut”.
Kaidah ini setelah dikritisi kemudian menjadi kaidah yang dianggap mapan
dengan ungkapan,

St CEg ailgl b s e Josd oo
“Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, diberi sanksi dengan

haramnya hal tersebut™®

Selanjutnya kaidah:®

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi
kepada kemashlahatan”.

Kaidah di atas merupakan hasil dari penelaahan dan setelah dikritisi oleh
ulama-ulama-ulama, kaidah itu berasal dari kata-kata Imam Syafi’l (w. 204
H) yang berbunyi:
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“kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyat seperti kedudukan wali bagi
anak yatim”.

Perumusan kaidah fikih ini juga hampir bermiripan dengan
perumusan dalil al-Istigra’ (penelitian atau penelusuran para ulama). yang
mana al-Istigra’ termasuk ke dalam satu dalil hukum yang diperselisihi.
Pakar usul fikih kontemporer Muhammad Mu’adz Musthafa Khan, beliau

mendeflnisikan Istigra’ yaitu:'°
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8 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h. 19

9 Jalaluddin al-Suyathi, al-Asybah wa al-Nazhd 'ir, op.cit., h. 202

10 Muhammad Mu’adz Musthafd Khan, al-Qath’iy wa al-Zhanniy fi Tsubdt al-Dilalah
‘inda Ushiliyin, (Damaskus: Dér al-Kalim al-Thayyib, 2007), h. 311.
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“Istiqgra’ adalah penelusuran perkara-perkara juz’i (khusus) untuk
menetapkan kesimpulan hukum yang meliputi perkara-perkara juz’i
tersebut”.

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa, istigra disebut juga dengan
pola pikir induktif yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu
khusus menuju pada yang umum, dengan cara penelitian terhadap makna-
makna juz’7 (khusus) untuk menetapkan kesimpulan hukum yang umum,
metode ini adalah dengan cara mempelajari dan meneliti permasalahan-
permasalahan yang kecil satu persatu atau cabang-cabang yang partikular
terlebih dahulu, kemudian dari data tersebut barulah lahir kesimpulan
umum. Jika dikaitkan dengan kaidah fikih, maka kaidah fikih termasuk
kepada metode istigrd’, akan tetapi metode istigra’ lebih dekat kepada
giyas.

Adapun unsur yang terdapat dalam kaidah fikih yaitu, kaidahnya
bersifat umum, tersusun dalam teks-teks singkat, dan meliputi sejumlah
masalah fikih yang menjadi objeknya atau berada di bawah lingkupnya.
Jadi, secara tegas kaidah fikih merupakan suatu kaidah yang bersifat umum
meliputi sejumlah masalah fikih dan melalui kaidah-kaidah tersebut dapat
diketahui hukum masalah fikih yang berada di bawah cakupannya.

Dari pemaparan di atas, menurut penulis dapat diambil benang
merahnya bahwa hakikat dari kaidah fikih adalah qaul al-mujtahid
(perkataan ulama), karena kaidah fikih merupakan redaksi singkat
mengandung makna yang luas, yang berasal dari hasil penelitian dan
penelusuran ulama terhadap masalah-masalah fikih, begitu juga redaksi-
redaksi dari kaidah-kaidah tersebut berasal dari para ulama yang
merumuskannya itu.

Dengan demikian hadits-hadits yang menjadi kaidah fikih atau

dianggap sebagai kaidah fikih , diantaranya:
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Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri, Sa’ad Ibn Malik Ibn Sindn al-Khudri
R.A. Bahwasanya Rasululullah SAW bersabda: Tidak boleh
berbuat mudharat dan membalas dengan kemudharatan. (H.R.

Ionu Majah dan Daruquthnf) ~.1t
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Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbds R.A bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:

Penggugat harus membawa bukti, dan sumpah diwajibkan atas
orang yang mengingkarinya (tergugat). (H.R. Al-Baihaq) ”.*2
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Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbds R.A bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:
Setiap yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya
juga haram hukumnya (H.R. Ahmad, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, Aba
D4ud, dan Ibnu Méajah)*
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Artinya: “Dari  ‘Aisyah R.A Dberkata: Rasulullah SAW bersabda: Hak

menerima hasil karena harus menanggung kerugian”.*

11 Ab( Zakaria al-Nawawi al-Dimasyqf, Syarah al-Arba’in al-Nawawiyah, (Kairo: Dar al-
Salam,2010),No. 32, h. 251. Tahqiqg Ibnu Daqiq al-id.

2lbnu Hajar al-‘Asqalani, BulGghul Maram min Adillati al-Ahkam, (Kairo: Dar al-
Saldm,2008), bab Da’wa wa al-Bayyinat, no. 1451, h.420.

13 Ibid.,bab Had al-Syarib wa Bayanu al-Muskir, no. 1287, h. 373

14 H.R. Abl Daud, al-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-JarQid, Ibnu Hibban, al-Hakim,
Ibnu Qathan (Maktabah Syamilah, BulGghul Mardm min Adillati al-Ahkédm, Bab Syur(thu Ma
Nahdhu ‘Anhu Minhu, Hadits 818).
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Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda: Kerusakan

yang dibuat oleh kehendak binatang sendiri tidak dikenakan

ganti rugi”.

Seluruh hadits Nabi di atas bukanlah termasuk kaidah fikih dan tidak bisa
disebut sebagai kaidah fikih. Karena hadits merupakan perkataan Nabi
(Qawl al-Nabi), yang mana Nabi adalah seorang yang ma ’shiim (terjaga
dari kesalahan), dan perkataan Nabi adalah dalil nash yang hakikatnya
merupakan wahyu dari Allah SWT serta kedudukannya adalah pasti
(gath ).

Sedangkan kaidah fikih tergolong kepada perkataan mujtahid (Qawl
al-Mujtahid) terbentuk dari hasil ijtihad mereka, yang berasal dari hasil
penelitian dan penelusuran ulama terhadap masalah-masalah fikih yang
saling menyerupai, lafaz dari kaidah-kaidah tersebut juga berasal dari para
ulama yang merumuskannya itu. Kedudukannya pun bersifat zhanni
(dugaan) karena para mujtahid bukanlah seorang yang ma ’shim (terjaga
dari kesalahan).

Adapun hadits-hadits Nabi yang dianggap sebagai kaidah fikih, hal
itu dikarenakan bahwa formulasi dari hadits-hadits tersebut sama dengan
kaidah-kaidah fikih, yang mana hadits-hadits tersebut bersifat jawdmi 'u al-
kalimi (hadits singkat bermakna padat dan luas). Hadits yang bersifat
jawami’u al-kalimi tersebut merupakan faktor pendorong dan menjadi
inspirasi bagi ulama untuk membentuk kaidah fikih, begitu juga al-Qur’an
yang menggunakan nash (redaksi) yang singkat dan padat, dengan
demikian berhujjah dengan kaidah-kaidah yang bersumber dari hadits Nabi

15 Tafsir al-Munir li Zuhali, (Maktabah Syamilah, Bab Tafsir wal Bayan, Juz 17, h. 99
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menyerupai kaidah fikih, itu berarti berhujjah dengan sumber aslinya yaitu
al-Qur’an dan Hadits Nabi
B. Kedudukan Kaidah Fikih dalam Ijtihad
Kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kaidah
fikih sebagai dalil pelengkap dan kaidah fikih sebagai dalil mandiri.'® Akan
tetapi, perlu dipahami bahwa kaidah-kaidah fikih bukanlah dalil dalam arti
sesungguhnya, karena kaidah fikih tersebut memang bukanlah termasuk
kedalam dalil penetapan hukum, akan tetapi ia hanya menyerupai dalil
karena kandungan dalam kaidah-kaidah tersebut seperti redakasi hadits-
hadits Nabi. Begitu juga, kaidah-kaidah fikih tersebut seolah-olah dalil
berdasarkan atas pemikiran bahwa kandungannya didukung oleh dalil-dalil
tafshili (rinci). Yang dimaksud dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih
digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-
Qur’an dan Hadits. Posisi dalil pelengkap ini adalah sebagai penguat dari
dalil-dalil yang telah diterangkan dalam al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan
yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan
sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil
pokok. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagaimana berikut ini:
1. Kaidah Fikih Sebagai Dalil Pelengkap
Kedudukan kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil pelengkap
tidak ada ulama yang memperdebatkannya, artinya ulama sepakat
tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap.
Seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam putusan fatwa-
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain berdasarkan dari al-Qur’an
dan Hadits juga ada kaidah-kaidah fikih, artinya dalam memutuskan
fatwa yang dijadikan landasan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

adalah al-Qur’an dan Hadits, lalu fatwa-fatwa tersebut dikuatkan

16 Jaih Mubaraok, Kaidah Figih-Sejarah dan Asasi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002), Cet.
Pertama, h. 29.
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dengan kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama
terdahulu, ini berarti bahwa posisi kaidah fikih adalah sebagai dalil
pelengkap, karena kaidah fikih kedudukannya sebagai penguat setelah
al-Qur’an dan hadits Nabi.

Beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memakai
kaidah fikih sebagai dalil pelengkap dari fatwa tersebut di antaranya
ialah, berdasarkan surat keputusan fatwa komisi fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2003 tentang “Hak Cipta”, dalam
hukum Islam Hak Cipta dipandang sebagai salah satu “Hak Kekayaan”
yang mendapat perlindungan hukum. Setiap bentuk pelanggaran
terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang
hukumnya adalah haram.!” Pengharaman hal ini karena berdasarkan

firman Allah surat al-Bagarah ayat 188 berikut:
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Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu

dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain

itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
(Q.S al-bagarah: 188)

Lalu fatwa tersebut dikuatkan dengan kaidah fikih, yaitu:

pl e el e s Lo S

17 Departemen Agama, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Bagian
Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelanggara Haji, 2003), h.
314-317.
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“Segala sesuatu yang lahir atau timbul dari sesuatu yang haram adalah
haram .

Juga berdasarkan keputusan fatwa Musyawarah Nasional VI
Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang “Kloning”.
Kloning terhadap manusia dapat menimbulkan mafsadat (dampak
negatif) yang tidak sedikit, maka kloning terhadap manusia dengan cara
bagaimanapun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya
adalah haram.’® Kloning adalah suatu proses perkembangbiakan
makhluk hidup dengan cara mentransfer sel janin yang sudah
berdiferensiasi dari sel dewasa atau memindahkan inti sel tubuh
kedalam indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel
tubuh. Dampak negatif kloning terhadap manusia diantaranya,
hilangnya nasab anak hasil kloning, hilanganya perkawinan, lembaga
keluarga yang dibangun melalui perkawinan menjadi hancur serta
hilangnya tujuan syara’ (maqgashid syari’ah). Keharaman kloning selain
karena memperhatikan dampak negatif juga berdasarkan firman Allah
SWT.

Surat al-Isra’ ayat 70 berikut:
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Artinya:“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah Kami ciptakan”. (Q.S Al-Isra’ : 70)

18 1bid., h. 345-349
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Serta dikuatkan dengan kaidah fikih yang yaitu :
Flall e e pdas slall o)

“Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan

kemashlahatan”. °

Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih sebagai dalil pelengkap
setelah al-Qur’an dan Hadits sudah menjadi kesepakatan para ulama,
dan tidak ada yang memperdebatkannya. Karena kaidah fikih
merupakan simpul-simpul umum yang dirumuskan oleh para ulama
terdahulu. Dan penulis juga berpendapat bahwa kaidah fikih bisa
dijadikan sebagai dalil pelengkap atau sebagai syahid (pendukung)
dalam menetapkan suatu hukum.

Kaidah Fikih Sebagai Dalil Mandiri

Kaidah fikih sebagai dalil mandiri, maksudnya adalah bahwa
kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa
menggunakan dua dalil pokok yaitu al-Qur’an dan Hadits. Mengenai
kaidah fikih sebagai dalil mandiri dalam penetapan suatu hukum, ulama
berbeda pendapat.?’ Imam Haramain al-Juwaini (w. 478) seorang ulama
bermazhab Syafi’i, dalam kitabnya al-Ghiyatsi Al-Umam fi lltiyats al-

Zhalam mengatakan:?
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“Tujuan saya mengemukakan dua kaidah ini (kaidah ibahah dan
bara’ah  al-zimmah) adalah sebagai isyarat dalam rangka
mengindentifikasi metode yang saya pakai terdahulu, bukan untuk
beristidlal (berdalil) dengan keduanya”.

19 “Izzu al-Din ‘Abd al-*Aziz Ibn ‘Abd al-Salam, Qawd’id al-Ahkam Fi Ishlahi al-Anam,

(Damaskus: Dér al-Qalam, tt), Juz ke-1, h. 22.

20 Jaih Mubaraok, Kaidah Figih-Sejarah dan Asasi, op.cit., h. 30
2lImam al-Haramain Abf al-Ma’ali ‘Abdul Malik Ibn Abi Muhammad al-Juwain, al-

Ghiyatsi Ghiyats al-Umam f1 al-Tiyatsi al-Zhulam,(Beir(t: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 1400 H), h.

499
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Hal ini menunjukkan bahwa tujuan beliau mengemukakan kaidah
fikih adalah untuk memberikan isyarat yang dapat menunjukkan
metode apa yang beliau pakai dalam kitabnya tersebut, bukan untuk
menjadikannya sebagai dalil. Kemudian Imam Haramain al-Juwaini
(w. 478) pernyataan ini beliau kuatkan lagi di tempat lain setelah ia
menjelaskan tentang al-ashlu bagd’u md kdna ‘ald ma kana (hukum
asal sesuatu itu tetap sebagaimana ia dahulunya), yaitu ketika beliau
memaparkan tentang pernikahan. Beliau menukil kaidah fikih berikut:2

sla¥l g2 ol of
“Bahwa hukum asal dari hubungan seks adalah haram .

Akan tetapi, setelah menjelaskan hal itu, beliau justru

mengatakan tidak berdalil dengan kaidah tersebut, seperti yang beliau

berikut ini,

o e 5t A6 s ade B 413 g Of amlds Jusd s

o

“Aku tidak berdalil dengan (kaidah) ini. Bahwa pengharaman sesuatu

kalau tidak ditemukan dalilnya maka hal tersebut sama halnya dengan

mengangkat kesulitan”. %

Ini merupakan isyarat dari Imam Haramain al-Juwaini (w. 478)
untuk tidak menggunakan kaidah fikih dalam mengistinbathkan hukum.

Selanjutnya Al-Hamawi (w. 1098), dengan ungkapan yang lebih
tegas beliau menukilkan perkataan Ibnu Nujaim Al-Hanafi (w. 970 H)
yang mengatakan:**

22 |bid., h. 514.

2 |bid., h. 516

2 Ahmad Bin Muhammad Al-Hamawi, Ghamzu ‘Uyiin al-Bashd’ir Syarh al-Asybah wa
al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1985), Cet. Ke-1, Juz ke-1, h. 37. Lihat juga ‘Alf
Ahmad al-Nadawi, al-Qawid ’id a,;-fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994) . cet. Ke-3, h. 329
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“Penetapan fatwa tidak boleh didasarkan kepada kaidah fikih dan
dhawabith fikih karena ia tidak bersifat kulli (umum), tetapi bersifat
aghlabiyyah (kebanyakan)".

Menurut beliau bahwa kaidah fikih tidak bisa dikatakan sebagai
dalil mandiri karena kaidah tersebut pada umumnya bersifat
aghlabiyyat (mayoritas / kebanyakan) bukan kulliyyat (umum). Dan
setiap kaidah memiliki pengecualian, tetapi pengecualian tersebut tidak
dapat diketahui secara pasti, karena bisa saja persoalan-persoalan yang
sedang diputuskan hukumnya termasuk pada kelompok pengecualian.
Jadi atas dasar inilah Al-Hamawi (w. 1098) menolak untuk menjadikan
kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Pernyataan Ibnu Nujaim (w. 970 H)
yang dinukilkan oleh Al-Hamawi (w. 1098) ini secara implisit
menyatakan bahwa kaidah fikih yang sifatnya kulliyyat (umum) boleh
dijadikan hujjah.

Selanjutnya keaghlabiyahan kaidah fikih tidak selalu berpegang
kepada nash (al-Qur’an dan Hadits), tetapi berpegang kepada
pengkajian ulama (istigra’) dari berbagai masalah cabang (furi’), dan
hasil pengkajian ini tidak menjadikan kaidah-kaidah tersebut berada
pada derajat pasti (yagin). Karena hasil pengkajian ulama mrupakan
ijtihad yang mana ijtihad memungkinkan adanya kesalahan.

Menurut penulis hal itu masih dapat dianalisa bahwa sesuatu yang
aghlabiyyah dapat dijadikan pegangan. Karena, di dalamnya masih
terdapat kemungkinan ada kemashlahatan, menarik kemashlahatan dan
menolak kemafsadatan adalah berdasarkan atas zhann (dugaan kuat),
bukan atas dasar keyakinan. Dengan demikian tidak boleh
mengabaikan kemashlahatan yang bisa terjadi hanya karena khawatir

dugaan tersebut meleset.
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Kemudian langkah Ibnu Nujaim (w. 970 H), diikuti pula oleh
para fuqaha’ penyusun kitab Majallah al-ahk&m al- ‘adliyyah yang
mayoritas bermazhab Hanafi. Karena isyarat serupa juga dikemukakan

oleh ‘Ali Haidar dalam syarah Majallah al-Ahkéam, menyatakan bahwa:
A slaay) sms 05088 Y e B e ik Jb gl S
v&\jﬂ\ ol RS va-\j

“Maka para hakim syara’ selama tidak berpegang dengan dalil yang
jelas (kongrit), maka tidak boleh menetapkan suatu hukum hanya
dengan berpegang kepada salah satu dari kaidah-kaidah ini (kaidah
fikih)”. 2

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kaidah fikih yang tidak
dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menetapkan hukum adalah
kaidah fikih yang tidak didukung oleh dalil yang jelas (kongkrit),
artinya kaidah tersebut bukan untuk penguat dalil lain, tetapi dijadikan
sebagai dalil mandiri, serta tidak masuk akal menjadikan sesuatu yang
berfungsi sebagai pengikat (rébith) dari beberapa cabang (furii’)
dijadikan sebuah dalil syara’. Hal ini berarti tidak boleh menetapkan
hukum dengan semata-mata berpijak pada kaidah fikih. Atas dasar
inilah Al-Hamawi (w. 1098) berpendapat untuk menolak menjadikan
kaidah fikih sebagai dalil hukum mandiri, karena bisa saja persoalan-
persoalan yang sedang diputuskan hukumnya termasuk pada kelompok
pengecualian.

Dari beberapa penukilan di atas, dapat ditarik kesimpulan alasan
penolakan ulama terhadap kaidah fikih untuk dijadikan sebagai dalil

dalam menetapkan hukum dikarenakan kaidah-kaidah fikih tersebut

2 “Alf Haidar, Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al- ‘Adliyyah, (Riyadh: Dar
‘Alami al-Kutub, 2003) Jilid 1, h. 10, dan lihat ‘Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawd’id a;-fighiyyah,
op.cit., h. 330
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bersifat mayoritas (aghlabiyyah) bukan bersifat umum (kulliyah), ini
berarti pada kaidah-kaidah tersebut terdapat beberapa pengecualian.

Sehingga bisa jadi ketika seorang ahli fikih berdalil dengan kaidah
fikih untuk menetapkan sebuah masalah, ternyata masalah tersebut
masuk kepada hal-hal yang menjadi pengecualian dari kaidah fikih
yang ia jadikan sebagai dalil. Dalam hal ini, tingkat kekuatan dalam
penggunaan kaidah fikih sebagai dalil tidak kuat. Kemudian kaidah-
kaidah fikih ini merupakan hasil penelitian induktif terhadap beberapa
masalah/cabang  fikih yang berbeda-beda, yang kemudian
dikelompokkan menjadi sebuah ketentuan umum yang bersifat global.
Tidak bisa diterima oleh logika bahwa menjadikan sesuatu yang
merupakan himpunan dari hasil ijtihad terhadap sejumlah persoalan
furii’ dari masalah-masalah fikih untuk kemudian diterima sebagai dalil
hukum dalam penetapan masalah fikih lainnya.

Berbeda dengan para ulama sebelumnya yang menolak kaidah
fikih sebagai dalil hukum mandiri, Imam Al-Qarafi (w. 684 H) dalam
kitab Al-FurGg mengungkapkan urgensi dan kedudukan kaidah fikih
dalam syari’at Islam. Yaitu, mencakup pokok (ushal) dan cabang
(furz’), ushdl terbagi dua yaitu usul fikih dan kaidah fikih. Usul fikih
mengkaji kaidah-kaidah hukum yang timbul dari lafal , seperti “amar”
menunjukkan wajib dan “rahyi” menunjukkan haram. Sedangkan,
kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah-kaidah fikih yang bernilai tinggi,
banyak jumlahnya, mencakup rahasia-rahasia hukum syara’ dan
hikmah-hikmahnya, serta mencakup cabang-cabang hukum yang tak
terhingga. Kaidah-kaidah ini tidak dibahas secara mendalam dalam
usul fikih, selain hanya disyaratkan secara global saja. Kaidah-kaidah
mempunyai peran yang penting dan manfaat besar bagi ilmu fikih.
Disamping itu, kaidah-kaidah fikih kulliyyah dapat memperjelas
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metodologi berfatwa dan membantu mengidentifikasi masalah-masalah
furii’ yang tak terhingga jumlahnya.?®

Al-Qarafi (w. 648 H) mensejajarkan kaidah fikih dengan usul
fikih. Menurutnya, kaidah-kaidah fikih yang dapat memperjelas
metodologi berfatwa dapat dikategorikan sebagai syari’at. Jadi, apabila
diperhatikan beliau menyatakan bahwa kaidah-kaidah fikih itu
merupakan pokok syari’at. Artinya, kaidah fikih tersebut merupakan
diantara dasar-dasar memahami syari’at. Dengan demikian, secara
implisit Al-Qarafi (w. 648 H) memposisikan kaidah fikih sebagai
hujjah dalam berfatwa.

Penjelasan di atas dikuatkan pula oleh Al-Qarafi (w. 648 H)
sebagaimana yang dikutip oleh Al-Maggari (w. 758 ), ketika
mengemukakan kasus Suraijiyyah tentang penetapan talaq yang
didahului dengan syarat, akan tetapi syarat tersebut tidak sah. Beliau
menyatakan bahwa setiap keputusan hakim yang bertentangan dengan
salah satu kaidah fikih yang disepakati ulama adalah batal (tidak sah),

hal tersebut tampak dari penjelasan berikut:
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“Al-Qarafi menjelaskan, bahwa beliau membatalkan keputusan gadhi
(hakim), apabila menyelisihi suatu kaidah dari kaidah-kaidah fikih

% Al-Qarafi, al-Furdg, op.cit., Juz. 1, h. 3
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yang telah disepakati, beliau mencontohkan bahwa apabila hakim
menetapkan keputusan bahwa pernikahan tetap berlangsung pada
kasus suraijiyah, beliau membatalkan hal tersebut. Karena
bertentangan dengan kaidah fikih yang ma’ruf. — Dan apabila
diperhatikan pendapat Al-Qarafi pada masalah ini, didapati bahwa
beliau menjadikan kaidah fikih sebagai hujjah yang kuat, hal itulah
yang membuat putusan hakim menjadi batal karena putusan tersebut
menyelisihi salah satu kaidah. Beliau menempatkan kaidah fikih
sebagai hujjah yang kuat, sejajar dengan nash, ijmd’ dan giyas jalf.
Degan syarat kaidah fikih tersebut harus disepakati ulama, pada hal ini

naiklah derajatnya kaidah fikih itu dan dapat berhujjah dengannya”.?’

Pada kasus ini, Al-Qarafi (w. 648 H) menempatkan kaidah fikih
yang disepakati sebagai hujjah yang kuat sejajar dengan nash, ijma’
dan qgiyas jalli. Hal ini dengan syarat bahwa kaidah fikih tersebut harus
disepakati ulama dan tidak ada pertentangan.

Kemudian dinukilkan dari Imam Abi ‘Abdillah Ibn ‘Arafah (w.
803 H) tentang kebolehan menisbatkan suatu perkataan kepada mazhab
yang mengistinbathkan hukum dengan kaidah fikih, hal tersebut

tampak dari penjelasan berikut: 2

27 Al-Qarafi (w. 648 H) mengemukakan kasus suraijiyyah ini sangat populer dikalangan
ahli fikih. Kasus ini dinisbatkan kepada Abd al- Abbas Ahmad Ibn ‘Umar Ibn Suraij al-Syafi’i (w.
306 H). Kasus Suraijiyyah adalah apabila hakim menetapkan keputusan bahwa pernikahan tetap
berlangsung meskipun suami berkata kepada istrinya “Apabila saya menjatuhkan talaq kepadamu,
maka engkau telah tertalaq tiga sebelumnya”. Kemudian suami tersebut menjatuhkan talaq tiga
atau kurang, maka yang benar adalah jatuh talaq tiga. Apabila kedunya meninggal, lalu hakim
menetapkan bahwa keduanya mewarisi, maka kami membatalkan keputusan tersebut. Karena
menyelisihi kaidah fikih, yaitu:

Loyl ge e laia) OS] il Ja s (e O

“Bahwa siapa yang mensyaratkan suatu syarat, syarat tersebut baru sah apabila syarat dan yang
disyaratkan itu berkumpul (sesuai)”. Diantara kaidah syara’ adalah adanya keputusan sah apabila
suatu syarat dan yang disyaratkan kedunya sesuai. Kaidah fikih ini menjadi penting karena
mengandung hikmah. Adapun syarat yang dikemukakan oleh Suraijiyyah tidak dapat dipertemukan
dengan yang disyaratkan tersebut selamanya, karena kalaupun sudah ada talaq tiga sebelumnya itu
berarti larangan terhadap talag sesudahnya.
Lihat Al-Magari, Qawd ’id, (Beirut: Dar al-Fikr: 1990), h. 117.

28 bid., h. 118. Lihat juga ‘Abdul Aziz Muhammad Azzim, al-Qawa’id al-Fighiyyah,
(Cairo: Dar al-Hadits, 2005), h 69-71.
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“Ibnu ‘Arafah pernah ditanya tentang: apakah boleh berkata
(berhujjah) dengan salah satu jalan (metode) yang dipakai dalam
mazhab imam Malik?, beliau menjawab: bahwa siapa yang mengetahui
kaidah-kaidah (kaidah fikih), serta pendapat-pendapatnya yang
masyhur, mengetahui perkataan-perkatan yang ditarjih serta qiyas,
maka boleh baginya tapi setelah mengerahkan segala pemikirannya
pada kaidah-kaidah mazhab tersebut, dan siapa yang tidak
mengetahuinya maka tidak boleh baginya berhujjah dengan kaidah
tersebut”.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu ‘Arafah (w. 803 H) melihat
keabsahan suatu hukum yang berpegang kepada kaidah fikih, karena
kalau dibolehkan menisbatkan suatu perkataan pada suatu mazhab
tertentu yang berpegang dengan kaidah fikih, hal ini berarti boleh juga
mengambil hukum darinya. Terlihat disini bahwa beliau mensejajarkan
kaidah fikih dengan dalil-dalil lainnya, sehingga menurutnya orang
yang menguasai kaidah fikih layak untuk dinisbahkan pendapatnya ke
dalam mazhab Maliki.

Menurut penulis, kaidah fikih tidak bisa dijadikan sebagai dalil
mandiri dalam menetapkan hukum Islam, karena kaidah fikih pada
hakikatnya adalah perkataan mujtahid (gaul al-mujtahid) yang
merupakan hasil ijtihad dan hasil perumusan para ulama. Para ahli
fikih selama belum menemukan dalil nagl (dalil nash) maka tidak bisa
menetapkan hukum hanya semata-mata dengan berpegang kepada
salah satu dari kaidah-kaidah fikih, karena tidak logis menjadikan
sesuatu yang berfungsi untuk menghimpun dan mengikat hukum-

hukum cabang (furii’) yang banyak dan berserakan dalam kitab-kitab
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fikih lalu diikat menjadi satu ikatan kaidah fikih, kemudian dijadikan
salah satu dalil dalam hukum Islam.

Selanjutnya kaidah fikih hanya dapat dijadikan sebagai syahid
(pendukung) atau pelengkap dari dalil-dalil hukum yang lainnya.
Karena kaidah fikih mempunyai fungsi kulliyat (umum). Ulama-ulama
yang membolehkan berdalil dengan kaidah fikih adalah kaidah-kaidah
yang memang berasal dan disandarkan langsung pada al-Qur’an dan
Hadits (nash), adapun kaidah fikih yang berasal dari hasil pengkajian
fikih yang bermiripan tidak bisa dijadikan sebagai dalil mandiri.

C. Analisis Relevansi Kaidah Fikih dengan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dalam Masalah Perkawinan
Semenjak dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan
Menteri Agama, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara praktis telah
menjadi sumber hukum materiil di Peradilan Agama yang dilakukan para
hakim, pengacara dan pencari keadilan. Begitu juga berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Agama No. 15 tahun 1991 yang di dalam diktumnya
menyatakan. Pertama, seluruh instansi Departemen Agama dan Instansi
Pemerintahan lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan
perwakafan. Kedua, seluruh lingkungan instansi tersebut dalam dictum
pertama., dalam menyelesaikan masalah-masalah bidang hukum
perkawinan, kewarisan dan perwakafan, sedapat mungkin menggunakan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga, Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan
Keputusan Menteri Agama RI dalam bidang tugasnya masing-masing.
Menurut penulis dengan inpres dan Keputusan Menteri Agama
Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini mempunyai kedudukan sebagai
“pedoman” dalam putusan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim

Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara,



130

tergantung sepenuhnya kepada hakim untuk menggunakannya dalam
putusan mereka masing-masing, sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI)
ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam
yurisprudensi peradilan agama. Dengan demikian, maka hakim peradilan
agama sekarang hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang
sudah ada atau yang sudah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI), akan tetapi hakim mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk
mengembangkan dalam melengkapinya melalui putusan yang dibuatnya.

Selanjutnya, dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
disamping merujuk kitab-kitab salaf yang sudah lama menjadi referensi
para hakim dalam memutuskan perkaranya dalam Pengadilan Agama juga
melakukan penambahan pemikiran yang tidak ada dalam Kkitab-kitab
kuning. Karena itu, dalam merumuskan pasal-pasal dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) digunakan beberapa metode ijtihad yang ada dalam
disiplin ilmu usul fikih. Mulai dari metode istihsan, mashlahah mursalah,
sadz dzari’ah dan yang lainnya.

Tapi dalam konteks kajian ini akan difokuskan kepada relevansi
kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dalam pasal-
pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada buku 1 tentang
perkawinan, yaitu melihat sejauh mana pasal-pasal dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) sesuai dengan kaidah-kaidah fikih.

Berikut analisa beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang mana dalam pasal-pasal tersebut sesuai dan relevan dengan
kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu:

1. Pasal 1 item “e” tentang taklik talaq

“Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji
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talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin

terjadi di masa yang akan datang”.?®

Pasal di atas mempunyai implikasi yang jelas yakni putusnya
hubungan pernikahan akibat tidak dipenuhinya janji-janji yang ada
dalam akta nikah. Perumusan ta’lik talak ini secara eksplisit tidak ada
dalam kajian kitab-kitab kuning. Dirumuskannya pasal ini adalah untuk
mencegah adanya kesewenang-wenangan suami dalam mengarungi
kehidupan rumahtangga. Ta’lik ini menutup jalan kerusakan terjadinya
mafsadat berupa pengabaian tugas-tugas suami dalam memberi nafkah
bagi istri dan anak-anaknya, melakukan pembinaan rumah tangga dan
tugas-tugas lain yang mendukung terbentuknya rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmat sesuai dengan tujuan pernikahan. Ta’lik
talag sama dengan talag yang digantungkan pada sesuatu (talaq
mu’allaq).

Dengan deskripsi dan kebijakan yang dibuat oleh perumus
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan
bahwa perumusan pasal 1 item “e” sejalan dengan dengan nilai yang
terkandung dalam kaidah fikih berikut:*°

EXYES) D93 pdy % daas GO di-"u-‘
“Siapa yang menggantungkan talaq kepada suatu sifat, maka talak tidak
jatuh sebelum terjadinya sesuatu yang digantungkan tersebut”.

Dalam ta’lik talaq tersebut disebutkan bahwa janji yang diucapkan
pada saat pernikahan yang tercantum dalam Akta Nikah adalah suatu
syarat yang digantungkan, artinya talaq tidak akan pernah jatuh jikalau
syarat tersebut tidak terwujud atau tidak terjadi sama sekali. Akan tetapi

ta’liq talaq dalam Akta Nikah juga harus disertai pengaduan pihak istri

29 Cik Hasan Basri dkk, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Logos Wacana IImu, 1999), h. 139

%0 Jalaluddin al-Suydthi, al-Asybah wa al-Nazhd'ir fi Qawd’idi wa furii’i  Fighi al-
Sydfi’iyyah, op.cit., h. 232
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ke Pengadilan Agama dan membayar ganti ‘(iwadh) sebagai bukti
bahwa pihak istri tidak menerima tindakan suaminya tersebut.
2. Pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 tentang dasar-dasar perkawinan

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah”

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah mawaddah dan rahmah”

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan” %

Pasal di atas sejalan dengan dengan nilai yang terkandung dalam
kaidah fikih berikut:®2
e gl @ LY
“Hukum asal dalam masalah jima’ (hubungan suami istri) adalah
haram”.

Dalam pasal 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan
bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati
perintah Allah dan perkawinan merupakan ibadah dan ia baru sah
apabila dilakukan menurut hukum Islam. Adapun dalam kaidah fikih
kalimat “al-abdha’u’ artinya adalah “‘al-wath’u” yaitu hubungan suami
istri. Hubungan suami istri tersebut asalnya adalah haram dan berdosa
bagi yang melakukannya yang disebut dengan zina. Akan tetapi
hubungan suami istri menjadi halal bahkan bernilai ibadah dengan
syarat terjadinya pernikahan yang sah.

3. Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan perkawinan

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat.

31 Cik Hasan Basri dkk, loc.cit., h. 140

32 Muhammad Sidgi Ibnu Ahmad al Burnu, al-Wajiz Fi idhahi gawa’id alfighi al-kulliyah,
(Beirut: Muassasah ar Risalah, 1996) Cet. 4, H. 199. Abdul Karim Zaidan, al-wajiz fi syarhi al-
qgawa’id al-fighiyyah fi asy-syari’ah al-islamiyah, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 2001), Cet. 1, H.
176
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(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah sebgaimana yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954

Pasal di atas merupakan hal yang baru, karena dalam terminologi
fikih klasik tidak ditemukan adanya aturan pencatatan perkawinan.
Aturan ini semata-mata hanya untuk menolak kerusakan berupa
perkawinan yang dilakukan dengan banyak wanita tanpa bisa terdeteksi
sehingga merugikan pihak wanita dan anak-anaknya kelak. Dengan
pencatatan perlawinan ini maka hak-hak istri dan anak-anak sudah jelas
karena mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga untuk
tertib administrasi dan hukum. Dari penjelasan pasal 5 ini nampak jelas
bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan nilai yang
terkandung dalam kaidah fikih berikut:*®

bl by sl Lo plY)
“Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus terganung pada
kemashlahatan™.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah yang juga
termasuk di sini adalah perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah
menetapkan bahwa perkawinan harus dicatat sebagaimana yang telah
diatur dalam Undang-undang. Hal ini tujuannya adalah demi
kemashlahatan.

4. Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang masih berkaitan dengan pencatatan
perkawinan yakni.

(1)Untuk memenuhi dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.

(2)Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

33 Ibnu Nujaim, , al-Asybah wa al-Nazhd’ir ‘ald Madzhab Abi Hanifah, (Beir(t: Dar al-
Kutub al-‘ilmiyyah, 1999), Cet. 1, h. 104
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Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas dapat dipahami
bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut adalah syarat
administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah tidaknya
perkawinan adalah ditentukan oleh norma-norma agama. Pencatatan
perkawinan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) adalah agar suatu
saat kelak terjadi pelalaian kewajiban oleh salah satu pihak, dapat
dilakukan upaya hukum.

Dengan adanya catatan perkawinan maka upaya hukum ini akan
mempunyai bukti-bukti otentik dan sah. Ini tentu mencegah terjadinya
kerusakan pengurangan hak-hak salah satu pihak yang tanpa adanya
pencatatan bisa hilang sama sekali. Misalnya terjadi perceraian tetapi
tidak mempunyai bukti otentik, dan salah satu pihak kehilangan hak
kepemilikan harta bersama, maka tidak bisa memperoleh hak tersebut
karena tidak mempunyai bukti otentik dan sah. Dan bisa dipahami
bahwa kesemua hal tersebut tujuannya adalah untuk menghilangkan
kemudharatan yang timbul dikemudian hari, kalau perkawinan tidak
dicatat maka akan terjadi banyak kesemrautan khususnya mengenai hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini juga sejalan dengan nilai
yang terkandung dalam kaidah fikih, yaitu kaidah fikih asasi:**

el
“Kemudharatan itu harus dihilangkan™.

Juga kaidah fikih:%

“Menolak kemudaratan lebih didahulukan dari pada meraih
kemashlahatan”.

% Ibid., h. 73
35 “Jzzu al-Din ‘Abd al-*Aziz Ibn ‘Abd al-Salam, Qawa id al-Ahkam F1 Ishlahi al-Anam,
(Damaskus: Dér al-Qalam, tt), Juz ke-1, h. 22
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Dalam pasal tersebut pencatatan perkawinan memberikan
manfaat. Yaitu, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut
kompetensi relatif dari Petugas Pencatat Nikah (PPN), menghindari
terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti
identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk
kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. Belum
lagi dengan pemalsuan umur sehingga terjadi kawin muda yang menjadi
pemicu perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Untuk itulah
pencatatan nikah itu penting dilakukan karea kalau tidak akan banyak
mudharat yang ditimbulkan, sementara kemudharatan tersebut harus
dihilangkan.dan dengan adanya pasal yang mengatur itu karena
tujuannya adalah untuk kemashlahatan.

5. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 tentang pembuktian perkawinan

“(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”
“Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan
suarat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk
putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan, talak, rujuk,
khuluk hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, begitulah penting
Akta Nikah, bukti perceraian berupa surat akta cerai. Hal ini juga

sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fikih berikut:

Ol S Olagll ol

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan
dengan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan hal yang sebenarnya”.

Ini berarti bahwa Akta Nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis
yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerangkan

36 Abdul Karim Zaidan, al-wajiz fi syarhi al-gawa id al-fighiyyah fi asy-syari’ah al-
islamiyah, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 2001), Cet. 1, h. 133.
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bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum,
dan ini sesuai dengan kaidah fikih di atas.
6. Pasal 17 ayat (1) dan (2) tentang calon mempelai

(1) Sebelum berlansungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah
menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan
dua saksi.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon
mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Dalam pasal 17 ini dijelaskan bahwa perkawinan tidak dapat
dilangsungkan apabila salah satu dari mempelai menolak untuk
dinikahkan, apabila perkawinan dilakukan juga maka perkawinan
tersebut tidaklah sah karena salah satu dari orang yang berakad tidak
ridho. Hal ini juga sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah
fikih, berikut:3’

DL oled) Lo aims g pdbladll o) diadl (3 oY)

“Hukum asal dalam suatu akad adalah keridhaan kedua belah pihak
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan”.

Sebuah akad dikatakan sah apabila kedua belah pihak yang
melakukan akad sama-sama ridha dan rela akan akad tersebut.
Walaupun dalam pernikahan yang berakad adalah wali dengan
mempelai pria, tapi wali tersebut adalah berdasarkan persetujuan dan
kerelaan dari mempelai wanita. Jikalau salah satunya tidak ridho maka
perkawinan tersebut tidak sah.

7. Pasal 17 ayat (3) tentang keringan bagi calon mempelai

“Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat
dimengerti”.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa persetujuan nikah dapat melalui

tulisan dan isyarat yang dimengerti jikalau calon mempelai menderita

37 Ahmad al-Nadwi, al-Qawa ’id al-Fighiyyah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), cet. 5, h. 253
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tuna rungu atau tua wicara yang dapat menghalangi dia untuk
menyatakan kesetujuannya. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih

berikut ini:*
sl oY Lo 13
“Apabila suatu perkara sempit, maka ia bisa menjadi luas”.
Juga kaidah: %
OLL LIS )= 535kl 3)LaY)

“Isyarat yang diketahui yang biasa dilakukan oleh orang bisu sama
kedudukannya dengan penjelasan dengan lisan”.

Pasal tersebut jelas bersesuaian dengan kedua kaidah fikih di atas,
bahwa keadaan mempelai yang memiliki keterbatasan fisik, seperti buta,
bisu dan lainnya, hal itu tidak mengahalanginya dalam melangsungkan
akad karena dia bisa memakai isyarat sebagai pertanda ridha atau tidak

8. Pasal 34 ayat (2) tentang mahar
“Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad
nikah,tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya
dalam keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnya
perkawinan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kelalaian dalam menyebut jenis
dan jumlah mahar ketika akad, tidak menjadikan pernikahan tersebut
menjadi batal. Misalnya, seseorang mewakilkan dalam akad nikah
dengan menyebut maharnya tetapi si wakil menambah atau mengurangi
jumlah mahar tersebut, maka nikahnya tetap sah karena mahar bukan
merupakan rukun dari pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan nilai

yang terkandung dalam kaidah fikih berikut:*

38 <Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Syarhi Qawa’id al-Fighiyyah, (Beir(it: Muassasah al-
Risalah, 2001), Cet. 1, h. 65

39 Muhammad Zuhailf, al-Qawd’id al-Fighiyyah wa Tathbigatuha fi Madzahibi al-
Arba’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), juz 1, h. 342

40 Jalaluddin al- Suyuti, al-asybah wa an-nazair fi gawa’idi wa furu’l figih asy-syafi‘iyah,
op.cit., h. 232
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Sl sleds sy Y C&A\
“Pernikahan tidak rusak karena rusaknya mahar”.

Pasal 41 ayat (1) tentang larangan kawin

“(1)Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:

(a) Saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya.

(b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Dalam pasal tersebut terdapat adanya larangan memadu istrinya
dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau
susuan dengan istrinya. Hal ini sejalan dengan nilai yang terkandung
dalam kaidah fikih berikut:*!

Lot ol 552 M6 (6531 ale ooy 153 Lous) 0,35 o) Tl IS

10.

"Setiap dua orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan (dianggap)
sebagai laki-laki dan diharamkan untuk nikah di antara keduanya, maka
kedua wanita haram untuk dimadu”.

Haram memadu seorang wanita dengan bibinya, karena apabila
bibi itu dianggap laki-laki, maka haram dia menikahi keponakannya.
Begitu juga memadu seorang wanita dengan anak perempuan saudara
wanita tersebut, haram pula memadu seorang wanita dengan perempuan
dari anaknya, haram memadu seorang perempuan dengan saudaranya,
karena apbila salah seorangnya dianggap lakik-laki, dia diharamkan
nikah dengan saudaranya.

Pasal 45 ayat item (b) tentang perjanjian perkawinan

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan
dalam bentuk: (b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengn hukum
Islam™.

41 Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, loc.cit., h. 126
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Dalam pasal tersebut terdapat adanya perjanjian perkawinan,
diantara perjanjian tersebut adalah perjanjian yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Perjanjian bisa juga dikatakan sebagai syarat
dalam sebuah perkawinan, akan tetapi syarat tersebut dinyatakan dalam
bentuk perjanjian. Hal ini juga sejalan dengan nilai yang terkandung
dalam kaidah fikih berikut:*?

JBU as,idl Jsol Ll by IS

“Setiap syarat yang menyelisihi dasar-dasar syari’ah adalah batal”.

Kaidah ini berlaku dalam semua bidang fikih baik dalam ibadah
mahdhah, munakahat, waris, muamalah, siyasah, jinayah dan peradilan.
Bahwa setiap syarat yang diajukan pada suatu akad apapun yang
menyalahi syari’at maka syarat tersebut tidak sah.

Pasal 153 ayat (1) tentang iddah

“Bagi seorang istri yang putus perkawinan berlaku waktu tunggu atau
iddah, kecuali gabla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena
kematian suami”

Pasal di tersebut menerangkan bahwa iddah dalam perceraian
karena talaq atau fasakh baru ada dikarenakan adanya hubungan suami
istri (dukhdl), dan bukan karena kematian suami. Artinya kalau sudah
ada dukhul maka berarti wajib adanya iddah. Hal ini sesuai dengan nilai

yang terkandung dalam kaidah fikih berikut:*

Bl g e bl A fed of GO e 5 IS
“Setiap perceraian karena talaq atau fasakh sesudah terjadinya
hubungan suami istri, maka diwajibkan ‘iddah”.

Pasal 79 ayat (20 dan (3) tentang kedudukan suami istri

42 Ibid., h. 106.
43 Al-Suy(thf, op.cit., h. 507
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“(2)Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup
bersama masyarakat”

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Pasal ini menjelaskan tentang kedudukan seimbang antara suami
dan istri sama sebagai subjek hukum yang penuh dalam batas-batas
pernikahan. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam kaidah
fikih berikut:*

G gl G Yo mol s s B3N] agy e ol G Y
T ok Lo g2 alal g (3] L

“Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas
pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali
dalam batas-batas perintah syari’ah yang berhubungan dengan
pernikahan”.

Dalam beberapa pasal yang telah penulis paparkan di atas, nampaklah
bahwa pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membawa
kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga.
Ini akan memelihara tujuan syara’ (maqashid al-syari’ah). Karena
pentingnya maqashid al-syari’ah ini para ulama menjadikan sebagai salah
satu kriteria dalam melakukan ijtihad.

Maka dalam analisis ini juga ditemukan kesesuaian antara kaidah-
kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dengan
beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya tentang

perkawinan.

4 <Abdullah ‘Ali Husain, al-Mugaranah al-Tasyri’iyyah, (t.tp: Dar al-Salam, 2001), cet. 1,
Juz 4, h. 1610-1611
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BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan

1. Bahwa hakikat dari kaidah fikih adalah qaul al-mujtahid (perkataan
ulama), karena kaidah fikih merupakan lafaz-lafaz singkat yang
mengandung makna yang luas, yang berasal dari hasil penelitian dan
penelusuran ulama terhadap masalah-masalah fikih, begitu juga lafaz-
lafaz dari kaidah-kaidah tersebut berasal dari para ulama yang
merumuskannya itu. Dengan demikian hadits-hadits yang menjadi
kaidah fikih atau sering disebut sebagai kaidah fikih, bukanlah termasuk
kaidah fikih dan tidak bisa disebut sebagai kaidah fikih, hanya saja
penyebutan hadits-hadits tersebut sebagai kaidah fikih dikarenakan
formulasi dari hadits-hadits yang singkat (jawdami’u al-kalim) tersebut
sama dengan kaidah fikih. Hadits merupakan gawl al-Nabi (perkataan
Nabi) yaitu seorang yang ma shiim (terjaga dari kesalahan), perkataan
Nabi adalah dalil nash yang hakikatnya merupakan wahyu dari Allah
SWT serta kedudukannya adalah gath i (pasti). Sementara kaidah fikih
terbentuk dari hasil ijtihad para ulama, kedudukannyapun bersifat
zhanni (dugaan) karena para mujtahid tidaklah ma ’shiim.

2. Kedudukan kaidah fikih sebagai dalil dalam penetapan hukum terbagi
kepada dua. Pertama, kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Kedua,
kaidah fikih sebagai dalil mandiri dalam penetapan hukum. Mayoritas
ulama sepakat menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap dalam
penetapan suatu hukum. Adapun kaidah fikih sebagai dalil mandiri
ulama berbeda pendapat. Argumen yang menerima dikarenakan kaidah
fikih bersifat kulliyar (umum) dan jika boleh menisbahkan perkataan
pada suatu mazhab, berarti boleh berhujjah dengan kaidah fikih.
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Sedangkan argumen yang menolak dikarenakan kaidah fikih bersifat
aghlabiyyar (mayoritas) yang memiliki pengecualian-pengecualian yang
tidak dapat diketahui secara pasti dan ia merupakan hasil ijtihad ulama.
Dari kedua pendapat tersebut, pendapat yang menerima kaidah fikih
sebagai dalil mandiri sangat lemah. Dan ia hanya dapat dijadikan
sebagai dalil pelengkap.

3. Antara kaidah fikih dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya
buku 1 tentang hukum perkawinan ditemukan beberapa pasal yang
sesuai dan relevan dengan kaidah fikih dalam 10 masalah. yaitu, tentang
ta’liq talaq, dasar-dasar perkawinan, pencatatan perkawinan, perjanjian
perkawinan, pembuktian perkawinan, calon mempelai, mahar, larangan
kawin, ‘iddah dan kedudukan suami istri.

B. Saran-Saran

1. Sehubungan dengan tema yang dikaji dalam tesis ini, kajian terhadap
kaidah-kaidah fikih sangat penting terutama bagi mereka yang ingin
mengetahui keistimewaan hukum Islam. Kaidah-kaidah fikih bertujuan
untuk memelihara ruh Islam dala membina hukum.

2. Bagi intelektual muslim selayaknya untuk memperbanyak penelitian-
penelitian yang berkaitan dengan kaidah fikih, yang banyak dimuat
dalam beberapa kitab, sehingga dapat mengadakan rekonstruksi dan
pembenahan, juga sebagai dasar untuk memperkokoh kajian-kajian
keislamannya. Karena, sejauh penelitian penulis masih jarang buku
yang secara khusus mengkaji tentang kaidah fikih secara lengkap yang
ditulis oleh intelektual muslim Indonesia.

3. Dirasakan perlu untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) secara utuh mengenai muatan-muatan yang terkandung di
dalamnya. Karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang
hukum dalam masyarakat.
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